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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kami
dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan
Bencana Kota Palu.

Terima kasih kami ucapkan khususnya kepada Islamic Relief Worldwide yang
telah memfasilitasi dan mendukung anggaran penyusunan dokumen ini
hingga selesai dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunan dokumen ini baik secara moral maupun materi. Terima kasih
juga kami ucapkan kepada Pemerintah Daerah Kota Palu yang telah
mendukung penuh sehingga dokumen ini dapat kami selesaikan sesuai
dengan jadwal yang direncanakan.

Kami menyadari, bahwa dokumen ini masih jauh dari kata sempurna baik
segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, kami
sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak
guna menjadi acuan agar penyusunan dokumen selanjutnya menjadi lebih
baik lagi di masa mendatang.

Semoga dokumen Rencana Penanggulangan Bancana Kota Palu ini dapat
bermanfaat dan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah
berbasis mitigasi dan berkelanjutan.

Palu, September 2022

Tim Penyusun

ii



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wilayan dengan tingkat
risiko tinggi. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan BNPB
tahun 2021 menempatkan Kota Palu pada urutan 91 untuk Kabupaten/Kota
di Indonesia atau urutan tiga tingkat Provinsi Sulawesi Tengah pada kelas
risiko tinggi dengan skor 168.25. Indeks tersebut mengalami penurunan
pada lima tahun terakhir (2016) dengan skor 181,20 (7,14%).

Kajian risiko bencana (KRB) Kota Palu tahun 2021 mengindentifikasi jenis
ancaman yang berpotensi bencana diantaranya adalah; gempa bumi,
tsunami, likuefaksi, banjir, longsor, kebakaran gedung dan permukiman,
cuaca ekstrim (angin ribut/angin kencang), gelombang tinggi dan abrasi,
wabah dan pandemik serta konflik sosial. Pada pembahasannya, KRB Kota
Palu baru menganalisis enam jenis ancaman; gempa bumi, tsunami,
likuefaksi, banjir, longsor dan kebakaran gedung dan permukiman. Ancaman
cuaca ekstrim berupa angin ribut atau puting beliung, gelombang tinggi dan
abrasi belum dilakukan analisis karena keterbatasan data. Sedangkan jenis
ancaman konflik sosial, wabah dan pandemik telah memiliki landasan
hukum tersendiri dalam proses pengkajian maupun penanggulangannya.

Risiko bencana gempa bumi Kota Palu dipengaruhi keberadaan sesar Palu
Koro di sepanjang lembah Palu Koro yang membentang dari Teluk Palu ke
arah tenggara. Sesar ini merupakan struktur geologi utama di Provinsi
Sulawesi Tengah. Sebaran Sesar Palu Koro terbagi dalam tujuh segmen yang
memiliki potensi terjadinya gempa bumi dengan kekuatan diatas 5 skala
richter dengan daya rusak tinggi terhadap bangunan (diatas Skala V MMI).
Permukiman di Kota Palu sebagian besar berada di atas jalur patahan.

Kelurahan dengan tingkat ancaman tinggi di Kota Palu mencapai 41,3 % (19
dari 46 Kelurahan). Wilayah tersebar pada seluruh Kecamatan Mantikulore
bagian tengah sampai ke barat, seluruh Kecamatan Palu Selatan, Palu Timur,
Palu Barat dan Palu Utara, serta bagian timur Kecamatan Tatangga meliputi
Kelurahan Tavanjuka, Kelurahan Nunu dan sebagian kecil timur laut
Kelurahan Boyaoge yang berada di Zona PGA 1,5 — 2 gal, serta di bagian
barat Kota Palu meliputi seluruh wilayah Kecamatan Tatanga dan Kecamatan
Ulujadi, yang berada di Zona PGA > 2 gal.

Geomorfologi Teluk Palu berpengaruh besar terhadap terjadinya tsunami di
Kota Palu. Sesar Palu-Koro bertipe sesar geser mengiri (left lateral slip).
umumnya tidak menimbulkan tsunami kecuali terbentuk flower structure,
yaitu struktur rekahan permukaan bumi yang bentuknya seperti bunga.
Pergeseran vertikal inilah yang dapat menyebabkan tsunami. 10 dari 46
kelurahan di Kota Palu merupakan wilayah dengan tingkat ancaman tinggi
terhadap tsunami. Berdasarkan kajian dan peta ancaman tsunami,
sepanjang pantai di Kota Palu merupakan wilayah rawan bencana dengan
katarogi tinggi. Total wilayah berisiko tinggi di Kota Palu seluas 4,81 Km?2
atau 1,21 % dari total luas Kota Palu.
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Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan likuefaksi
yang terjadi di Balaroa dan Petobo menyebabkan +221,5 Ha lahan rusak dan
3.407 bangunan hancur. Ancaman likuefaksi telah teridentifikasi jauh
seblum kejadian tahun 2018. Hasil KRB 2021 mengidentifikasi 10 dari 46
kelurahan di Kota Palu memiliki tingkat ancaman bencana likuefaksi tinggi.
Wilayan dengan ancaman tinggi berdasarkan kajian risiko bencana Kota Palu
2021 seluas 8,75 Km2 atau 2,21 % dari total luas Kota Palu.

Pada ancaman banjir, wilayah berisiko tinggi berada di enam kelurahan.
Wilayah tersebut merupakan permukiman yang juga menjadi bagian daerah
aliran sungai (DAS) atau alur alam (perlintasan limpasan permukaan/run
off). Wilayah DAS meliputi 11 aliran sungai yang melintas pada seluruh
kecamatan. Kecamatan Mantikulore dilintasi (tiga) sungai yaitu Sungai
Kawatuna, Sungai Pondo dan Sungai Watutela. Sedangkan kecamatan dua
sungai adalah Kecamatan Ulujadi dilalui Sungai Buvu Mpemata dan Sungai
Ngolo, Kecamatan Palu Selatan dilalui Sungai Palu dan Sungai Kawatuna,
Kecamatan Palu Timur dilalui Sungai Palu dan Sungai Pondo, Kecamatan
Palu Utara dilalui Sungai Taipa dan Sungai Pajeko, serta Kecamatan Tawaeli
dilalui Sungai Pantoloan dan Sungai Tawaeli. Sedangkan Kecamatan Palu
Barat yang dilalui Sungai Palu dan Kecamatan Tatanga yang dilalui Sungai
Lewara. Total wilayah berisiko tinggi berdasarkan KRB Kota Palu tahun 2021
seluas 5,69 Km2 atau 1,44% dari total luas Kota Palu.

Pada ancaman longsor, KRB Kota Palu tahun 2021 mengidentifikasi dua
kelurahan dengan risiko longsor tinggi. Luas wilayah berisiko tinggi sebanyak
93,91Km?2 atau 23,77 % dari total luas Kota Palu. Sedangkan pada ancaman
kebakaran bangunan dan permukiman, wilayah bersiko mencapai 29
kelurahan. Wilayah berisiko kebakaran di Kota Palu mencapai luas 4,82 Km?2
atau 1,22 % dari total luas Kota Palu.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Palu bertujuan untuk
mengintegrasikan pembangunan Kota Palu, khususnya paska bencana
gempa bumi, tsunami dan likuefaksi tanggal 28 September 2018 serta
beberapa kejadian bencana lainnya seperti banjir dan angin ribut
mengarusutamakan pengurangan risiko bencana (PRB). Untuk itu, seluruh
perencanaan pembangunan yang ada, sejak awal telah didisain dalam
kerangka mepenurunan risiko bencana yang ada di Kota Palu. Melalui RPB,
akan terjadi peningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi
penanggulangan bencana di Kota Palu yang profesional dengan pencapaian
yang terukur dan terarah. Terbangunnya pola kemitraan penyelenggaraan
penanggulangan bencana sehingga memenuhi tanggung jawab dalam
melindungi masyarakat Kota Palu dari berbagai ancaman yang potensi
bencana.

RPB Kota Palu merupakan dokumen daerah dan menjadi rujukan seluruh
pihak, baik pemerintah, pemerintah darah maupun pemangku kepentingan
lain dalam penanggulangan bencana di Kota Palu. Dokumen RPB Kota Palu
untuk masa waktu lima tahun, 2022 - 2027 merangkum perspektif
penyelenggaraan  penanggulangan bencana dari seluruh instansi
pemerintahan daerah dan para pihak di Kota Palu. Pada level Pemerintah
Kota Palu, RPB telah mengintegrasikan perencanaan seluruh Organisasi
Pemerintah Daerah (OPD) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
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Jangka Menengah (RPJM). Sedangkan dari sisi wilayah RPB yang berbasis
KRB telah berkesesuaian dengan perencanaan tata ruang wilayah Kota Palu.

RPB Kota Palu Tahun 2022-2027 merupakan pedoman, landasan, dan
strategi dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kegiatan dan
program dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Keberadaan RPB
selaras dan menjadi dokumen rujukan operasional dari Perda Kota Palu No
5/2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Palu.

Berdasarkan KRB Kota Palu, sasaran penanggulangan bencana dirumuskan
dan ditetapkan sesuai dengan prioritas daerah dalam RPJMD Kota Palu
tahun 2021-2026: 1) perkuatan kebijakan dan kelembagaan, 2) Pengkajian
risiko dan perencanaan terpadu, 3) Pengembangan sistem informasi, Diklat
dan logistik, 4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana, 5) Peningkatan
efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, 6) Perkuatan kesiapsiagaan dan
penanganan darurat bencana serta 7) Pengembangan sistem pemulihan.

Pengembangan program yang dijabarkan dalam RBP Kota Palu 2022 - 2027
merupakan program yang telah direncanakan dan disepakati sebagai
program masing-masing OPD pada jajaran pemerintah Kota Palu dengan
usulan kegiatan atau memasukan substansi terkait penanggulangan
bencana. Di luar pemerintah daerah, perencanaan program penanggulangan
bencana merupakan rancangan agenda yang akan dilakukan dengan masa
waktu sampai tahun 2027. BPBD Kota Palu dengan fungsi koordinasi dan
pelaksana terkait penyelenggaraan PB akan mengkonsolidasi berbagai
perencanaan dalam kesatuan program, mengisi kesenjangan serta
memobilisasi sumberdaya untuk pencapaian target dan sasaran PB di Kota
Palu.

Perencanaan program PB di Kota Palu tetap menjaga dan memastikan
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana (SPM PB)
dan pencegahan serta mitigasi bencana yang berbasis perlindungan
lingkungan hidup. Masing-masing program kemudian diterjemahkan dalam
rangkaian kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana yang memuat tentang manfaat (outcome) luaran
(output), indikator, pagu indikatif serta waktu pelaksanaan. Lebih lanjut,
rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana agar lebih operasional
dapat dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana
(RAD PRB) untuk masa waktu tiga tahun.
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BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan dokumen wajib
pemerintah dan pemerintah daerah dalam memenuhi mandat UU No 24
tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. RPB merupakan bentuk
pemenuhan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan
menyeluruh. Tanggung jawab tersebut tertuang dalam Bab III tentang
wewenang dan tanggung jawab sekaligus untuk pencapaian dari tujuan dari

penanggulangan bencana sebagaimana tertuang dalam pasal 4.

Penyusunan Dokumen RPB Kota Palu dilakukan dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan terkait kebencanaan di Kota Palu. Keterlibatan para
pihak dilakukan mulai dari sosialisasi dan mambangun komitmen bersama.
Berdasarkan kebutuhan terhadap proses pengkajian, dilakukan pemetaan
sumber daya dan pembagian peran, dari mulai pengumpulan data dan
informasi, survei lapang, trianggulasi dan verifikasi data serta serangkaian

diskusi.

Proses pembahasan substansi sampai menjadi draft dokumen dilakukan
secara partisipatif. Koordinasi juga dilakukan dengan BPBD Provinsi
Sulawesi Tengah maupun BNPB untuk memastikan proses maupun

substansi sesuai dengan alur dan aturan yang berlaku.

RPB Kota Palu disusun berdasarkan evaluasi Kajian Risiko Bencana dan
Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2017 - 2021 dan kajian risiko
bencana tahun 2021 - 2026. RPB disusun dalam format program

penanggulangan bencana disertai dengan pagu indikatif.

RPB Kota Palu merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap
rencana yang  dihasilkan dalam = perencanaan ini = merupakan
program/kegiatan terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
maupun program pembangunan kembali paska bencana, khususnya

bencana gempa, tsunami dan likuefaksi yang terjadi pada tahun 2018.



Seluruh rencana program Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dianalisis dan
diintegrasikan terkait dengan upaya penguranganan risiko bencana. Proses
ini memungkinkan seluruh OPD dalam melaksanakan mandat UU PB sesuai

tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Selain OPD, RPB sebagai dokumen daerah juga menyajikan program dari luar
pemerintah, baik PMI, LSM maupun sektor swasta secara bersama-sama

melakukan upaya penanggulangan bencana di Kota Palu.

Dari masing-masing program atau kegiatan yang telah ada, program untuk
memperkuat atau mengisi kesenjangan dalam pencapaian tujuan akan
menjadi bagian dari program bersama. Dengan tetep menempatkan Tupoksi

sebagai dasar dari pelaksana atau penanggung jawab prgram atau kegiatan.

RPB Kota Palu ini ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun; 2022 hingga 2027. Dokumen akan dievaluasi
setiap dua tahun atau jika ada kejadian bencana yang memungkinkan
terjadinya perubahan risiko di Kota Palu dan membutuhkan penyesuaian.
RPB ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota sebagaimana diatur dalam
Peraturan Kepala Daerah  Kota Palu tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana yang merujuk pada Undang-undang No.24 tahun
2007 dan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyenggaraan

Penanggulangan Bencana.

Ruang lingkup RPB meliputi seluruh fese dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana; pra, saat maupun paska bencana. Pra bencana
mencakup tindakan pencegahan (preventif), mitigasi dan kesiapsigaan. Pada
saat kejadian mencakup tanggap darurat, dimana siaga darurat, bantuan
darurat dan transisi darurat ke pemulihan/pemulihan dini menjadi bagian
dari fase tanggap darurat. Sedangkan pada paska bencana mencakup

pemulihan, rebilitasi dan rekonstruksi.

Rangkaian penanggulangan bencana tersebut di atas tidak diartikan sebagai
tahapan yang bersifat kaku. Antar tahapan atau fase, sangat mungkin
dilakukan secara bersama-sama dalam satu waktu. Pada saat siaga darurat,
sangat mungkin dilakukan upaya mitigasi atau pencegahan. Demikian juga

saat tanggap darurat, dapat dilakukan upaya pemulihan, mitigasi atau



bahkan rehabilitasi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan hasil
analisis dari data dan informasi yang valid dan serta dapat dipertanggung

jawabkan.

Berdasarkan kajian risiko bencana Kota Palu 2021, ancaman bencana dapat
dipicu oleh kejadian alam, intervensi manusia maupun perpaduan keduanya.
Ancaman yang terpetakan antara lain gempa bumi, tsunami, likuefaksi,
banjir, cuaca ekstrim atau angin kencang, kebakaran hutan dan lahan serta
kebakaran bangunan dan gedung. Untuk acaman bencana kesehatan seperti
wabah, konflik sosial dan terorisme tidak menjadi ruang lingkup pengkajian

karena telah ada aturan lain dalam pengelolaan dan penanganannya.

Kota Palu rawan terhadap gempa bumi, karena dilalui salah satu sesar paling
aktif di dunia, Sesar Palu Koro. Kondisi ini dibuktikan dengan riwayat gempa
bumi yang tercatata terjadi tahun 1907, 1909, 1927, 1938, 2005, hingga
tanggal 2018.

Gempa bumi 28 September 2018 berkekuatan 7.4 M yang terjadi pada pukul
18.02 WITA, disusul oleh tsunami dan likuefaksi. Tiga kejadian dalam waktu
yang relatif sama meluluh lantakkan sebagian besar Kota Palu, Kabupaten
Sigi, Donggala dan Parigimontong. BNPB merilis, tsunami disebabkan oleh
longsoran sendimen dasar laut yang mencapai 200 — 300 meter. Kota Palu
yang memiliki teluk yang memiliki bentuk yang sangat curam menyebabkan

gelombang tsunami menjadi lebih besar dan cepat.

Selain bencana gempa bumi dan tsunami, fenomena likuefaksi juga menjadi
salah satu penyebab jatuhnya ribuan korban dalam bencana tersebut.
Tercatat, ada empat lokasi yang terdampak likuefaksi, yakni Balaroa dan
Petobo di Kota Palu serta Jono dan Sibalaya Selatan di Kabupaten Sigi.
Fenomena likuefaksi di Palu telah terpetakan sejak tahun 2012 berdasarkan
hasil riset dalam bentuk Peta Zona Bahaya Likuefaksi untuk daerah Palu dan

sekitarnya.

Banjir berpotensi terjadi karena keberadaan sungai besar dan sejumlah
sungai kecil yang mengalir di tengah wilayah perkotaan. Banjir terjadi setiap
tahun pada musim penghujan. Kejadian banjir terbaru pada Mei 2022 yang
menggenangi wilayah bantaran Sungai Palu, seperti Kelurahan Ujuna,

Kelurahan Baru, dan Kelurahan Lere.



Kebakaran gedung dan permukiman merupakan ancaman khas wilayah
perkotaan. Kejadian kebakaran permukiman di Kota Palu cenderung terjadi
di wilayah yang memiliki kepadatan penduduk dan kerapatan bangunan
tinggi. Kejadian kebakaran di wilayah padat penduduk umumnya dipicu oleh
adanya hubungan arus pendek listrik atau kelalaian manusia. Beberapa
wilayah seperti Pasar Inpres Manonda, sejak 2005 hingga 2022 mengalami
perulangan kejadian kebaran. Untuk wilayah Pasar Inpres Maronda selama

kurun waktu tersebut telah mengalami tujuh kali kebakaran.

Longsor menjadi salah satu jenis ancaman yang berpotensi bencana di Kota
Palu. Ancaman tersebut dipengaruhi oleh kelerengan, curah hujan tinggi, dan
adanya material rombakan yang diakibatkan gempa bumi. Kondisi ini dapat
terlihat di sepanjang perbukitan sisi timur di Kecamatan Mantikulore,
Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli; di sisi sebelah barat di

Kecamatan Ulujadi.

Ancaman lainnya yang juga patut mendapat perhatian Kota Palu adalah
ancaman puting beliung atau angin kencang dan abrasi pantai. Kejadian
puting beliung terakhir melanda lima kelurahan di Kota Palu pada 29 Mei
2022, yakni Kelurahan Duyu, Pengawu, Tipo, Silae, serta Buluri. Akibat

bencana ini, 20 rumah dilaporkan rusak.

Besaran risiko bencana berdasarkan kajian risiko, Pemerintah Kota Palu
perlu meningkatkan upaya penanggulangan bencana dalam rangka

mengelola dan mengurangi risiko yang berpotensi terjadi.

Kota Palu sendiri merupakan kota percontohan “kota tangguh bencana” dan
telah memiliki dokumen kajiaan risiko bencana dan RPB sejak tahun 2012.
Dokumen RPB Kota Palu telah diperbaharui untuk masa berlaku 2017 -
2021. Sebagaimana mekanisme yang ada, dokumen RPB Kota Palu harus
diperbaharui melalui proses evaluasi dan pengkajian risiko bencana untuk
pembaharuan dokumen. Apalagi Kota Palu pada tanggal 28 September 2018
mengalami kejadian bencana besar yang membutuhkan penyesuaian-

penyesuaian sesuai kondisi terkini dan kebutuhan yang ada.

I.2. Tujuan

Penyusunan RPB Kota Palu bertujuan untuk:

1. Penyiapan perencanaan yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi untuk
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penanggulangan dan penurunan risiko bencana di Kota Palu;

2. Peningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan
bencana di Kota Palu menuju profesionalisme dengan pencapaian yang
terukur dan terarah;

3. penguatan untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana
di Kota Palu;

4. Melindungi masyarakat Kota Palu dari ancaman bencana.

I.3. Kerangka Pikir

Kerangka pikir RPB Kota Palu mengacu pada pemahaman bahwa Rencana
Penanggulangan Bencana merupakan rencana yang bersifat komprehensif,
yang memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak pra bencana
hingga pasca bencana. Rencana ini disusun dan ditetapkan oleh pemerintah
atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya atau oleh suatu kawasan

otoritas tertentu.

Sesuai UU No. 24/2007, Rencana Penanggulangan Bencana meliputi:

Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana

Pemahaman kerentanan masyarakat

Analisis kemungkinan dampak bencana

Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana

Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak;
Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

o0k wbdE

Enam aspek di atas, bermuara pada dua aspek penting dalam
penanggulangan bencana, yakni implementasi dan koordinasi. Implementasi
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan penanggulangan bencana yang
telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Untuk mendorong
implementasi ini, dibutuhkan koordinasi dari seluruh pihak yang

berkepentingan dalam upaya penanggulangan bencana.

I.4. Kedudukan

Perencanaan Penanggulangan Bencana merupakan bagian dari perencanaan
pembangunan. Rencana yang dihasilkan berupa program/kegiatan terkait

pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, akan di integrasikan ke dalam



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian, rencana ini merupakan rencana
komprehensif yang mencakup semua kegiatan di semua tahap kebencanaan
RPB Kota Palu disusun berdasarkan mandat Undang-undang No.24 tahun

2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sesuai dengan ketentuan, Penyusunan RPB ini mengacu kaidah-kaidah
sebagaimana Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Masa berlakunya dokumen RPB adalah
S5 (lima) tahun sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Kesesuaian dari sisi waktu, fungsi dan tujuan
pembangunan menempatkan RPB menjadi arus utama program yang ada

maupun program terkait penanggulangan bencana pemerintah Kota Palu.

Dokumen RPB Kota Palu merupakan dokumen daerah Kota Palu. Konteks ini
menempatkan RPB sebagai acuan seluruh pemangku kepentingan di Kota
Palu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain itu, RPB
sebagai dokumen dareah Kota Palu juga menjadi acuan dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan dalam menempatkan pengurangan risiko
bencana sebagai landasan utama. Posisi strategis tersebut memposisikan
RPB membutuhkan berkomitmen sejak proses penyusunan sampai
pengawalan legislasi RPB mendapatkan kekuatan hukum. Sehingga RPB
memiliki kekuatan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan penanganan

penanggulangan bencana oleh SKPD di Kota Palu.

RPB Kota Palu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa

rencana nasional maupun provinsi, yang terintegrasi dalam:

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi;

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,;

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

Rencana Penanggulangan bencana,;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;

Rencana strategis baik sektoral Kementerian, Lembaga dan SKPD
Provinsi;

Rencana Aksi PRB baik Rencana Aksi Nasional (RAN RPB) dan Rencana
Aksi Daerah (RAD RPB Provinsi);

NGk ON=
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10. Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKP Nasional) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD);

11. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja
SKPD Provinsi (Renja SKPD);

RIPB RENCANA

___ J PENANGGULANGAN
2020-2044 BENCANA (RPB)

RPKB
(Rencana Penanggulangan
Kedaruratan Bencana)

Rencana Pemulihan
Prabencana

Rencana Aksi
PRB

Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana

Rencana Mitigasi Rencana Kontinjensi

Rencana Operasi
Darurat Bencana
(RenOps)

Gambar 1. Matriks Kedudukan RPB Dalam Perencanaan PB
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Gambar 2. Matriks Keterkaitan Perencanaan PB dalam Sistem Pembangunan

Nasional

1.5. Landasan Hukum

Penyusunan RPB Kota Palu Tahun 2022 - 2027 disusun berlandasan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan hukum dalam penyusun RPB Kota Palu adalah:

a. Undang-Undang

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421).

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana.

. Undang-Undang Nomor 4Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota

Madya Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3555);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);



5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4830);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan nasional
Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk
Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-
Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3078 Tahun 2020 tentang
Hasilverifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



c. Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran
Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Palu Nomor 3);

2. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran
Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Palu Nomor 2);

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor S5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2021 -2041.

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026.

I.6. Ruang Lingkup

RPB Kota Palu 2022 - 2027 merupakan panduan penyelenggaraan
penanggulangan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di wilayah
Kota Palu. RPB berdasarkan kajian risiko bencana tahun 2021 sebagai
pembaharua dari kajian risiko bencana tahun 2017. Panduan mencakup visi,
misi, dan kebijakan dari program dan kegiatan, serta alokasi keuangan
dalam kewenangan Pemerintah Kota Palu. RPB juga mencakup program dan
kegiatan pemangku kepentingan lain yang memiliki program penanggulangan
bencana. Masa berlaku RPB Kota Palu adalah 5 (lima) tahun dan setiap 2

(dua) tahun dilakukan evaluasi.

RPB ini mencakup upaya-upaya yang akan dilakukan sebelum bencana,
pada saat terjadi bencana dan sesudah terjadi bencana. Di samping itu,
dokumen ini juga menjelaskan mekanisme monitoring dan evaluasi dari
semua perencanaan yang ada. Lingkup wilayah yang direncanakan dalam
dokumen RPB adalah wilayah administratif Kota Palu, Provinsi Sulawesi
Tengah. Daerah administratif Kota Palu terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan
dan 46 Kelurahan.
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BAB II
KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN
DAERAH

Kajian risiko bencana Kota Palu 2021 mengidentifikasi, 13 ancaman
berpotensi bencana di Indonesia serta likuefaksi terdapat di Kota Palu. Dalam
kajian risiko bencana Kota Palu 2021, analisis potensi membatasi pada jenis
ancaman gempa bumi, tsunami, likuefaksi, banjir, longsor dan kebakaran.
Sedangkan ancaman angin puting beliung, gelombang tinggi dan abrasi serta
kegagalan teknologi belum dilakukan. Sedangkan ancaman bencana
pandemik dan wabah, konflik sosial dan terorisme telah memiliki kebijakan
lain dalam proses penyusunan dan rencana pananggulangannya. sehingga

dalam dokumen tidak menjadi bagian pengkajian.
II.1. Karakteristik Kebencanaan Daerah

II.1.1. Gempa bumi

Pulau Sulawesi terletak antara tiga lempeng bumi, Hindia-Australia, Pasifik
dan Eurasia. Secara regional, terbagi atas dua mandala; bagian timur non-
volcanic arc sedangkan bagian barat merupakan mandala wvolcanic arc.
Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Kota Palu terbentuk karena adanya
kegiatan tektonik sehingga terjadi proses pengangkatan dan penurunan. Kota
Palu sendiri berada di atas jalur patahan yang terbentuk akibat adanya
proses tektonik. Sesar Palu Koro terletak di sepanjang lembah Palu Koro,
yang membentang dari Teluk Palu ke arah tenggara. Sesar ini merupakan

struktur geologi utama di Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan data Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) terlihat adanya
kelurusan sepanjang lembah berkaitan dengan keberadaan Sesar Palu Koro.
Sebaran Sesar Palu Koro terbagi dalam tujuh segmen dengan urutan dari
utara ke selatan adalah S6, S5, S4, S3, S2, S1, dan SO. Pada semua segmen
memiliki potensi terjadinya gempa bumi dengan kekuatan diatas 5 Richter
dengan daya rusak tinggi terhadap bangunan (diatas Skala V MMI).

Permukiman di Kota Palu sebagian besar berada di atas jalur patahan.

Karakteristik gempa bumi di Kota Palu disebabkan oleh tiga faktor utama.

Kondisi geologis (jenis batuan dan struktur geologis), kondisi morfologis
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(kelerengan, bentukan lahan, dan proses geologis yang bekerja), dan kondisi
seismotektonik wilayah Kota Palu berdasarkan rekaman kejadian bencana
gempa bumi yang pernah terjadi. Kelurahan yang ada di Kota Palu, 41,3 %

(19 dari 46 Kelurahan) berada pada tingkat ancaman gempa bumi tinggi.

Berdasarkan peta ancaman, wilayah dengan tingkat ancaman tinggi dengan
nilai PGA di permukaan tinggi dan/atau memiliki nilai faktor amplifikasi
tanah yang tinggi. Wilayah tersebar pada seluruh Kecamatan Mantikulore
bagian tengah sampai ke barat, seluruh Kecamatan Palu Selatan, Palu Timur,
Palu Barat dan Palu Utara, serta bagian timur Kecamatan Tatangga meliputi
Kelurahan Tavanjuka, Kelurahan Nunu dan sebagian kecil timur laut
Kelurahan Boyaoge yang berada di Zona PGA 1,5 — 2 gal, serta di bagian
barat Kota Palu meliputi seluruh wilayah Kecamatan Tatanga dan Kecamatan

Ulujadi, yang berada di Zona PGA > 2 gal.

Kota Palu yang di lalui oleh Sesar Palu Koro, memiliki rekam jejak bencana
gempa bumi yang merusak sejak 1907. Gempa bumi terjadi pada 30 Juli
1907, berkekuatan 6.8 M, dengan pusat gempa dua km arah barat Tomado.
Kota Palu merasakan gempa dengan kekuatan V-VI MMI. Dampaknya, 219
rumah roboh dan mengalami kerusakan. Wilayah terdampak antara lain
Lemo, Lobo, Bahapa, Bolapapu, Bologanggo, dan Matauwe. Wilayah Kulawi
mengalami kondisi terbanyak dengan jumlah roboh atau rusak sebanyak 164
rumah. Wilayah pertanian juga mengalami kerusakan akibat dari gempa

tersebut.

Gempa bumi tanggal 18 Maret 1909 berkekuatan 7,1 M, dengan pusat gempa
di 8 km arah selatan Kulawi. Dirasakan di Kota Palu dengan kekuatan V-VI
MMI. Gempa bumi menyebabkan sebagian besar rumah di kampung
Bolapapu, Boladangko, Sungku, Mataue, Tamungku Lowi, Pobatua, Toro, dan

di dataran Gimpu roboh. Gempa ini juga menewaskan empat orang warga.

Gempa bumi tanggal 1 Desember 1927 berkekuatan 6.0 M. Pusat gempa lima
kilometer arah barat Toaya dan dirasakan di Kota Palu dengan skala VI MMI.
Gempa bumi memicu tsunami di Teluk Palu yang menyebabkan 14 orang
tewas dan lima puluh orang luka-luka. Kantor Asisten Residen di Donggala
runtuh sebagian dan dua pasar hancur dan dermaga roboh sebagian di Kota
Palu. Di Biromaru, sebuah pasar hancur dan kantor Lanskap rusak berat.
Gempa bumi kembali terjadi pada tanggal 20 Mei 1938 berkekuatan M 7.7.
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Episentrum gempa berada 120 km arah timur laut Palu, di titik koordinat
0.045°S 120.537°E, atau berada di Teluk Tomini. Daya rusak sampai ke Kota
Palu dengan VI MMI. Gempa bumi ini juga memicu tsunami di Teluk Tomini
dan Teluk Palu yang mencapai seratus meter ke darat. 14 rumah di Mamboro
dan satu orang perempuan etnik Tionghoa dilaporkan tewas akibat tsunami
yang terjadi. Antara kilometer 45 dan 46 di jalur Palu — Tawaeli, dua buah
jembatan hancur. Menurut Gezaghebber Paloe (Palu), sebanyak 60 rumah
roboh di Palu dan sekitarnya, namun tidak ada laporan korban jiwa. Saluran

air rusak parah, dan hubungan dengan Kulawi terputus.

Di Teluk Tomini, tsunami mencapai ketinggian 2 - 3 meter dan menggenangi
daratan hingga ratusan meter. Dari Toribulu hingga Parigi, sekitar 450
rumah roboh dan seratus lainnya miring. Satu orang terluka parah,
sementara belasan lainnya menderita luka ringan. Delapan orang hilang
karena tsunami. Jalan dari Toribulu rusak parah. Hampir semua jembatan
hancur. Di Parigi, selain banyak rumah warga, sekolah negeri dan rumah
Lanskap juga roboh. Gudang Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM),
rumah

perusahaan pelayaran kerajaan dan dermaga rusak berat,

Gezaghebber, kantor Lanskap, dan banyak bangunan Lanskap juga
mengalami kerusakan. Jalan pegunungan dari Toboli ke Gunung Toboli, yang
berada pada kilometer 87, rusak parah oleh penurunan permukaan tanah

dan endapan batuan berat (longsor).

Tabel 1. Kejadian gempa di Sulawesi Tengah.

No Waktu Linta Bujur Kedalam Mw Lokasi Keterangan
ng an (km)
1 30/7/1907--:- -1.330 120.0 33 6.8 2 km arah barat Sigi VI-VII MMI,
:-WITA ’ 30 ’ Tomado (Kab. Sigi) Palu V-VI MMI
9 18/3/1909- 1510 120.0 33 71 8 km arah selatan Kulawi VII MMI,
6:53:10 WITA ’ 10 ’ Kulawi (Kab. Sigi) Palu V-VI MMI
3 1/12/1927- | o oo | 119.7 33 60 | 5kmarah barat Ts‘;‘::n‘i’ilfif’[,fl’uk
12:37:27 WITA ' 51 ' Toaya - Donggala
Palu
Parigi VIII MMI,
20/5/1938- 120.3 19 km arah timur Palu VI MMI,
4 -0.700 13 7.6 laut Parigi - Parigi Tsunami di
1:8:21 WITA 00 s me
Moutong Pantai Timur -
Parigi Moutong
Donggala VII MMI,
15/8/1968- 119.8 Teluk Tambu - Palu IV-V MMI,
5 6:14:20 WITA 0.570 02 22 73 Donggala Tsunami di
Tambu dan
terjadi Tanah
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Runtuh

di laut, 31 Km

Donggala IV-V

21/5/1998- 119.5 MM]I, Palu IV-V
6 | 133426 wrta | 9299 | g0 28 6.2 ara}f bDirI‘j‘t i?:ang MMI, Poso dan
. Toli-Toli IT-IV MMI
di laut, 77 km
10/10/1998- 119.0 ’ . Donggala dan
7| 2432:19 wira | %99° | o0 33 6-1 | arahbarat Malel | p.y pyp 1y v
(Kab. Donggala)
o | 247172005 | | 1199 i o di 1‘?;&?21?”}1 Palu V MMI,
4:10:12 WITA 30 Bulubete - Sigi Parigi III MMI
Lindu VI-VII MMI,
o | 18/872012- | | 1200 o oo | b Ao kmarah | gylawi vi MMI,
17:41:51 WITA | 37 : ;ei ?M atgn Palu IV-V MMI,
arigt Moutong Parigi IV MMI
Torue dan Poso V
MMI; Palu dan
Sigi III-IV MMI;
Toli-Toli, Pasang
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I1.1.2. Tsunami

Geomorfologi Teluk Palu berpengaruh besar terhadap terjadinya tsunami di
Kota Palu. Sesar Palu-Koro bertipe sesar geser mengiri (left lateral slip).
umumnya tidak menimbulkan tsunami kecuali terbentuk flower structure,
yaitu struktur rekahan permukaan bumi yang bentuknya seperti bunga.

Pergeseran vertikal inilah yang dapat menyebabkan tsunami.

BNPB merilis, kejadian tsunami tanggal 28 September 2018 disebabkan
adanya longsoran material sedimen karena adanya pergeseran batuan yang
memicu terjadinya tsunami. Lembah Palu yang menyempit meningkatkan

kecepatan gelombang tsunami ke daratan.

10 dari 46 kelurahan di Kota Palu merupakan wilayah dengan tingkat
ancaman tinggi terhadap tsunami. Berdasarkan kajian dan peta ancaman
tsunami, sepanjang pantai di Kota Palu merupakan wilayah rawan bencana
dengan katarogi tinggi. Total wilayah berisiko tinggi di Kota Palu seluas 4,81
Km2 atau 1,21 % dari total luas Kota Palu.

Bencana tsunami yang tercatat di wilayah Kota Palu pada 1 Desember 1927.
Gempa berkekuatan 6.0 SR, dengan pusat gempa 5 km arah barat Toaya
memicu tsunami di Teluk Palu. Kejadian lain adalah pada tanggal 20 Mei
1938 yang dipicu gempa berkekuatan 7.7 scala richter yang berpusat di 120
km arah timur laut Palu. Gempat memicu terjadinya tsunami di Teluk
Tomini dan Teluk Palu. Kejadian ini juga menyebabkan penurunan

permukaan tanah dan endapan batuan berat (longsor).

Pada 15 Agustus 1938, gempa yang diikuti gelombang tsunami kembali
mengguncang Teluk Tambu Balaesang Donggala. Tsunami mencapai
ketinggian 8-10 meter. Diketahui ada 200 korban meninggal dunia, 790
rusak dan seluruh desa di pesisir pantai barat Donggala hampir tenggelam.

Setelah "diam" hampir 58 tahun, tsunami kembali menerjang pada 1
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Januari 1996 berlokasi di Selat Makassar. Tsunami mencapai ketinggian 3,4
meter dan mencapai daratan sejauh 300 meter. 9 Orang dilaporkan
meninggal dunia dan bangunan di Bangkir, Tonggolobibi dan Donggala

rusak parah.

Kejadian 28 September 2018 merupakan kejadian terakhir, gempa yang
memicu tsunami dan likuefaksi. Empat Kabupaten terdampak dengan
jumlah korban meninggal mencapai 4.340 jiwa. Kota Palu mengalami

kerugikan material sebesar Rp. 8,3 Trilyun.

I1.1.3. Likuefaksi

Likuefaksi sebagai ancaman yang berpotensi bencana di wilayah Kota Palu
dan wilayah Sulawesi Tengah telah teridentifikasi sebelum kejadian tahun
2018. Abdullah, pengamat kebencanaan yang juga Dosen Universitas
Tandulako menuliskan artikel pada Harian Mercusuar. Artikel berjudul
“Deskripsi dan Rekomendasi: Potensi Bencana Alam dan Sumberdaya
Geologi Sulteng” terbit pada tanggal 31 Maret dan 2 April 2011 menyebut,
peristiwa likuefaksi umumnya terjadi pada lapisan (batuan) sedimen.
Likuefaksi adalah peristiwa hilangnya air yang terdapat dalam pori-pori
batuan secara tiba-tiba pada saat terjadi gempa. Maksudnya adalah air
tersebut bergerak ke arah lateral. Jika di atas lapisan tersebut terdapat
beban yang cukup berat, misalnya bangunan bertingkat tinggi, maka
lapisan batuan tersebut akan mengalami pemampatan ke bawah yang
menyebabkan air bergerak ke arah lateral, sehingga bangunan yang berdiri
di atasnya bisa miring atau roboh. Abdullah menyebut, wilayah yang
berpotensi mengalami peristiwa ini adalah dataran lembah Palu, mulai dari

sekitar muara sungai Palu hingga sekitar Desa Bangga.

Ancaman likuefaksi di Kota Palu juga diprediksi oleh penelitian Badan
Geologi tahun 2012. Laporan hasil penelitian Badan Geologi tahun 2012
memaparkan kegempaan yang sering berulang di kawasan sesar Palu Koro
yang memanjang sampai 60 kilometer dari utara ke selatan, melintasi Kota
Palu dan masuk ke teluk Palu bersisian dengan Kota Donggala. Sesar Palu
Koro ini bergerak 40 milimeter per tahun ke arah utara dan termasuk
pergerakan cepat. Likuefaksi adalah fenomena pada masa tanah yang
kehilangan sebagian besar tahanan geser ketika mengalami pembebanan

monotonik, siklik, mendadak dan mengalir menjadi cair sehingga tegangan
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geser pada masa tanah menjadi rendah seperti halnya tahanan gesernya
(Sladen, et.al., 1985).

Likuefaksi merupakan gejala peluluhan pasir lepas yang bercampur dengan
air akibat goncangan gempa di mana gaya pemicu melebihi gaya yang
dimiliki litologi setempat dalam menahan guncangan. Hal ini bisa
menyebabkan beberapa kejadian seperti penurunan cepat (quick settlement),
pondasi bangunan menjadi miring (tilting) atau penurunan sebagian
(differential settlement), dan mengeringnya air sumur yang tergantikan oleh

material non kohesif.

Kejadian bencana gempa bumi tanggal 28 September 2018 memicu
terjadinya likuefaksi di beberapa wilayah di Kota Palu. Likuefaksi terbesar
terjadi di Petobo dan Perumahan Balaroa. Masyarakat menyebutkan,
wilayah terdampak sebelumnya adalah rawa yang ditimbun untuk
membangun perumahan. Secara geologis, wilayah ini masuk dalam zona

likuefaksi tinggi berdasarkan penelitian Badan Geologi tahun 2012.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan likuefaksi
yang terjadi di Balaroa menyebabkan *#40 Ha lahan rusak dan 1.357
bangunan hancur. Sedangkan di wilayah Petobo, luas lahan terdampak
likuefaksi mencapai +181,5 Ha dengan jumlah bangunan yang rusak

adalah 2.050 bangunan.

Fenomena likuefaksi yang terjadi di daerah Balaroa dan daerah Petobo
adalah flow liquifaction atau likuefaksi aliran. Fenomena ini dapat
menyebabkan lateral spreading dan landslides. Akibat dari likuefaksi ini
adalah bangunan berpindah tempat sejauh beberapa meter dari lokasi

awalnya.

10 dari 46 kelurahan di Kota Palu memiliki tingkat ancaman bencana
likuefaksi tinggi. Wilayan dengan ancaman tinggi berdasarkan kajian risiko
bencana Kota Palu 2021 seluas 8,75 Km2 atau 2,21 % dari total luas Kota

Palu.

I1.1.4. Banjir

Banjir merupakan ancaman dengan intensitas kejadian tertinggi di Kota
Palu. Tipe banjir yang ada di Kota selain banjir yang umum seperti banjir

genangan, banjir bandang, banjir pasang surut (rob), juga banjir lapukan.
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Banjir yang membawa material pasir dalam vulume besar memenuhi badan
sungai dan meluap ke kiri kanan sungai dengan topografi rendah. Besaran
banjir dipengeruhi oleh ketinggian curah hujan, kondisi fisik sungai, sistem
drainase maupun material yang mampu digerakan limpasan permukaan
(run off). Sejarah banjir menunjukan wilayah perulangan kejadian banjir di
sebelah barat Silae, Kabonena dan Doggala Kodi, hulu sungai Watutela, dan
tebing bukit di Poboya.

Peta ancaman dalam KRB Kota Palu 2021 memperkuat dokumen RPJMD
Kota Palu 2021 yang menempatkan wilayah-wilayah berisiko tinggi terhadap
banjir. Pengamatan di wilayah bantaran sungai menunjukkan kondisi
rawan gerusan tebing sungai di Sungai Palayua, Sungai Watutela, dan
Sungai Poboya. Gerusan pada tebing Sungai Poboya ke arah Talise bahkan
mengancam struktur jalan dan jembatan dan Kawasan perumahan pada
bantaran sungai. Sungai yang berhulu di barat dengan arah barat - timur
adalah Sungai Uwe Numpu, Sungai Kalora (Kelurahan Donggala Kodi,
Kabonena, Silae, dan Tipo), Sungai Buluri (Kelurahan Tipo dan Buluri).
Sungai yang berhulu di barat, timur, dan selatan menyatu di Sungai Palu.
Kawasan tersebut terdapat di Kecamatan Palu Barat (Kelurahan Nunu,
Kelurahan Ujuna, Kelurahan Baru dan Kelurahan Lere), Kecamatan Palu
Selatan (Kelurahan Pengawu, Kelurahan Palupi, Kelurahan Tavanjuka,
Kelurahan Birobuli Selatan, Kelurahan Tatura Selatan, Kelurahan Lolu
Utara dan Kelurahan Lolu Selatan), Kecamatan Palu Timur (Kelurahan

Besusu Barat).

Djawatan Penerangan Republik Indonesia Kabupaten Donggala, lewat buku
Tanah Kaili yang diterbitkan tahun 1956 menjelaskan, di daerah sungai
Palu, terdapat dua titik erosi dengan tingkat kerusakan yang berbeda.
Daerah pertama yaitu pegunungan bagian barat dan timur lembah Palu dan

daerah kedua yakni, daerah pegunungan di Kulawi.

Dalam buku tersebut, dijelaskan keterangan singkat insinyur PC Van De
Weerd dalam laporannya pada bulan April 1947, menyebutkan kawasan
hutan di pegunungan Gawalise yang terletak di sisi barat lembah Palu,
terdiri dari gunung-gunung tinggi dengan lereng yang ditumbuhi rumput
pendek dan kering. Daerah ini kata dia, menderita banyak kerusakan

karena hanyutan air. Menurutnya, hujan lebat di puncak-puncak gunung,
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menyebabkan bahaya banjir besar. Banjir ini kata dia, membawa material

tanah dan batu dalam jumlah besar.

Banjir tersebut menurutnya, mengakibatkan endapan di sekitar sungai.
Dirinya mencontohkan sungai Sombe dan Sungai Lewara di saat itu, yang
memiliki endapan material akibat banjir, yang luasannya mencapai
beberapa meter. Di utara sungai Sombe, sudah dibuatkan bronjong sebagai

penahan material yang mengalir bersama banjir.

Kondisi bentang alam, terutama di pegunungan sebelah barat, dimana
aliran sungainya melewati wilayah-wilayah yang curam, sehingga nampak
seperti air terjun. Kondisi bentang alam seperti ini menurutnya rentan
menimbulkan banjir disertai endapan material, jika hujan deras terjadi di

wilayah sekitar puncak.

Hal lain yang juga dituliskan sebagai penyebab erosi adalah tumbuhan-
tumbuhan yang ada di kawasan pegunungan, tidak mampu mengikat
tanah. Kawasan Kulawi menurutnya saat itu cenderung lebih baik, karena
masih lebatnya hutan di pegunungan-pegunungan, serta sistem
perladangan yang baik. Erosi sendiri menurutnya saat itu, adalah potensi
bahaya besar yang mengancam lembah Palu, di mana sungai-sungai

bertambah lebar dan ribuan hektar tanah pertanian musnah.

Cerita tentang banjir dengan mambawa material berupa (banjir lapukan) di
Sungai Palu dituturkan Asman Yodjodolo, mantan tahanan politik 1965.
Dirinya pernah “kerja paksa” dalam proyek membendung sungai Palu tahun
1967 yang disebut Komando Kali Palu (KKP). Asman mengingat dengan jelas
jika sungai tersebut meluap dari hulu, pasti merendam sejumlah wilayah,

seperti Ujuna, Besusu, Kampung Baru, serta Lere.

Abdullah bersama Mujirin M Yamin dan Irwan Said, dalam artikel “DAS
Sungai Palu, Menantang Komitmen dan Profesionalisme”, pada Harian
Umum Mercusuar tanggal 29-30 Maret 2000 menjelaskan, aliran Sungai
Palu yang deras, akan aktif mengikis tebing-tebingnya, terutama pada
bagian meander-luarnya. Alirannya yang keruh, terutama pada saat/setelah
hujan, cukup menggambarkan kondisi DAS Palu yang mudah tererosi,

sekaligus menunjukkan besarnya beban sedimen yang terangkut di dalam
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aliran sungai tersebut. Beban sedimen ini, sebagian mengendap ke dasar

sungai Palu dan sebagian lagi dimuntahkan ke teluk Palu.

Sejak tahun 2000, paling tidak telah terjadi 15 kali kejadian banjir di
wilayah Kota Palu. Banjir di Kota Palu terjadi pada 14 Oktober 2003,
kemudian pada 7 Mei 2007, di mana seluruh kawasan bantaran sungai
tergenang banjir. Lalu, tiga kali terjadi di 2008, yakni 24 April 2008, 17
September 2008, dan 24 Oktober 2008. Selanjutnya pada 25 Agustus 2012,
akibat luapan Sungai Poboya, yang menyebabkan 2 orang tewas, 4 orang

hilang, 101 orang mengungsi dan 212 rumah mengalami kerusakan.

Pada tahun 2014, banjir terjadi dua kali pada bulan Januari dan Mei
dengan lokasi terdampak relatif sama. Kecamatan Palu Barat seperti
Kampung Lere, Kampung Baru, dan Kabonena, Kecamatan Ulujadi di
Kelurahan Silae dan Kecamatan Tatanga di Kelurahan Palupi, Tatanga dan
Nunu. Tahun 2016 terjadi dua kali kejadian. 9 September 2016, empat
kelurahan yang terdampak banjir adalah Kelurahan Tondo, Layana, Baiya
dan Pantoloan Boya. Dampak yang ditimbulkan banjir terparah berada di
RT 10, 11 dan 12 Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli. Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu mencatat, 29 rumah
terendam. Banjir kembali terjadi pada 3 Oktober 2016 di Kelurahan Silae

dan Tipo, Kecamatan Ulujadi.

Pada 22 Januari 2019, banjir merendam puluhan rumah di dua RT di
Kelurahan Baiya, yakni RT 10 dan RT 11 akibat meluapnya Sungai Mangu.
Tinggi permukaan air yang merendam rumah warga bervariasi, antara 30 -
100 sentimeter. Kemudian pada 6 Juni 2020, banjir terjadi di Kelurahan
Baru, Kecamatan Palu Barat. Banjir merendam 100 rumah dengan
ketinggian air £ 25 cm. Sedangkan banjir pada tahun 2021, terjadi pada
tanggal 3 Juli 2021. Sedikitnya 110 rumah warga di Kelurahan Baru,
Kecamatan Palu Barat, terendam air luapan Sungai Palu. Banjir yang terjadi
tanggal 12 Maret 2022, terjadi di beberapa titik banjir, yakni Jalan
Nokilalaki, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Cemara, Jalan Labu, Jalan Pangeran
Hidayat, Jalan Sungai Tanamea, serta Jalan Sungai Lariang. Banjir tersebut
terjadi setelah hujan deras disertai kilat dan angin kencang mengguyur Kota

Palu.
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Terakhir, banjir pada 9 Mei 2022, yang mengakibatkan pemukiman warga
di empat kelurahan Kota Palu terendam banjir. Empat kelurahan itu yakni
Kelurahan Baru, Besusu Barat, Ujuna, dan Lolu Selatan. Sebanyak 200

rumah terdampak banjir tersebut.

Daerah dengan risiko tinggi terhadap banjir berada di enam kelurahan.
Wilayah tersebut merupakan permikiman yang wilayah sebagai bagian dari
daerah aliran sungai (DAS) atau alur alam (perlintasan limpasan
permukaan/run off). Wilayah DAS meliputi 11 aliran sungai yang melintas
pada seluruh kecamatan. Kecamatan Mantikulore dilintasi (tiga) sungai
yaitu Sungai Kawatuna, Sungai Pondo dan Sungai Watutela. Sedangkan
kecamatan dua sungai adalah Kecamatan Ulujadi dilalui Sungai Buvu
Mpemata dan Sungai Ngolo, Kecamatan Palu Selatan dilalui Sungai Palu
dan Sungai Kawatuna, Kecamatan Palu Timur dilalui Sungai Palu dan
Sungai Pondo, Kecamatan Palu Utara dilalui Sungai Taipa dan Sungai
Pajeko, serta Kecamatan Tawaeli dilalui Sungai Pantoloan dan Sungai
Tawaeli. Sedangkan Kecamatan Palu Barat yang dilalui Sungai Palu dan

Kecamatan Tatanga yang dilalui Sungai Lewara.

Total wilayah berisiko tinggi berdasarkan KRB Kota Palu tahun 2021
seluas 5,69 Km2 atau 1,44% dari total luas Kota Palu.

II.1.5. Longsor

Kota Palu secara umum didominasi oleh dataran yang berada di lembah
Palu yang membentang dari bagian selatan sampai dengan pesisir utara.
Lebih dari 40 % kawasannya memiliki kemiringan kurang dari 5%. Pada
bagian barat dan timur Kota Palu, diapit jalur perbukitan dengan topografi
bergelombang sedang sampai kuat dengan tingkat kemiringan antara 15%
- lebih dari 45%. Terdiri dari perbukitan terjal di bagian timur dan barat
yang memanjang utara selatan, di tengah di potong oleh Lembah Palu.
Secara morfologi wilayah perbukitan di Kota Palu memiliki bentukan lahan
struktural. Ini dapat dilihat dari pola kelurusan yang memanjang tegak
lurus memperlihatkan adanya offset tebing patahan di sepanjang jalur. Sisi
barat dan sisi timur perbukitan, Lembah Palu dilewati Sesar Palu Koro
yang merupakan sesar Utama. Sesar ini membentang dari Teluk Palu ke
arah Tenggara dan merupakan sesar aktif yang memicu gempa-gempa

besar.
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Berdasarkan KRB Kota Palu tahun 2021, terdapat dua kelurahan dengan
risiko longsor tinggi. Luas wilayah berisiko tinggi sebanyak 93,91Km?2 atau
23,77 % dari total luas Kota Palu.

II.1.6. Kebakaran Permukiman dan Gedung

Kebakaran permukiman di Kota Palu cenderung terjadi pada wilayah
wilayah padat penduduk dengan kerapatan bangunan tinggi seperti
kawasan pasar atau pemukiman padat penduduk. Kejadian kebakaran
umunya dipicu adanya hubungan arus pendek listrik atau kelalaian

manusia.

Berdasarkan KRB Kota Palu tahun 2021, wilayah dengan kepadatan
permukiman kurang dari 30 % dari total luas wilayah kelurahan antara
lain Kelurahan Tatura Selatan dan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan.
Kelurahan Besusu Barat dan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur
memiliki tingkat kepadatan permukiman 38 %. Kelurahan Lolu Utara,
Besusu Tengah dan Besusu Timur memiliki tingkat kepadatan
permukiman lebih dari 40%; dan Kelurahan Kamonji, Kelurahan Siranindi
dan Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat memiliki tingkat kepadatan

permukiman lebih dari 42%.

Wilayah berisiko tinggi kebakaran bangunan dan permukiman
berdasarkan KRB Kota Palu tahun 2021 mencapai 29 kelurahan. Wilayah
berisiko kebakaran di Kota Palu mencapai luas 4,82 Km2 atau 1,22 % dari

total luas Kota Palu.

II.2. Risiko Bencana Daerah

Rencana penanggulangan bencana disusun berdasarkan kajian risiko
bencana. Untuk menentukan prioritas penanganan dan pengalokasian
sumberdaya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu
menentukan prioritas risiko bencana untuk dikelola dalam kurun waktu
priode dokumen. Prioritas ini dipilih untuk mensegerakan mengurangi risiko
dari kemungkinan terburuk jika tidak segera ditangani. Konteks ini
sekalugus memberikan pemahaman, risiko yang belum dianggap sebagai

prioritas bukan berarti tidak perlu atau tidak ditangani.
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Risiko bencana prioritas ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat

risiko, dampak dan probabilitas terjadinya bencana tersebut.

Risiko bencana dengan kelas risiko tinggi berdasarkan IRBI 2021 untuk Kota
Palu adalah gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, longsor,
gelombang ekstrim dan abrasi, dan cuaca ekstrim. Sedangkan untuk risiko
banjir dan kekeringan masuk pada kelas risiko sedang. Untuk risiko
likuefaksi, sekalipun ancaman tersebut telah cukup populer dengan kejadian
gempa bumi, tsunami dan likuefaksi yang terjadi tanggal 28 September 2018
di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, belum tersajikan dalam IRBI. Sementara

dari sisi evaluasi risiko berdasarkan indek risiko bencana belum menunjukan

penurunan secara signifikan.

Tabel 2. Tingkat Risiko Bencana di Kota Palu.

Bencana Skor Tingkat Risiko
Banjir 82.2 Sedang
Gempa Bumi 71.8 Tinggi
Tsunami 72.8 Sedang
Kebakaran lahan dan 74.5 Sedang
perkampungan
Longsor 89.0 Sedang
likuefaksi 67.2 Rendah
Tabel 3. Kelas Indeks
TOTAL INDEKS RISIKO BANJIR TINGKAT ANCAMAN
16-62 RENDAH
63-102 SEDANG
TOTAL INDEKS RISIKO GEMPA BUMI TINGKAT ANCAMAN
0-43 RENDAH
44-69 SEDANG
TOTAL INDEKS RISIKO KEBAKARAN TINGKAT ANCAMAN
3-65 RENDAH
56-113 SEDANG

TOTAL INDEKS RISIKO LONGSOR

TOTAL INDEKS RISIKO LIKUIFAKSI TINGKAT ANCAMAN
23-68 RENDAH
69-127 SEDANG

TINGKAT ANCAMAN

47-78

RENDAH




79-99 SEDANG

TOTAL INDEKS RISIKO TSUNAMI TINGKAT ANCAMAN
27-57 RENDAH
58-114 SEDANG

Nilai indeks ini diambil dari perhitungan statistik dari komponen risiko,
penentuan kelas dilakukan menggunakan metode natural break dengan
bantuan software GIS, threshold ditentukan berdasarkan data yang diperoleh
sehingga sedikit berbeda dengan indeks risiko IRBI BNPB.

I1.3. Prioritas Bencana yang Ditangani

Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan di Kota Palu, dilakukan dengan
mempertimbangkan adanya konsep keberlanjutan dan juga sinergi dari
semua pihak. Upaya yang dilakukan, dilandaskan dengan komitmen yang
kuat dan mempertimbangkan tindakan-tindakan yang harus diprioritaskan.
Penyusunan prioritas bencana yang akan ditangani, dilakukan untuk
membangun dasar yang kuat dalam melaksanakan upaya penanggulangan
bencana, sehingga dapat mewujudkan upaya bersama secara terpadu.
Adapun bencana yang diprioritaskan untuk ditangani pada dokumen
Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Palu, disesuaikan dengan

Kajian Risiko Bencana Kota Palu.

Selain itu, prioritas bencana yang ditangani di Kota Palu, juga melihat aspek
jumlah kejadian bencana yang terjadi di Kota Palu, dalam 10 tahun terakhir.
Berdasarkan data, antara tahun 2012-2021, ada 7 bencana yang terjadi di
wilayah Kota Palu, yakni banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, kebakaran,

angin puting beliung, dan likuefaksi.

Tabel 4. Jumlah Kejadian Bencana di Kota Palu 2012-2021. (BPS, BPBD Kota

Palu)
Bencana Jumlah Kejadian
2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Banjir 3 - 11 1 12 8 20 1 7 10
Longsor - - 1 - - - - - - -
Gempa bumi - - - - 7 - 54 46 44 46
Tsunami - - - - - - 1 - - -
Kebakaran 3 250 114 49 103 - - - - 2




Angin Puting | - - - 1 5 - 1 1 3 1
Beliung

Likuefaksi - - - - - - 1 - - -
Jumlah 6 250 126 51 127 8 77 48 54 59

Sementara itu, dari aspek dampak bencana, selain bencana gempa bumi,

tsunami, dan likuefaksi, yang menelan ribuan korban jiwa dan puluhan ribu

rumah rusak, serta merusak ribuan fasilitas umum, terlihat dari tabel di

bawah, bencana banjir juga menyebabkan dampak kerusakan yang cukup

signifikan. Adapun kejadian likuefaksi di dua wilayah di Kota Palu, yakni
Balaroa dan Petobo, tidak terdata oleh DIBI BNPB.

Tabel 5. Dampak Bencana di Kota Palu 2012-2021. (BPS, BPBD Kota Palu)

Juma
Bencana K h . Korban Jiwa Rumah (Unit) Kerusakan (Unit)
ejadi
an
Meni Terda
ngga | oo mpak Rusak Rusak Rl.lsak Ter Fas. E‘as. Fas.Pendid
1& luk dan berat Sedan | Ringa | end | Kesehat | Peribadata K
. uka era ikan
Hila mengu g n am an n
ng ngsi

Banjir 73 6 1 489 27 - 223 154 | - - -
Longsor 1 1 11 - - - - - - - -
Gempa 190 207 1561 | - 12854 | 12717 | 17293 | - 43 327 366
bumi
Tsunami 1 120 - - - - - - - - -

4
Likuefaks | 1 125 - - - - - - - - -
i 2
Kebakara | 521 15
n
Angin 12 10 3
puting
beliung

Berdasarkan analisis yang dilakukan, melihat tingkat risiko dan sejarah

kejadian bencana, diperoleh hasil keterangan tingkat kerawanan dan tingkat

kecenderungan seperti ditunjukkan pada tabel di bawah. Selain 8 bencana

yang telah memiliki indeks risiko yang tercantum dalam IRBI 2021, kami

juga memasukkan risiko bencana likuefaksi, dengan mempertimbangkan

bahwa risiko bencana tersebut kembali terulang di masa depan.

Tabel 6. Analisis tingkat risiko dan kecenderungan bencana Kota Palu.

.. . Intensitas kejadian tinggi,
1 Banjir Sedang Meningkat peningkatan curah hujan
Gempa Bumi Tinggi Tetap Dilalui Jalur sesar Palu Koro
3 Tsunami Tinggi Tetap Longsoran bawah lagt akibat
gempa bumi
Kekeringan lahan akibat
4 Kebakaran Tinggi Tetap kemarau, arus pendek listrik,
human error.
L Bentang alam yang berbukit,
5 Longsor Tinggi Tetap sedimentasi.
6 Gelombang ekstrim dan Tinggi Tetap Penurunan muka tanah di
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abrasi pesisir

Kekeringan Sedang Tetap Musim kemarau

Peningkatan curah hujan,

Cuaca ekstrim Tinggi Meningkat Naiknya suhu udara permukaan

Likuefaksi Sedang Tetap Sedimentasi, gempa bumi

Penentuan bencana Kota Palu yang diprioritaskan akan ditangani

Berdasarkan tabel analisis di bawah ini.

Tabel 7. Matrik Penentuan Risiko Bencana Prioritas dan Bukan Prioritas Kota

Palu.
Prioritas Bencana yang ditangani Kecenderungan Terjadinya Bencana
Menurun Meningkat
Tingkat  Risiko Rendah
Bencana
-
Tinggi

Berdasarkan matrik penentuan risiko seperti ditunjukkan Tabel 6, tampak
bahwa risiko bencana yang berada dalam kolom merah merupakan bencana
prioritas yang akan ditangani Kota Palu. Jika berdasarkan matrik prioritas di

atas, maka bencana prioritas di Kota Palu adalah sebagai berikut:

1. Gempa Bumi

2. Tsunami

3. Longsor

4. Kebakaran

5. Likuefaksi

6. Gelombang ekstrim dan abrasi
7. Banjir

8. Cuaca ekstrim

II.4. Analisa Akar Permasalahan

Masalah pokok yang teridentifikasi adalah masalah-masalah yang dikaji di
dalam Kajian Risiko Bencana Kota Palu. Analisis akar masalah merupakan

dasar yang perlu dipertimbangkan dalam program/kegiatan penanggulangan
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bencana tahun 2022 - 2027 sebagai isu strategis untuk ditangani.

Berdasarkan KRB 2021, akar permasalahan dalam penanggulangan bencana

sebagai berikut:

I1.4.1.

Pra Bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pencegahan dan

kesiapsiagaan sebagai berikut:

I1.4.2.

Kondisi geografis Kota Palu yang rawan akan bencana alam (gempa
bumi, tsunami, likuefaksi, tanah longsor, banjir, kekeringan,
kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi, serta
cuaca ekstrem)

Pertambahan penduduk yang tinggi akan menyulitkan penanganan
penanggulangan bencana;

Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Kota
Palu dilaksanakan, sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 dan PP
21 tahun 2008, terutama untuk kewenangan-kewenangan yang
sebelumnya sudah ada di OPD selain BPBD;

Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing OPD bagi
kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan
intensitas bencana alam di dunia;

Adanya keterbatasan sarana komunikasi sehingga menghambat
kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain;
Kurikulum kebencanaan berbasis kearifan lokal tidak optimal.

Belum optimalnya edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat
terkait bencana.

Tanggap Darurat Bencana

Permasalahan yang terkait dengan bidang ketanggap daruratan dan logistik

sebagai berikut:

Masih tersebar dan belum terbangunnya sistem informasi dan
komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;

Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka
penanggulangan bencana;

Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih
berjalan secara sektoral;

Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan
penanggulangan.

Belum adanya aturan atau regulasi terkait dengan tingkatan atau
level status bencana.
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I1.4.3. Pascabencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi sebagai berikut:

e Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara
reguler;

e Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang
tidak akurat;

e Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya
pelaksanaan analisa kerusakan spasial;

e Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat;

e Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi
yang berasal dari anggaran daerah.

II.4.4. Rumusan Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam RPB merupakan hasil analisis dari akar masalah yang

ada terkait variabel pembentuk dan pemicu risiko sebagaimana dalam

dokumen Kajian Risiko Bencana. Selanjutnya dilakukan penyelarasan

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Isu-isu strategis Kota Palu adalah:

1.

Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman
bencana.

Penguatan dan pengembangan ketahanan pangan dan ekonomi
masyarakat.

Keterbatasan sarana prasarana penanggulangan bencana.

Ketersediaan pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan
bencana.

Dukungan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tabel 8. Tabel Kriteria dalam penilaian dalam merumuskan isu-isu strategis

Kriteria Penjelasan
1) Apabila tidak segera diselesaikan | Persentase @ PDRB yang terpengaruh
akan memberikan dampak | apabila isu strategis tersebut tidak
ekonomi terhadap daerah, | terselesaikan.
termasuk infrastruktur
2) Apabila ditangani maka beberapa | Ada berapa sasaran pembangunan lain
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masalah ikut terselesaikan atau
memberikan kontribusi terhadap
sasaran pembangunan lain

terkena efek domino apabila permasalahan
tersebut tidak terselesaikan

3) Tingkat keberhasilan penanganan | Bagaimana proyeksi persentase
tuntas masalah pokok ini cukup | keberhasilan dari penanganan masalah
tinggi secara tuntas

4) Apabila tidak segera diselesaikan | Berapa persen masyarakat yang
akan memberikan dampak | terdampak penderitaan atau hilangnya
penderitaan atau hilangnya rasa | rasa aman apabila masalah tersebut tidak
aman masyarakat terselesaikan

5) Apabila tidak ditangani | Apakah ada masalah-masalah baru pada
berpotensi menimbulkan masalah | penurunan kualitas lingkungan hidup
baru khususnya terhadap | dan/atau menjadi bahaya bencana.

lingkungan hidup, atau menjadi
bahaya bencana
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BAB III
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

III.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah
memberikan kepastian hukum terhadap sistem dan penyelanggaraan
penanggulangan bencana (PB) di Indonesia. Peran, fungsi dan tanggung
jawab seluruh pemangku kepentingan menjadi jelas pada setiap tahapan

maupun bidang yang harus ditangani.

Penanggulangan Bencana yang terintegrasi dalam rencana pembangunan
dijabarkan melalui berbagai perencanaan pemerintah. Pada tingkat nasional,
rencana jangka panjang terkait penanggulangan bencana tertuang dalam
Rencana Induk Penanggulalangan Bencana (RIPB) 2020 - 2044. Untuk
jangka menengah melalui Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
(RENAS PB) dan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengurangan Risiko Bencana

untuk masa tiga tahun.

Dasar hukum RIPB 2020 - 2044 adalah Peraturan Presiden No 87 Tahun
2020. Perpres tentang RIPB menegaskan tentang terintegrasinya rencana
penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan, baik pada
tingkat nasional maupun daerah; RIPB merupakan dokumen acuan bagi
Kementerian dan Lembaga, TNI, Polri dan Pemerintah Daerah dalam
perencanaan dan penyelenggaraan PB. RIPB sebagaimana pasal 3 ayat 3
merupakan bahan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

RENAS PB sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk masa
lima tahun tertuang dalam pasal 5. Pada tingkat daerah, dijabarkan dalam
RPB Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan RAN PRB yang selanjutnya
dijabarkan pada tingkat dareah melalui dokumen RAD PRB merujuk pada PP
No 21/2008 pasal 8 untuk masa waktu tiga tahun.

Pemerintah Indonesia telah memiliki kelembagaan penanggulangan bencana

seperti tertuang dalam Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2008 tentang
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pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan
Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berdasarkan regulasi tersebut,
kewenangan dan alokasi anggaran dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana dikelola melalui BNPB pada tingkat nasuonal dan BPBD pada

tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penanggulangan bencana adalah urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini
tertera dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018
tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan

Bencana.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan
Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang
berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerima Pelayanan
dasar SPM sub-urusan bencana adalah Warga Negara yang berada di
kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis
pelayanan dasar. Pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan
pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan

penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Keberhasilan pencapaian SPM sub-urusan bencana sangat dipengaruhi
kemampuan Pemerintah Daerah, dalam hal ini BPBD menjabarkan dokumen
KRB dan RPB ke dalam RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Terintegrsinya KRB dan RPB ke
dalam perencanaan pembangunan dapat memastikan penyelenggaraan
penanggulangan bencana pada tingkat daerah terpadu, terstruktur, terarah

dan terukur.

Salah satu tujuan penerapan SPM adalah guna memastikan program dan
anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhnya konstitusional
setiap warga negara. Arah kebijakan penanggulangan bencana ke depan
adalah melalui penerapan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota.

SPM bersifat wajib dan prioritas dilaksanakan oleh daerah.
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Dalam rangka penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana,

Pemerintah Kota Palu akan melakukan langkah-langkah berikut:

1) Menyusun regulasi/kebijakan tentang penanggulangan bencana di
daerah dalam bentuk perda dan perkada yang berdimensi PRB atau
bentuk kebijakan lainnya sesuai peraturan dan undang-undang.

2) Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.

3) Menyusun dokumen teknis kebencanaan (Kajian Risiko Bencana,
Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan
Kedaruratan dan rencana penyelenggarangan bencana yang lebih detil)
sebagai dokumen dasar yang secara ilmiah menjelaskan mengenai nilai
ancaman bencana, nilai kerentanan, dan nilai kapasitas yang akan
menjadi landasan untuk memilih strategi Pengurangan Risiko Bencana
(PRB) serta menjadi dasar daerah untuk menyusun kebijakan
penanggulangan bencana.

4) Menginisiasi kerjasama daerah yang berbatasan dalam penanggulangan
bencana.

III.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

Pemerintah Kota Palu telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Tujuan
penyelenggaraan PB adalah memberikan perlindungan terhadap kehidupan
dan penghidupan masyarakat atas kerentanan akan terjadinya bencana dan
menjamin terlaksanan penyelanggaraan PB secara terencana, terpadu,

terkoordinasi di wilayah Kota Palu.

Pasal 20 Perda Kota Palu Nomor 5/2011 menegaskan, penyelengaraan
penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana adalah
Menyusun perencanaan penanggulangan bencana. Lebih lanjut, pada Pasal
21 menyebutkan, RPB merupakan bagian dari perencanaan pembangunan
dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palu untuk jangka waktu 5 tahun.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran
penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD meliputi tahap

prabencana, saat bencana maupun paska bencana.
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III.3. Kerangka Kerja

Kerangka kerja penanggulangan bencana di Kota Palu menggunakan
landasan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun2011 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Palu. Peraturan tersebut
tertuang dalam Bab VII yang menjelaskan tentang ruang lingkup
penanggulangan bencana. Lebih lanjut, teknis penyelenggaraan di atur dalam
Bab VIII tentang pra bencana: Bab IX tentang saat bencana dan Bab X

tentang paska bencana.

Dasar hukum tentang penyelenggaraan PB juga merujuk pada UU No
24/2007 pasal 33 dan secara teknis diatur dalam pasal 34 — 59. Dari sisi
Peraturan Pemerintah mengacu pada PP No 21/2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Palu meliputi tahap
prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Dalam
penyelenggaraannya. Dalam penyelenggaraan pra bencana sebagaimana
diatur Perda No 5/2011 pasal 19, Penyelenggaraan penanggulangan bencana

pada tahap pra bencana meliputi:

1. Dalam situasi tidak terjadi bencana

2. Dalam situasi terdapat potensi bencana

II1.3.1. Situasi Tidak Terjadi Bencana

Situasi tidak ada potensi bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang
berdasarkan analisis kerawanan bencana pada periode waktu tertentu tidak
menghadapi ancaman bencana yang nyata. Penyelenggaraan penanggulangan

bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi :

perencanaan penanggulangan bencana;
pengurangan risiko bencana;

pencegahan;

pemaduan dalam perencanaan pembangunan,;
persyaratan analisis risiko bencana;
pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;

;o o0 T
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g. pendidikan dan pelatihan; dan
h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

II1.2.2. Situasi Terjadi Bencana

Pada situasi ini perlu adanya kegiatan-kegiatan kesiap siagaan, peringatan

dini dan mitigasi bencana dalam penanggulangan bencana.

a. Kesiapsiagaan

b. Peringatan Dini

c. Mitigasi Bencana

Kegiatan-kegiatan pra-bencana ini dilakukan secara lintas sector dan

multi stakeholder,oleh karena itu fungsi BNPB/BPBD adalah fungsi

koordinasi.

III.3. Kerangka Tanggap Darurat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat

merujuk pada Perda Kota Palu No 5/2011 pasal 34;

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
meliputi :
a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan

sumber daya;

penentuan status keadaan darurat bencana;

penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

pemenuhan kebutuhan dasar;

perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

(2) Penyelenggaraan Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat

mo a0 o

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BPBD

Kota Palu sesuai dengan kewenangannya.

III.4. Kerangka Kerja Pasca Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana

berdasarkan Perda Kota Palu No 5/2011 pasal 44 meliputi:
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1. Rehabilitasi; dan
2. Rekonstruksi.

II1.S. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan UU No
24/2007, PP No 21/2008, PP No 22/2008 maupun Perda No 5/2011.
Seluruh regulasi yang ada menegaskan bahwa, dana penanggulangan
bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah

daerah. Dana tersebut berasal dari APBN, APBD dan/atau masyarakat.
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BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN
PROGRAM

IV.1. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan Penanggulangan Bencana ditentukan berdasarkan isu strategis dan
menjadi  prioritas program = penanggulangan bencana. Selanjutnya
diselaraskan dengan isu yang termuat dalam RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Palu tahun 2021-2026.
Adapun Tujuan dari RPB Kota Palu Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Penyiapan perencanaan yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi untuk
penanggulangan dan penurunan risiko bencana di Kota Palu,

2. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan
bencana di Kota Palu menuju profesionalisme dengan pencapaian yang
terukur dan terarah,

3. penguatan untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana
di Kota Palu,

4. Melindungi masyarakat Kota Palu dari ancaman bencana.

Sasaran Penanggulangan Bencana, dirumuskan dan ditetapkan untuk
tercapainya arah kebijakan penanggulangan bencana yang sesuai dengan
prioritas daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Palu tahun 2021-2026

Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan

Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

N o v B woNRE

Pengembangan Sistem Pemulihan
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IV.2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Tinggi atau rendahnya ancaman bencana pada suatu wilayah tidak dapat
hanya dipahami sebagai konsekuensi alamiah dari kondisi geografis yang
khas. Terdapat banyak faktor yang turut berkontribusi terhadap besaran
ancaman, seperti menurunnya kualitas atau fungsi ekologis dan dampak
perubahan iklim. Dalam konteks risiko bencana, besaran ancaman juga akan
dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kerentanan dan kapasitas dalam

menghadapi ancaman yang ada.

Adanya korelasi antar variabel pembentuk dan pemicu risiko bencana
berimplikasi pada berbagai permasalahan yang tidak sederhana. Sehingga
dibutuhkan strategi yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan dari

sumber atau akar masalah yang ada.

Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan
pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi
tersebut berupa narasi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran
akan dicapai. Hal ini selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah

kebijakan.

Sebelum  melakukan menentukan strategi dan arah  kebijakan
penanggulangan bencana, perlu dibangun kriteria dan kondisi sebagai

berikut :

1. Adanya komitmen politik untuk melakukan tindakan pengurangan risiko
bencana sebagai suatu keharusan.

2. Harus ada peluang yang realistis bahwa hasil dari analisa risiko dapat
diimplementasikan dan diterapkan, yakni harus mampu memobilisasi
dan  terpenuhinya sumberdaya. Hasil analisa risiko harus
dipertimbangkan kesesuaiannya dengan rencana kebijakan yang lain
seperti rencana tata ruang.

3. Kontribusi terhadap kepemilikan bersama dan inisiatif personal atas
proses, hasil serta penggunaannya

4. Analisa risiko dapat diterapkan pada berbagai tingkatan dan dalam

konteks yang berbeda. Harus ada kejelasan sasaran produk tersebut,
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apakah untuk masyarakat, lembaga teknis, lembaga keuangan, atau

pengambil kebijakan.

Adanya perhatian dan kejelian dalam mengumpulkan data sehingga data

yang ada berkontribusi pada tujuan penyelenggaraan analisa risiko yang

dimaksudkan. Aspek kajian risiko suatu wilayah sangat diperlukan

sebagai landasan penyusunan strategi pengurangan risiko bencana

meliputi:

a.

Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi antar pemerintahan

Pengelolaan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling
mendukung antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat
dan stakeholders di semua sektor secara terpadu yang didasarkan pada
kerjasama yang baik sehingga penanganannya terintegrasi sesuai
dengan rencana. Demikian pula bagi Pemerintah dan Lembaga Donor
non Pemerintah juga dituntut untuk mewujudkan sinkronisasi dalam
pengelolaan bencana utamanya dalam menentukan prioritas dan
mengutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
Transparansi dan Akuntabilitas

Semua kegiatan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka
dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum sehingga
tidak menimbulkan gejolak dalam pemerintahan dan kehidupan
masyarakat.

Berdayaguna dan Berhasilguna

Dalam kegiatan penanggulangan bencana harus berdaya dan berhasil
guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak

membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

. Kemitraan dan Pemberdayaan

Pelaksanaan  penanggulangan bencana  dilakukan dengan
menberdayakan secara optimal struktur/tata pemerintahan yang ada,
mulai dari kecamatan, desa dan kelompok-kelompok masyarakat
(termasuk organisasi profesi) yang ada di daerah serta kemitraan

dengan Lembaga Non Pemerintah serta dengan Perguruan Tinggi.

. Nondiskriminatif dan Nonproletisi

Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam penanggulangan
bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis
kelamin, suku, ras dan aliran politik apapun serta dilarang

menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat
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bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat

bencana.

Strategi dan arah kebijakan dalam Penanggulangan Bencana di Kota Palu

Tabel 9. Sasaran dan strategi penanggulangan bencana

Sasaran 1

PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA

Strategi

1. Mengoptimalkan  perencanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata ruang
yang peka risiko bencana.

2. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat
terdampak bencana yang lebih baik

3. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan
permukiman berketahanan bencana

4. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi,

sumber daya alam, dan lingkungan hidup

Sasaran 2

PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA

Strategi

Melaksanakan dan mengembangkan program
kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan

memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan

Sasaran 3

PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN

Strategi

1. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan
perundang-undangan dan  implementasi dalam
penanggulangan bencana yang  adaptif dan

berkelanjutan;

2. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan

kriteria penanggulangan bencana.

Sasaran 4

PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU

Strategi

1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat,
media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam
penanggulangan bencana

2. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan
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dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang
terpadu  dan  berkesinambungan = berdasarkan
prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data
Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai
skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko
untuk penanggulangan bencana

Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk

penanggulangan bencana

Sasaran 5 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN
LOGISTIK

Strategi 1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para

penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana

2. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan
minimal penanggulangan bencana

3. Meningkatkan keterbukaan informasi dan
komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta
pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan
bencana.

4. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam
tata kelola penanggulangan bencana untuk
meningkatkan akuntabilitas.

5. Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan
masyarakat tangguh bencana

6. Mewujudkan kabupaten kota, desa/kelurahan, dan
masyarakat tangguh bencana

Sasaran 6 PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN

DARURAT BENCANA

Strategi 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya
manusia dalam penanganan darurat bencana

2. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan
peralatan penanganan darurat bencana

3. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat
dalam penanganan darurat bencana

Sasaran 7 PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN

DAN MITIGASI BENCANA

Strategi 1. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana

vital.
Menguatkan kualitas kelembagaan dan

penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
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IV.3. Program Kebencanaan

Seluruh program yang berkaitan dengan penanggulangan bencana
didasarkan pada komponen-komponen dalam pengelolaan bencana yang

mencakup antara lain:

a. Pencegahan

Program dilakukan untuk menghilangkan suatu ancaman bencana yang
memungkinkan untuk dilakukan atau menghindari ancaman yang
berdampak bagi penghidupan masyarakat. Upaya ini meliputi fisik atau
non fisik. Salah satu aspek fisik yang dapat dilakukan adalah seperti
penanggulangan longsor dari batuan yang mengancam suatu wilayah
dengan menghilangkan batuan tersebut sebagai sumber ancaman.
Sedangkan dari aspek non fisik yang juga berpengaruh terhadap
tindakan fisik sebagai sumber ancaman adalah dengan melarang atau
menutup aktivitas pertambangan yang memicu longsor atau banjir

bandang.

b. Mitigasi
Program yang bertujuan untuk mengurangi tingkat atau daya rusak
ancaman yang berkontribusi terhadap risiko bencana. Kegiatan dapat
berupa pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan
kemampuan dalam menghadapi dan mengurangi tingkat ancaman atau
daya rusak dari ancaman yang ada. Mitigasi tidak untuk menghilangkan
sumber ancaman, tapi mengurangi berbagai potensi yang dapat
mengancam terhadap penghidupan manusia, lingkungan maupun

makhluk hidup lainnya.

c. Kesiapsiagaan
Program yang dikembangkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana
melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan
berdaya guna. Program kesiapsiagaan dilakukan terdapat berbagai
ancaman yang teridentifikasi berpotensi terjadi dengan probabilitas
tinggi. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sistem penanganan
tanggap darurat yang terorganisir, efektif dan tepat guna seperti
menyiapkan rencana kontingensi, jalur evakuasi, tempat evakuasi,

penyiapan tim siaga bencana dll.
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d. Tanggal darurat

Program yang merespon kejadian bencana untuk menangani dampak
buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan
evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan

awal prasarana dan sarana.

e. Rehabilitasi
Program bertujuan untuk perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada
wilayah pasca bencana, dengan sasaran utama untuk normalisasi atau
berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan

masyarakat pada wilayah pascabencana

f. Rekonstruksi
Program pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta
kelembagaan pada wilayah paska bencana, baik pada tingkat
pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya
hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam

segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah paska bencana

Pokok program dalam penanggulangan bencana tersebut, selain berpijak
pada kemampuan pengampu dalam pengelolaan risiko bencana dengan
paradigma pengurangan risiko bencana, juga dalam pemanfaatan IPTEK
yang terus berkembang. Keberpihakan pada masyarakat dan kelompok
rentan melengkapi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Palu
yang bertumpu pada kekuatan kolektif masyarakat dan pemangku

kepentingan lain dalam meredam berbagai risiko yang ada.

Keterpaduan antara kemampuan masyarakat dalam mengelola risiko
bencana dan pemanfaatan teknologi dalam pengurangan ancaman,
kerentanan maupun peningkatan kapasitas merupakan langkah yang efektif
agar dampak bencana dapat diredam secara signifikan. Selain itu, program
pembangunan yang berfokus pada peningkatan perekonomian dan
pemberdayaan masyarakat berdampak pada pengurangan kerentanan

sekaligus peningkatan kapasitas. Masyarakat yang semakin berdaya dengan
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tingkat perekonomian yang memadai akan memiliki akses lebih luas dalam

pengelolaan bencana sehingga akan menurunkan risiko bencana.

Tabel 10. Program Kebencanaan Kota Palu tahun 2021-2026

K OPD
NO PROGRAM S P | PN R PELAKSANA

PROGRAM PENANGGULANGAN

1 BENCANA 1 1 1 1 BPBD
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER | 1 1 1

2 DAYA AIR (SDA) PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN | 1 1 1
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN

3 AIR MINUM PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN | 1 1

4 PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN | 1 1

5 PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN | 1 1

6 PENATAAN RUANG PUPR
PENYELENGGARAAN JALAN

7 KABUPATEN/KOTA 1 1 1 PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN

8 PERUMAHAN 1 PUPR
PROGRAM ADMINISTRASI

9 PEMERINTAHAN DESA 1 1 PMD
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT,

10 | DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1 1 1 PMD

11

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

DINKES+RSUD

PROGRAM PEMBERDAYAAN

12 | MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1 1 1 1 DINKES
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN

13 | PANGAN 1 1 DKPP
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN

14 | PANGAN 1 1 1 DKPP
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI

15 | DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 1 1 DKPP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN

16 | BUDIDAYA 1 DKPP
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17

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA
MIKRO (UMKM)

DINKOP UMKM

18

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI

DINKOP UMKM

PROGRAM PENYEDIAAN DAN DISTANHORBU

19 | PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN N
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASARANA DISTANHORBU

20 | PERTANIAN N
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DISTANHORBU

21 | PERTANIAN N

29 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN DISTANNHORBU

23 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DIKBUD
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN

24 | TRADISIONAL DIKBUD

25 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH DIKBUD
PROGRAM PENGEMBANGAN

26 | KEBUDAYAAN DIKBUD
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA

27 | KEPENDIDIKAN DIKBUD

28 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA DINSOS

29 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DINSOS
PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK

30 | SOSIAL BEKESBANG
PROGRAM PENANGGULANGAN SATPOL-

31 | KEBAKARAN DAMKAR
PROGRAM PENGELOLAAN

32 | PERSAMPAHAN DLH
PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN

33 | LINGKUNGAN HIDUP DLH
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN

34 | HIDUP DLH
PROGRAM PENGELOLAAN

35 | KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) DLH

36 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN DP3A
GENDER DAN PEMBERDAYAAN
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PEREMPUAN

37 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1 1 1 DP3A

38 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 1 1 1 DP3A

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS
39 | ANAK 1 1 1 DP3A

40 | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

KS | Kesiapsiagaan

P Pencegahan /Mitigasi

PN | Penanganan

R Rehabilitasi

IV.4. KEBIJAKAN ADMINISTRATIF

Kebijakan penanggulangan bencana bersifat administratif merupakan
kebijakan yang mendukung kebijakan teknis. Kebijakan administratif
mengacu kepada pembangunan kapasitas daerah secara umum dan
terfokus pada pembangunan perangkat daerah untuk mendukung upaya

penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kebijakan administratif disusun berdasarkan kajian ketahanan daerah. Hasil
analisis kebijakan yang bersifat administratif dikelompokkan dengan
merujuk pada RENAS PB. Sehingga terbangun sinkronisasi penyelenggaraan
penanggulangan bencana mulai dari Nasional, provinsi hingga
kabupaten/kota. Pengelompokkan kebijakan administratif adalah sebagai

berikut.

1) Penguatan Kerangka Hukum Penanggulangan Bencana;

2) Pengarusutamaan Penanggulangan Bencana dalam Pembangunan;
3) Peningkatan Kemitraan Multipihak dalam Penanggulangan Bencana;
4) Pemenuhan Tata Kelola Bidang Penanggulangan Bencana;

5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;

6) Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

7) Peningkatan Kapasitas Pemulihan Bencana.
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IV.5. Sasaran dan Strategi Penguatan Kerangka Hukum PB

Sasaran dan strategi penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana

adalah sebagai berikut :

1) Mengintegrasikan aturan-aturan daerah lainnya (seperti IMB, RTRW,
RDTR ,dll) secara menyeluruh dengan aturan tentang Pengurangan Risiko
Bencana dan Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan strategi penguatan
kerangka hukum penanggulangan bencana lebih difokuskan pada
penataan wulang terkait Peraturan Daerah (Perda) penyelenggaraan
penanggulangan bencana. Dalam penataan Perda tentang
penanggulangan bencana, Kabupaten  Sigi  bertanggung jawab
untuk  mengintegrasikan aturan-aturan daerah seperti peraturan izin
mendirikan bangunan (IMB) serta Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW,RDTR) secara menyeluruh dengan aturan tentang pengurangan
risiko bencana dan penanggulangan bencana di tingkat mnasional.
Pengintegrasian aturan bertujuan agar upaya-upaya penanggulangan
bencana di Kabupaten Sigi dapat terlaksana dengan -efektif.
Peraturan tentang pengurangan risiko bencana tersebut telah
mengatur tanggung jawab untuk semua jenjang pemerintahan secara
jelas. Pemerintah Kota Palu mempunyai tanggung jawab untuk
menerapkan aturan-aturan penanggulangan bencana pada setiap jenjang
pemerintahan sampai pada level desa. Aturan tersebut mengatur sistem
dan kebijakan penanggulangan bencana daerah yang mencakup fase pra
bencana, saat bencana dan pasca bencana. Di dalam aturan
tersebut, pembagian kewenangan dan sumber daya berdasarkan
peran dan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan
masyarakat perlu dituangkan secara eksplisit dan jelas sebagai
landasan kuat dalam pelaksanaannya nanti. Landasan aturan dan
mekanisme yang disusun ini harus dapat menghindari terjadinya
tumpang tindih kewenangan dan tugas terkait penanggulangan bencana.
Mekanisme pembagian kewenangan dan sumber daya antara
pemerintah daerah dengan masyarakat dilaksanakan secara relevan dan
sistematis.

2) Memperkuat jaminan ketersediaan cadangan anggaran untuk
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pelaksanaan penanganan darurat bencana daerah sehingga mampu
memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi kelompok-kelompok rentan
terhadap dampak bencana.

Ada beberapa aturan terkait penyediaan cadangan anggaran dan
mekanisme pengelolaan dan pengawasan dana tanggap darurat. Hal ini
dapat dilakukan dengan menyusun peraturan daerah tentang
pengalokasian anggaran penanggulangan bencana. Cadangan anggaran
dibutuhkan untuk mendukung penanganan darurat bencana dan
pemulihan pasca bencana. Maka dari itu, Kota Palu memprioritaskan
kebijakan untuk memastikan ketersedian cadangan anggaran tersebut
yang memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi kelompok-kelompok
rentan terhadap dampak bencana. Selain itu, Pemerintah Kota Palu harus
menyusun mekanisme untuk penggalangan bantuan dari pihak lain
terkait penyediaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana.
Dengan adanya dana anggaran tersebut maka upaya tanggap darurat

bencana dapat berjalan secara terstruktur dan terencana.

IV.6. Sasaran dan Strategi Pengarusutamaan PB dengan

Perencanaan Pembangunan

Sasaran dan strategi pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam

pembangunan yaitu:

Penerapan kajian risiko bencana sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan

pembangunan dan penanaman modal;

Pembangunan sektoral jangka panjang dan menengah membutuhkan
perencanaan yang efektif dan penerapan yang konsisten. Kajian risiko
bencana Kota Palu diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan
perencanaan pembangunan tersebut. Integrasi pengkajian risiko bencana
dalam perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan memasukkan
hasil kajian risiko bencana ke dalam RTRW Kota Palu. Pengintegrasian ini
diharapkan dapat menjamin perencanaan pembangunan yang aman

bencana.
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Pada pelaksanaan pembangunan daerah maupun pembangunan pada sektor
dunia usaha, konsistensi penggunaan RTRW yang terintegrasi dengan hasil
kajian risiko bencana menjadi fokus penting. Oleh karenanya implementasi
penyusunan Dokumen Analisis Risiko Bencana untuk proyek-proyek perlu
segera digagas sebagai salah satu syarat pemberian izin pelaksanaan
pembangunan. Penyusunan Dokumen Analisis Risiko Bencana tersebut
sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana dan dapat diintegrasikan dengan RPJMD dan saat

penyusunan Dokumen Analisa Dampak Lingkungan.

IV.7. Sasaran dan Strategi Peningkatan Kemitraan
Multipihak dalam PB

Sasaran dan strategi peningkatan kemitraan multi pihak dalam

penanggulangan bencana sebagai berikut:

1) Terselenggaranya publikasi aktivitas-aktivitas PRB dilakukan secara
transparan melalui media-media lokal secara menyeluruh kepada
masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk strategi peningkatan kemitraan multipihak
dalam penanggulangan bencana di Kota Palu adalah mempublikasikan
aktivitas-aktivitas pengurangan risiko bencana secara transparan melalui
media-media lokal secara menyeluruh ke masyarakat. Hal ini bertujuan
supaya semua lapisan masyarakat dapat mengakses informasi
kebencanaan dengan mudah. Informasi kebencanaan ini dapat diketahui
dan diprediksi melalui penyediaan pusat data dan informasi bencana
yang berisikan data kerentanan daerah, yang meliputi jumlah penduduk,
data kelompok umur, data jenis kelamin, dan data kelompok rentan.
Dengan mengetahui semua informasi tersebut, setiap lapisan masyarakat
dapat meningkatkan upaya penanggulangan bencana secara efektif dan

efisien.

2) Adanya aktivitas pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan di
setiap tingkatan sekolah secara mandiri . Lembaga pendidikan
merupakan salah satu sarana untuk transfer pengetahuan tentang

pengurangan  risiko  bencana  terkait upaya = penyelenggaraan
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penanggulangan bencana. Praktek- praktek dan teori tentang
pengurangan risiko bencana diajarkan di lembaga pendidikan formal
maupun non formal. Supaya pelaksanaan upaya tersebut dapat berjalan
sesuai harapan, maka diperlukan penyusunan kurikulum muatan lokal
tentang pengurangan risiko bencana. Kurikulum tersebut harus mampu
meningkatkan keterampilan komunitas sekolah dalam menghadapi
keadaan darurat bencana. Selain itu, harus menyediakan pedoman dan
mengarahkan dinas terkait dalam penyusunan kurikulum sebagai
pendukung proses belajar terkait pengurangan risiko bencana tersebut.
Hal ini dimaksudkan agar upaya-upaya penanggulangan bencana yang
dilakukan dapat berjalan dengan baik.

3) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap rencana publikasi yang
diterapkan pada suatu daerah dalam meningkatkan praktik budaya

pengurangan risiko bencana.

Dalam mewujudkan upaya penanggulangan bencana yang optimal, harus
dimulai dari tingkat masyarakat. Salah satunya dengan cara menerapkan
strategi membangun kesadaran seluruh masyarakat dan komunitas dalam
melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau
masyarakat secara luas, baik di perkotaan dan pedesaan. Agar informasi
terkait praktik pengurangan risiko bencana dengan mudah sampai kepada
seluruh lapisan masyarakat, maka Pemerintah Kota Palu perlu kiranya
membentuk media khusus sebagai media publikasi. Strategi publikasi
tersebut harus dievaluasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mengukur
keberhasilan dari strategi dan perencanaan publikasi yang diterapkan di
suatu daerah. Dengan diterapkannya metode penilaian keberhasilan media
publikasi tersebut, maka upaya menyampaikan informasi secara eksplisit

kepada masyarakat terkait pengurangan risiko bencana.

Pemerintah Kota Palu harus mendorong media publikasi untuk membangun
kesadaran masyarakat dalam melakukan praktik pengurangan risiko
bencana. Pemangku kepentingan baik akademisi, praktisi, dan pemerintah
mempunyai peran penting dalam mewujudkan budaya pengurangan risiko
bencana. Maka upaya tersebut akan menimbulkan kesadaran masyarakat

dalam membentuk desa tangguh/siaga.
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IV.8. Sasaran dan Strategi Peningkatan Efektifitas Pencegahan

dan Mitigasi Bencana

Sasaran dan strategi efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana adalah:
Mendayagunakan hasil riset kebencanaan daerah untuk menurunkan rasio

pemakaian anggaran untuk pemulihan pasca bencana

Salah satu optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah
dengan pendayagunaan atau penerapan hasil riset kebencanaan di daerah.
Diterapkannya hasil riset terapan untuk menurunkan rasio pemakaian
anggaran untuk pemulihan pasca bencana. Pengurangan risiko bencana yang
efektif pada masa sebelum bencana menghasilkan penurunan biaya yang
dibutuhkan untuk pemulihan bencana. Efektivitas upaya tersebut perlu
dikembangkan ke tahap efisien dengan pengurangan biaya yang dibutuhkan
dalam pengurangan risiko bencana. Riset-riset terapan yang berhubungan
dengan pengurangan risiko bencana menjadi salah satu kunci utama
efisiensi biaya pengurangan risiko bencana. Kota Palu dituntut untuk mulai
fokus dalam penerapan hasil riset-riset tersebut. Selain itu, Kota Palu selaku
pemerintahan lebih tinggi, perlu mendorong pembangunan metode riset
kebencanaan di kabupaten/kota untuk dapat menurunkan tingkat kerugian
bencana dan tingkat kerentanan daerah terhadap bencana. Dengan adanya
upaya pengurangan risiko bencana berdasarkan kualitas hasil riset,
penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih sistematis,

terarah, dan menyeluruh untuk wilayah Kota Palu.

IV.8.1. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Upaya penanggulangan bencana salah satunya adalah terhadap upaya
pencegahan dan mitigasi bencana (struktural maupun non struktural).
Pelaksanaan pencegahan dan mitigasi difokuskan pada seluruh potensi
bencana di Kota Palu. Upaya-upaya tersebut harus dapat diterapkan sebagai
langkah dalam mengurangi dampak risiko bencana seperti jiwa terpapar,

kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan akibat bencana.
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Pencegahan merupakan tindakan yang akan dilakukan sebelum terjadinya
bencana yang difokuskan pada sumber bahaya. Dengan artian bahwa
pencegahan yang dilakukan berpusat pada pengelolaan sumber bahaya,
sehingga potensi-potensi yang akan menimbulkan terjadinya bencana dapat
dihilangkan. Beberapa upaya pencegahan dapat dilakukan untuk beberapa
bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, Likuefaksi, konflik
sosial,epidemi, dan wabah penyakit, dan kebakaran hutan dan lahan.
Sedangkan beberapa bencana yang tidak dapat dilakukan pencegahan adalah
gempa bumi dan cuaca ekstrim. Selain pencegahan, alternatif upaya
pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan mitigasi (struktural dan
non struktural). Mitigasi struktural merupakan upaya untuk mengurangi
kejadian dan risiko bencana melalui pembangunan berbagai sarana
prasarana fisik atau infrastruktur dengan menggunakan pendekatan
teknologi. Sementara itu, mitigasi non struktural adalah upaya untuk
mengurangi dampak yang akan ditimbulkan oleh bencana seperti
penyusunan kebijakan ataupun aturan yang bertujuan untuk menghindari

risiko bencana.

IV.9. Sasaran dan Strategi Kebijakan Peningkatan

Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat

Sasaran yang dapat dilakukan untuk Kota Palu terkait peningkatan

kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana adalah:

1) Memperkuat sistem peringatan dini bencana dalam menyebarluaskan
informasi peringatan secara menyeluruh di setiap wilayah yang berisiko.
Sistem peringatan dini bencana yang ada di Kota Palu masih perlu
diperkuat. Perkuatan sistem peringatan dini bencana diarahkan pada
luasan area penyebaran arahan atau informasi peringatan di tingkat
masyarakat. Pembangunan sarana prasarana sistem peringatan dini
bencana menjadi fokus pengembangan sistem.
Pembangunan sarana prasarana diprioritaskan dengan memanfaatkan
sumber daya yang telah ada di daerah. Oleh karena itu dalam proses
perencanaannya, dibutuhkan kajian yang matang dengan melihat aset

daerah yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan peralatan
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2)

penyebaran arahan peringatan dini bencana. Untuk menjamin efektivitas
sistem penyebaran arahan, seluruh sarana prasarana yang tersedia perlu
selalu dipelihara dan diuji secara berkala. Pemeliharaan sistem tidak
hanya kepada perangkat keras, tetapi juga pada perangkat lunak yang
digunakan dalam sistem tersebut.

Agar penyelenggaraan sistem peringatan dini lebih menyeluruh,
Pemerintah Kota Palu harus mendukung upaya pembangunan sistem
peringatan dini untuk bencana-bencana prioritas di seluruh wilayah
kabupaten/kota. Dengan adanya sistem peringatan dini, pemerintah dan
masyarakat kabupaten/kota dapat mengetahui tanda-tanda akan terjadi
bencana. Selain itu, masyarakat juga mengetahui tanda-tanda yang
digunakan oleh pemerintah untuk memerintahkan masyarakat untuk

melakukan evakuasi secara jelas dan terarah.

Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan upaya
penanganan darurat bencana telah efektif untuk menekan jumlah korban
yang timbul oleh PUSDALOPS maupun pemangku kepentingan lain yang
terlibat di dalamnya

Upaya penanganan darurat bencana membutuhkan berbagai kebijakan
dan kapasitas dalam pelaksanaannya. Tanpa ada lembaga yang memadai
untuk membangun dan melaksanakannya, upaya penanganan darurat
bencana tidak akan berjalan efektif dalam menekan dampak negatif
bencana. Lembaga tersebut seperti Pusat Pengendali Operasi
(PUSDALOPS) atau Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana.
Lembaga-lembaga tersebut harus mempunyai personil yang memiliki
kemampuan teknis dalam hal penanggulangan bencana, khususnya
dalam penanganan darurat bencana. Oleh sebab itu, untuk menjamin
standar operasi yang dilakukan personil dari lembaga-lembaga
penanganan darurat bencana dapat menekan jumlah korban yang timbul
saat terjadi bencana, maka Pemerintah Kota Palu harus melakukan
pengawasan dan evaluasi setiap setelah melaksanakan penyelenggaraan

penanggulangan bencana.

Dengan adanya pengawasan dan evaluasi tersebut, upaya-upaya tanggap

darurat bencana yang dilakukan dapat bekerja secara cepat dan optimal.
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Upaya penanganan darurat bencana dilaksanakan secara menyeluruh
sampai pada pemerintahan desa. Pemerintah Kota Palu dapat mendorong
untuk membangun Pusdalops dan sistem komando tanggap darurat
bencana terstruktur yang didukung oleh relawan pada level desa . Dalam
pelaksanaannya, disesuaikan dengan Rencana Penanggulangan
Kedaruratan Bencana (RPKB) Kota Palu , seperti yang tertuang pada
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Pasal 45 Ayat 2 butir (a) untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat

dalam menghadapi kejadian bencana.

IV.9.1. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

Efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak terlepas dari
peran penting pelaksanaan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan
optimalisasi operasi tanggap darurat bencana. Kesiapsiagaan dilaksanakan
melalui peningkatan kesiapan pemerintah maupun masyarakat menghadapi
bencana. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pembekalan
pengetahuan kondisi kebencanaan di wilayah masing- masing. Selain itu,
diperlukan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat dan pemerintah
terkait jenis bencana, penyebab, dan dampak yang akan diakibatkan oleh
setiap bencana yang berpotensi di Kota Palu. Peningkatan kapasitas
pemerintah dan masyarakat di Kota Palu terkait upaya pengurangan risiko
bencana harus diselenggarakan secara menyeluruh terhadap seluruh
bencana. Hal ini dikarenakan jenis bencana yang berpotensi di Kota Palu

memiliki kriteria penanganan yang berbeda-beda.

Selain itu, kesiapan menghadapi bencana ditandai dengan keberhasilan
proses evakuasi masyarakat. Seluruh masyarakat perlu mengetahui
penyebaran informasi peringatan dini dari setiap bencana di wilayahnya. Di
samping itu, masyarakat perlu mengetahui peringatan dini yang digunakan
oleh pemerintah sehingga proses evakuasi seluruh masyarakat dapat sejalan
dan searah dengan sistem peringatan dini yang disusun oleh pemerintah.

Untuk penyelenggaraan evakuasi, perlu diperjelas dengan ketersediaan
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tempat dan jalur evakuasi yang dilengkapi oleh rambu-rambu evakuasi

bencana.

Dalam penyelenggaraan fase penanganan darurat bencana, dibutuhkan
adanya sarana prasarana pendukung untuk wilayah berisiko bencana di Kota
Palu, seperti tempat pengungsian yang dapat dipergunakan oleh masyarakat
pada saat tanggap darurat bencana. Tempat pengungsian tersebut dilengkapi
dengan air dan sanitasi serta layanan kesehatan untuk korban bencana.
Selain itu, pelaksanaan proses kaji cepat bencana, pencarian, penyelamatan
dan evakuasi korban merupakan hal mendasar yang harus dilakukan
semaksimal mungkin. Tindak lanjut dari upaya tersebut adalah penanganan
darurat pasca bencana yang difokuskan kepada percepatan pemulihan dini
terhadap kebutuhan dasar dan pemulihan fungsi darurat sarana prasarana

kritis di Kota Palu .

IV.10. Sasaran dan Strategi Kebijakan Peningkatan Pemulihan

Dampak Bencana

Peningkatan kapasitas pemulihan bencana memilih sasaran kebijakan

penanggulangan bencana sebagai berikut.

1) Sinkronisasi program-program dunia usaha dan pemerintah dalam upaya
meningkatkan perekonomian dan sektor produksi masyarakat
secara terencana, terukur dan terkoordinir dalam pengurangan risiko
bencana. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh ancaman bencana tidak
hanya kepada aspek fisik maupun jiwa, perekonomian serta sektor
produksi sebagian besar akan terkena dampak tersebut. Upaya yang
dapat dilakukan adalah dengan membangun kemitraan antar
pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai upaya
perlindungan perekonomian dan sektor produksi untuk pengurangan
risiko bencana daerah. Perlindungan perekonomian dan sektor produksi
dapat dilakukan misalnya dengan penggunaan asuransi dll. Untuk
menjamin kegiatan perekonomian tersebut benar-benar bekerja
optimal, maka Pemerintah Kota Palu harus melakukan pengawasan dan
menjamin kondusifitas untuk peningkatan dan perlindungan kegiatan

ekonomi dan sektor produksi yang ditujukan untuk peningkatan
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2)

kapasitas komunitas dalam bidang perekonomian. Dengan adanya
kerjasama dan pengawasan tersebut diharapkan peningkatan
perlindungan perekonomian dan sektor produksi dapat dilaksanakan
secara maksimal sebagai upaya pengurangan risiko bencana di Kota Palu.
Kota Palu juga bertanggung jawab memberikan dukungan pada
kabupaten/kota untuk dapat membangun kerjasama kemitraan dengan
para pihak wuntuk wupaya perlindungan perekonomian dan sektor
produksi. Dengan adanya sinergisitas antar masyarakat, pemerintah dan
dunia usaha dapat menjamin proses pengurangan risiko bencana lebih

optimal dalam menekan kerentanan yang ada.

Diselenggarakannya mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan
pemulihan pasca bencana yang disusun bersama oleh para pemangku
kepentingan yang ada di daerah .

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan satu hal yang sangat
penting dilakukan khususnya di daerah-daerah rawan dan berisiko
bencana. Selain itu, perencanaan dan pelaksanaan pemulihan pasca
bencana juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Mengingat hal tersebut,
maka dirasa perlu adanya suatu peraturan tentang mekanisme
pelaksanaan pemulihan pasca bencana yang melibatkan seluruh
pemangku kepentingan, sehingga di dalam melaksanakan perencanaan
pemulihan pasca bencana tidak akan terjadi tumpang tindih terhadap

peran dan tanggung jawab pada masing- masing kewenangan.

Disamping itu, pelaksanaan pembangunan pemulihan pasca bencana
tidak akan terlaksana dengan baik hanya dengan peraturan dan
mekanisme, namun diperlukan juga adanya suatu perencanaan terkait
rehabilitasi dan rekonstruksi yang disinkronkan dengan rencana
penanggulangan bencana daerah. Upaya tersebut akan tercapai dengan
maksimal apabila Pemerintah Kota Palu mampu mengikutsertakan
pemangku  kepentingan dalam  perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan pemulihan pasca bencana. Selain itu, Pemerintah Kota
Palu juga mengarahkan pemerintah desa dalam penyusunan mekanisme
partisipatif yang mengikutsertakan pemangku kepentingan yang

diterapkan dalam pembangunan pemulihan pasca bencana. Hal ini
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bertujuan agar upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palu dapat

berjalan dengan baik.

3) Membentuk lembaga  penjamin stabilitas kegiatan ekonomi
masyarakat melalui pendampingan pemerintah dengan dunia usaha.
Optimalisasi penyelenggaraan pemulihan pasca bencana didasari oleh
rencana-rencana dan kebijakan- kebijakan di bidang ekonomi dan sektor
produksi untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Mengingat hal
tersebut, maka dibutuhkan perlindungan untuk kegiatan-kegiatan
ekonomi dan sektor produksi dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Upaya ini dapat didukung melalui kerja sama dalam bentuk kemitraan
antara Pemerintah Kota Palu, dunia usaha, dan masyarakat terkait
pelaksanaan perlindungan kegiatan ekonomi dan sektor produksi
tersebut. Selain itu, perlindungan kegiatan-kegiatan ekonomi dan sektor
produksi dapat dilakukan dengan membangun lembaga penjamin
stabilitas kegiatan ekonomi yang dapat membantu keberlanjutan

penghidupan ekonomi masyarakat pasca bencana.

IV.10.1. Peningkatan Kapasitas Pemulihan Bencana

Penyelenggaraan pemulihan dampak bencana memerlukan waktu dan
tahapan cukup lama. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat, dan
pemangku kepentingan memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus
dilaksanakan sesegera mungkin terkait pemulihan pasca bencana. Langkah
konkrit dari pemerintah daerah dalam melakukan upaya optimalisasi
pemulihan dampak bencana terutama yang bersifat masif dan menimbulkan
kerugian yang cukup besar sangat diperlukan, ini meliputi penyelenggaraan
rehabilitasi, rekonstruksi infrastruktur, serta upaya normalisasi kehidupan

dan perikehidupan pasca bencana.

Hal mendasar yang dilakukan dalam penyelenggaraan rehabilitasi
rekonstruksi adalah pengkajian terhadap kerusakan dan kerugian dari
dampak bencana. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat menyusun sebuah
rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan besaran dampak

bencana yang ditimbulkan. Hal ini dilakukan agar pemulihan sarana dan
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prasarana publik dan rekonstruksi rumah korban bencana dapat dilakukan

lebih efektif dan efisien.

Selain rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, penyelenggaraan
pemulihan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan serta normalisasi
kehidupan korban bencana perlu adanya langkah yang lebih terpadu dari
pemerintah untuk memulihkan kondisi tersebut. Dengan demikian,
pemerintah daerah harus melakukan pengkajian jumlah korban dan
kerusakan perekonomian serta lingkungan, sehingga upaya pemulihan
kesehatan dan kondisi psikologis dari korban bencana yang selamat dapat
terlaksana semaksimal mungkin. Semua usaha dan upaya yang dilakukan
oleh pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan tidak terlepas
dari tahapan yang dilakukan agar pemulihan dampak bencana dapat lebih

dioptimalkan.

IV.11. Kebijakan Teknis

Kebijakan teknis diperoleh berdasarkan kajian dan peta risiko bencana.
Rekomendasi kebijakan teknis secara umum berdasarkan tingkat risiko dan
lokasi serta besaran wilayah yang perlu penanganan teknis dari setiap jenis

bahaya.

Adapun rekomendasi yang bersifat teknis berdasarkan pengelompokkan
strategi penanggulangan bencana dapat diuraikan sebagai berikut. Kebijakan
teknis didasarkan atas pengukuran Indek Ketangguhan Kabupaten/Kota
yang telah dilakukan oleh Kota Palu sebagai acuan dalam membangun

ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana.
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Tabel 11. Matrik Indek Kapasitas Daerah Untuk Rencana Penanggulangan Bencana Kota Palu

PERKUATAN PENGKAJIAN RISIKO PENGEMBANGAN PENANGANAN PEEIQE,?II\{HA,; :g i Sli?;i[g*::ﬁ DAN PENGS%’IT%?V]I\I CL
O RIVELEY VM DAN PERENCANAAN SISTEM INFORMASI, TEMATIK KAWASAN
KELEMBAGAAN TERPADU DIKLAT DAN LOGISTIK RAWAN BENCANA LHONCIEI R IR s b oNEANE A REMECE L
TR\ Wl DARURAT BENCANA BENCANA

1 Peraturan Peta Bahaya Sarana Penataan 1 Penerapan sumur Rencana Pemulihan
Daerah tentang dan kajiannya penyampaian ruang resapan Kontijensi Gempa pelayanan
Penanggulanga untuk seluruh informasi berbasis PRB dan/atau biopori bumi dasar
n Bencana bahaya yang kebencanaan untuk pemerintah

ada di daerah yang peningkatan
menjangkau efektivitas
langsung pencegahan dan
masyarakat mitigasi bencana
banjir

2 Peraturan 2 Peta Sosialisasi 2 Informasi 2 Perlindungan Rencana Pemulihan
Daerah tentang Kerentanan pencegahan dan penataan daerah Kontijensi infrastruktur
Pembentukan dan kajiannya kesiapsiagaan ruang yang tangkapan air Tsunami penting
BPBD untuk seluruh bencana pada tiap- mudah

bahaya yang tiap kecamatan di diakses
ada di daerah wilayahnya publik

3 Peraturan 3 Peta Kapasitas Komunikasi bencana 3 Sekolah dan | 3  Restorasi Sungai Sistem Peringatan Perbaikan
Tentang dan kajiannya lintas lembaga Madrasah Dini Bencana rumah
Pembentukan minimal Aman Tsunami penduduk
Forum PRB beranggotakan Bencana

lembaga-lembaga
dari sektor
pemerintah,
masyarakat mau
pun dunia usaha
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Peraturan 4 Rencana Pusdalops PB Rumah Sakit | 4 Penguatan Lereng | 4 Rencana Evakuasi | 4 Pemulihan
tentang Penanggulanga dengan fasilitas Aman Bencana Tsunami Penghidupan
Penyebaran n Bencana minimal mampu Bencana dan masyarakat
Informasi memberikan respon Puskesmas
Kebencanaan efektif untuk Aman
pelaksanaan Bencana
peringatan dini dan
penanganan  masa
krisis
Peraturan Sistem pendataan Desa 5 Penegakan 5 Rencana
Daerah tentang bencana yang Tangguh Hukum untuk kontijensi banjir
RPB terhubung dengan Bencana Peningkatan
sistem pendataan Efektivitas
bencana nasional Pencegahan dan
Mitigasi Bencana
Kebakaran Lahan
dan Hutan
Peraturan Pelatihan dan 6  Optimalisasi 6 Sistem peringatan
Daerah tentang sertifikasi pemanfaatan air dini bencana
Tataruang penggunaan permukaan banjir
Berbasis PRB peralatan PB
Lembaga Penyelenggaraan 7  Pemantauan 7  Rencana
Badan Latihan (Geladi) berkala hulu kontijensi  tanah
Penanggulanga Kesiapsiagaan sungai longsor
n Bencana
Daerah
Lembaga Kajian = kebutuhan 8  Penerapan 8 Sistem peringatan
Forum peralatan dan Bangunan Tahan dini bencana
Pengurangan logistik kebencanaan Gempa bumi tanah longsor
Risiko Bencana
Komitmen Pengadaan 9 Tanaman 9 Rencana
DPRD terhadap kebutuhan peralatan dan/atau Kontijensi
PRB dan logistik bangunan Kebakaran Lahan
kebencanaan penahan dan Hutan
gelombang
tsunami
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1  Penyimpanan/pergu 1  Revitalisasi 1 Sistem peringatan
0 dangan Logistik PB 0 tanggul, embung, | 0 dini bencana
waduk dan Kebakaran Lahan
taman kota dan Hutan
1  Pemeliharaan 1 Restorasi lahan | 1 Rencana
1  peralatan dan supply 1 gambut 1 kontijensi erupsi
chain logistik yang gunungapi
diselenggarakan
secara periodik
1 Tersedianya energi 1  Konservasi 1 Sistem peringatan
2 listrik untuk 2  vegetatif DAS | 2 dini bencana
kebutuhan darurat rawan longsor erupsi gunungapi
1 Kemampuan 1 Infrastruktur
3 pemenuhan pangan 3 evakuasi bencana
daerah untuk erupsi gunungapi
kebutuhan darurat
1 Rencana
4  kontijensi
kekeringan
1 Sistem peringatan
5 dini bencana
kekeringan
1 Rencana
6  kontijensi  banjir
bandang
1 Sistem peringatan
7  dini bencana
banjir bandang
1 Penentuan Status
8 Tanggap Darurat
1  Penerapan sistem
9 komando operasi
darurat
2  Pengerahan Tim

Kaji Cepat ke
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lokasi bencana

Pengerahan  Tim
Penyelamatan dan
Pertolongan
Korban

Perbaikan Darurat

Pengerahan
bantuan pada
masyarakat
terjauh

Penghentian
status Tanggap
Darurat Bencana
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Tabel 12. Matrik Isu Strategi Rencana Penanggulangan Bencana Kota Palu

ISU STRATEGIS

1. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

INDIKATOR
TUJUAN SASARAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Peningkatkan 1.1 | Pengembangan Pemulihan 1.1.1 | Mengoptimalkan Penerapan kajian risiko bencana sebagai
kinerja antar Sistem pelayanan perencanaan dasar pertimbangan pelaksanaan
lembaga dan Pemulihan dasar rehabilitasi dan pembangunan dan penanaman modal
instansi Bencana pemerintah rekonstruksi
penanggulanga pascabencana
n bencana di berdasarkan
Kabupaten Sigi tata rLrang yang
menuju peka risiko
profesionalisme bencana.
dengan
pencapaian Pemulihan 1.1.2 | Meningkatkan Membentuk lembaga penjamin stabilitas
yang terukur infrastruktur kualitas kegiatan ekonomi masyarakat melalui
dan terarah, penting penghidupan pendampingan  pemerintah  dengan
masyarakat dunia usaha.
terdampak
bencana  yang
lebih baik
Pemulihan 1.1.3 | Mewujudkan penyelenggaraan rehabilitasi,
Penghidupan infrastruktur, rekonstruksi infrastruktur, serta upaya
masyarakat perumahan, dan normalisasi kehidupan dan
permukiman perikehidupan pasca bencana
berketahanan
bencana
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1.1.4

Meningkatkan
kualitas
pemulihan

sosial ekonomi,
sumber daya
alam, dan
lingkungan
hidup

1.2

PENANGANAN
TEMATIK
KAWASAN
RAWAN
BENCANA

Penataan ruang
berbasis PRB

1.2.1

Melaksanakan
dan
mengembangka
n program
kesiapsiagaan
dan pengelolaan
risiko bencana
dengan
memperhatikan
tata ruang dan
penataan
kawasan.

Desa Tangguh
Bencana

Diselenggarakannya mekanisme
dan/atau rencana rehabilitasi dan
pemulihan pasca bencana yang disusun
bersama oleh para pemangku
kepentingan yang ada di daerah .

63




ISU STRATEGIS

2. Lemahnya kapasitas pihak-pihak dan masyarakat dalam penanggulangan bencana; Persoalannya bukan hanya pengetahuan tapi belum

dapat di implementasikan

INDIKATOR
TUJUAN SASARAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
2 | Penyiapan 2.1 | PERKUATAN Peraturan 2.1.1 | Meningkatkan Mengintegrasikan  aturan-aturan

perencanaan KEBIJAKAN DAN Daerah tentang kualitas perangkat daerah lainnya (seperti IMB,
yang  terarah, KELEMBAGAAN Penanggulanga peraturan perundang- RTRW, RDTR ,dll) secara
terpadu, dan n Bencana undangan dan menyeluruh dengan aturan
terkoordinasi implementasi dalam tentang Pengurangan Risiko
untuk penanggulangan Bencana
penanggulanga bencana yang adaptif
n dan dan berkelanjutan
menurunkan
risiko bencana Komitmen 2.1.2 | Meningkatkan
di Kabupaten DPRD terhadap kualitas norma,
Sigi, PRB standar, prosedur,

dan kriteria

penanggulangan

bencana.
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2.2

PENGKAJIAN
RISIKO DAN
PERENCANAAN
TERPADU

Rencana
Penanggulanga
n Bencana

2.2.1

Meningkatkan
koordinasi dan kerja
sama antar
kementerian/lembaga
, pemerintah daerah,
Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian
Negara Republik
Indonesia, akademisi,
lembaga usaha,
masyarakat, media,
dan pemangku
kepentingan lainnya
dalam
penanggulangan
bencana

2.2.2

Mewujudkan dan
meningkatkan sistem
peringatan dini, data,
dan layanan informasi
kebencanaan yang
terpadu dan
berkesinambungan

berdasarkan prinsip-
prinsip kebijakan satu
peta dan satu data

Sinkronisasi program-program
dunia wusaha dan pemerintah
dalam upaya meningkatkan
perekonomian dan sektor produksi
masyarakat secara terencana,
terukur dan terkoordinir dalam

pengurangan risiko bencana.

Memperkuat sistem peringatan
dini bencana untuk
menyebarluaskan informasi
peringatan secara menyeluruh di

setiap wilayah yang berisiko

2.2.3

Meningkatkan
investasi dan
pemanfaatan berbagai
skema pendanaan
inovatif termasuk
transfer risiko untuk
penanggulangan
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bencana

2.2.4 | Mengoptimalkan
pendanaan secara
terpadu untuk
penanggulangan
bencana
2.3 | PENGEMBANGA Pusdalops PB | 2.3.1 | Meningkatkan Melakukan pengawasan dan
N SISTEM dengan fasilitas kapasitas dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
INFORMASI, minimal profesionalisme para upaya penanganan darurat
DIKLAT DAN mampu penyelenggara dan bencana
LOGISTIK memberikan pelaku
respon  efektif penanggulangan
untuk bencana
pelaksanaan
peringatan dini
dan
penanganan
masa krisis
2.3.2 | Mengoptimalkan
pelaksanaan standar Melakukan pengawasan dan
pelayanan minimal evaluasi terhadap rencana
penanggulangan publikasi yang diterapkan pada
bencana suatu daerah
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2.3.3 | Meningkatkan publikasi aktivitas-aktivitas PRB
keterbukaan dilakukan secara transparan
informasi dan melalui media-media lokal secara
komunikasi, kualitas menyeluruh kepada masyarakat.
sistem perencanaan,
serta pemantauan
dan evaluasi dalam
penanggulangan
bencana.

2.3.4 | Mendorong pelibatan Penyediaann prasarana
pemangku pendukung untuk wilayah berisiko
kepentingan dalam bencana
tata kelola
penanggulangan
bencana untuk
meningkatkan
akuntabilitas.

2.3.5 | Mewujudkan
kabupatenfkota,
desa/kelurahan, dan
masyarakat tangguh
bencana

2.3.6 | Mewujudkan sarana
dan prasarana yang
tangguh terhadap
bencana
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2.3.7 | Meningkatkan

edukasi kebencanaan
dan pengelolaan
pengetahuan
penanggulangan
bencana kepada
masyarakat dan
pemangku
kepentingan

ISU STRATEGIS

3. Kurannya Penguatan dan Pengembangan ketahanan Ekonomi masyarakat di kawasan zona rawan bencana

4. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana

S. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana

INDIKATOR
TUJUAN SASARAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
3 | penguatan 3.1 | PERKUATAN 10 | Rencana 3.1.1 | Meningkatkan
untuk KESIAPSIAGAA Kontijensi kuantitas dan
kemitraan N DAN Gempa bumi kualitas sumber
penyelenggaraa PENANGANAN daya manusia Memperkuat jaminan ketersediaan
n DARURAT dalam cadangan anggaran untuk pelaksanaan
penanggulangaq BENCANA penanganan penanganan darurat bencana daerah
bencana di darurat
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Kabupaten Sigi,

bencana

11 | Rencana 3.1.2 | Meningkatkan mengurangi dampak risiko bencana
kontijensi kesiapan dan seperti jiwa terpapar, kerugian harta
banjir keandalan benda, dan kerusakan lingkungan akibat

logistik dan bencana.
peralatan

penanganan

darurat

bencana

12 | Rencana 3.1.3 | Mengoptimalka mitigasi (struktural dan non struktural).
kontijensi n pengelolaan
tanah longsor bantuan

masyarakat
dalam
penanganan
darurat
bencana

13 | Rencana
Kontijensi
Kebakaran
Lahan dan
Hutan

14 | Rencana
kontijensi
banjir
bandang
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Melindungi
masyarakat
Kabupaten Sigi
dari ancaman
bencana.

4.1

PENINGKATAN
EFEKTIVITAS
PENCEGAHAN
DAN MITIGASI
BENCANA

15 | Restorasi 4.1.1 | Mempercepat

Sungai pemulihan Adanya aktivitas pengurangan risiko
sarana 'dan bencana yang berkelanjutan di setiap
prasarana vital. tingkatan sekolah secara mandiri .

16 | Penerapan 4.1.2 | Menguatkan
Bangunan kualitas
Tahan Gempa kelembagaan Mendayagunakan hasil riset kebencanaan
bumi dan daerah  untuk  menurunkan  rasio

penggunaan pemakaian anggaran untuk pemulihan
ilmu pasca bencana

pengetahuan

dan teknologi.

17 | Penegakan Pelaksanaan pencegahan dan mitigasi
Hukum untuk difokuskan pada seluruh potensi bencana
Peningkatan di Kabupaten Sigi
Efektivitas
Pencegahan
dan  Mitigasi
Bencana
Kebakaran
Lahan dan
Hutan

70




BAB V

RENCANA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA PALU

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Palu, Provinsi Sulawesi
Tengah merupakan perencanaan program terkait penyelenggaraan
penanggulangan bencana pada satuan wilayah Kota Palu yang
menyeluruh, terarah dan terpadu. Perencanaan PB Kota Palu meliputi pra,
saat dan paska bencana yang dijabarkan berdasarkan skala prioritas,
spesifik pada setiap tahapan PB dari perencanaan Pentahelik di Kota Palu.

Program prioritas tersebut sebagaimana telah dijabarkan dalam Bab IV,
merupakan program komprehansif, baik teknis maupun strategis dengan
menyajikan informasi penanggung jawab/pelaksana program dan kegiatan
dalam mencapai terget-terget pengurangan risiko bencana. BPBD
sebagaimana fungsinya, mengkoordinasikan masing-masing program
kegiatan dari pemangku kepentingan untuk mencapai sinergi dan
pencapaian target berdasarkan indikator-indikator yang telah ada.

PRB menjadi bagian pelaksanaan dan pemenuhan pencapaian Standar
Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana (SPM PB) maupun
pencegahan serta mitigasi bencana yang berbasis perlindungan lingkungan
hidup. Pemenuhan tersebut pada dasarnya merupakan pemenuhan dari
mandat konstitusi negara yang tertuang dalam UUD maupun UU No
24 /2008 tentang Penanggulangan Bencana serta UU lain yang memiliki

korelasi terhadap perlindungan terhadap warga negara dari bencana.

RPB Kota Palu 2022 - 2027 akan memprioritaskan pada:

1) Aksi stretegi generik; penguatan kebijakan/regulasi dan kelembagaan,
perencanaan, pemantauan dan evaluasi risiko terpadu, pendidikan dan
pelatihan, penelitian maupun peningkatan kapasitas dan peran serta
masyarakat.

2) Aksi strategi khusus: penanganan secara specifik terhadap jenis-jenis
ancaman berpotensi bencana di Kota Palu (gempa bumi, tsunami,
likuefaksi, banjir, cuaca ekstrim, gelombang tinggi dan abrasi) serta
kebakaran gedung dan permukiman .

3) Pengarusutamaan PRB dalam pembangunan. Sebagai rencana

pemerintah daerah, RPB merupakan disain program dengan
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indikatornya, kegiatan dan indikatornya, terget, estimasi biaya dan
tahun pelaksanaan dalam priode waktu S5 (lima) tahun. Perencanaan
tersebut meliputi kegiatan yang direncanakan oleh organisasi pemerintah
daerah maupun komponen lain dalam pentahelix. Perencanaan tersebut
sinergis dengan rencana pembangunan daerah dan nasional. Uraian

program sebagaimana tertuang dalam matrik RPB sebagai berikut:
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Tabel 13. Matrik Rencana Penanggulangan Bencana

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Program SIPD
Kepmendagri No 50 Tahun 2020, hasil validasi tim penyusun RPB Kota Palu
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PALU- PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)
PROGRAM SIPD Usulan Estimasi Keteran
Kegiatan Target . Tahun Pelaksanaan g
SASAR PB biaya an
AN
Indikator . Indikator Sub- 202 | 202 202
Program Program Kegiatan Kegiatan Kegiatan 2 3 ZR2E 5 Zo2e
Program Pelayanan
Penanggulan Informasi Penyusuna
gan Bencana Rawan n c}_okumen 1
Bencana kajian dokum |4 900.000 | !
Kabupaten/ risiko en
Kota bencana
Persentase Evaluasi
Jumlah Penyusun dokumen
Persentase desa/Kelura an kajian 1
capaian han yang | dokumen risiko dokum 1
penanganan mendapatka kajian bencana en
bencana n informasi | risiko Kota Palu
rawan bencana .
bencana Evaluasi
dan
pembaharu 1
an
dokumen dotl;lfm 1
KRB Kota
Palu 2026 -
2031
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Persentase
korban
bencana
alam dan
sosial yang
terpenuhi
kebutuhan
dasarnya
pada saat
dan setelah
tanggap
darurat
bencana
daerah
kabupaten/k
ota

Pelayanan
Pencegahan
dan
Kesiapsiagaa
n Terhadap
Bencana

persentase
kelurahan di
kawasan
risiko tinggi
yang
mendapatka
n layanan
pencegahan
dan
kesiapsiagaa
n

Sosialisasi

s Sosialisasi,
Komunika Komunikas
si, i, Informasi
Informasi dan
dan Edukasi 26
Edukasi | (KIE) kegiata 11 15
(KIE) Rawan g 180.000.000
Rawan Bencana n
Bencana Kabupaten
Kabupaten | /Kota (Per
/Kota (Per | Jenis
Jenis Bencana)
Bencana)
Penyusuna 1
n RPB dokum
2022 - en 250.000.000
2026
Jika
hasil
evaluasi
Penyusun mlc;lrsnk’tfut
an Pembaharu uhkan
Rencana an 1 emhaha
Penanggul | dokumen dokum p
angan RPB 2022 - en d(‘;ﬁiﬁle
Bencana 2026
Daerah n karena
adanya
perubah
an ideks
risiko
Penyusuna
n
pembaharu 1
an dokum 1
dokumen en
RPB 2026 -
2030
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Pelatihan

Pelatihan Pencegaha
n dan
Pencegaha e
Mitigasi
Mitigasi | Bencana di | 1040 240 | 300 | 400 | 500 | 500
1tigast 46 orang | 500.000.000
Bencana
Kelurahan
Kabupaten -
/Kota (setiap
tahun 10
kelurahan)
Penyediaan
Sarana
Prasarana
Pengendali | Kesiapsiag
an Operasi | aan
dan Terhadap
Penyediaa Bencana
n Sarana | (Rambu
Prasarana | evakuasi,
Kesiapsiag | Zona aman 310.250.000
aan Tsunami,
Terhadap Peta arah
Bencana evakuasi)
Kabupaten | yang di
/Kota pasang di
kelurahan?2
rawan
bencana
Pengadaan
Penyediaa alat dan
n kelengkapa
Peralatan n tim
Perlindung | reaksi Jenis
an  dan | cepat, tim | dan 200.000.000
Kesiapsiag | operasi jumlah
aan tanggap ?
terhadap darurat
Bencana dan
relawan
Pembentuk
Pengelolaa ;gngua t(zi;riln 20
n - msiko | jurangah | <813 | 340.000.000 5 5 5 5
bencana n
tangguh
bencana
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Penguatan

kapasitas
SDM dan
kelembaga
an forum
PRB Kota
Penguatan | Palu,
Kapasitas Kelurahan
Kawasan tangguh,
untuk LSM, o
Pencegaha | Pencinta 100% 1 340.000.000 80 | 50 75 100
n dan | alam,
Kesiapsiag | Pramuka
aan dll. Serta
pembentuk
an dan
pengelolaa
n relawan
PB Kota
Palu
Pelaksanaa
n program
pemulihan,
rehabilitasi
dan
rekonstruk
si paska
Penangan bencana
En Pasca | gempa 100% | 82.159.078.4 | 50 | 65 75 85 100
encana bumi, 8
Kota Palu tsunami
dan
likefaksi
serta
bencana
lain yang
terjadi  di
Kota Palu
Pengemba | Peningkata
ngan n
Kapasitas Kapasitas
Tim Tim Reaksi 2500
Reaksi Cepat oran 386.018.450 500 | 500 500 500 500
Cepat (TRC) g pre
(TRC) Bencana
Bencana Kabupaten
Kabupaten | /Kota
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/Kota

Penyusuna
n Rencana
Kontingens
Penyusun i dan
yu pembaharu
an an 4
Rencana | yo1umen | 9°KUM | 353 800.000
Kontingen en
si renkon
(setiap
tahun satu
jenis
bencana
Gladi Gladi
Kesiapsiag | Kesiapsiag 5 kali
aan aan kegiata
Terhadap Terhadap n 318.439.469
Bencana Bencana
Pelayanan Terbent
Penyelamata Respon u}(nya
n dan Cepat Tim
Evakuasi P reaksi
Darurat
Korban cepat,
Bencana
Bencana data
dengan d
an
membentu .
Respon . inform
k Tim . .
persentase Cepat Reaksi asipenj
jiwa yang | Darurat Cepat ajakan 1.419.100.80
terselamatka | Bencana cepat,
. untuk 0
n dari | Kabupaten merespon pengelo
kejadian /Kota p laan
pencarian,
ancaman data
penyelamat
an dan | PRe0E
evakuasi ?;r;an a
korban p g8
bencana darurat
Pencarian, Operasi Efektif
Pertolonga | pencarian, itas
n dgn pertolonga operasi 500.000.000
Evakuasi n dan | pencari
Korban evakuasi an,
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Bencana penduduk penyela
Kabupaten | terkena matan
/Kota bencana dan
evakua
si
Keterse
diaan
logistik
Penyediaa operasi
n Logistik | Penyediaan | pencari
Penyelama | Logistik an,
tan dan | Penyelamat | penyela
Evakuasi an dan | matan 2.307.091.47
Korban Evakuasi dan 0
Bencana Korban evakua
Kabupaten | Bencana si
/Kota penang
anan
bencan
a
Aktivasi Penyediaan | Dokum
. dan en
Sistem -
pengelolaa kajian
Komando
Penangan n data - cepat
an informasi kejadia 160.000.000
kejadian n
Darurat
Bencana bencana bencan
Kota Palu a
Penataan Penvusun Penyusuna
Sistem Dasar an yu n naskah
Penanggulan . akademik
Persentase Regulasi
gan Bencana dan 2
kecukupan Penanggul Raperda dokum
dukungan angan p 170.000.000
. tentang en
sistem dasar | Bencana
kelembaga
penanggulan | Kabupaten
an PB Kota
gan bencana | /Kota
Palu
Peningkata
Penguatan | n kapasitas 1
Kelembaga | SDM dan dokum
an kelemagaa en 50.000.000
Bencana n PB Kota
Palu
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4

dokum
. en
Kerjasama i
antar rencan
lembaga Penguatan | a
g kelembaga rogra
dan elembag prog
kemitraan an dan | m, nota 1 1 1
dalam program kesepa 260.000.000
1 Forum PRB | haman,
penangsu Kota Palu bentuk
agan
bencana bentuk
kemitr
aan
Pengelolaa
n sistem
data base,
Pengelolaa | pengelolaa
n dan | n website,
Pemanfaat | pengelolaa 5
an Sistem | n aplikas | 1.183.398.54 1 1 1
Informasi dashboard i 5
Kebencana | pengelolaa
an n risiko
bencana
dan media
sosial
Pembinaa
n dan
Pengawasa | Pemantau
n an dan 47
Penyeleng evaluasi kegiata 642.746.000 10 12 15
garaan penyelengg n ’ :
penanggul | araan PB
angan
bencana
92.099.923.
222
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DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT- PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)

PROGRAM SIPD

Usulan Tahun Pelaksanaan
Rl Kegiatan Target Estimasi biaya Keterang
AN Prosram Indikator Kesiatan Indikator Sub- PB 202 202 202 202 2026 an
g Program & Kegiatan Kegiatan 2 3 4 )
Program Cakupan Pengelolaan Cakupan Operasi Pemelihara
Pengelolaan pengelolaan SDA dan | pengelolaan | dan an Tanggul
Sumber Sumber Bangunan Sumber Pemelihar | dan Tebing
Daya Air | Daya Air | Pengaman Daya Air | aan Sungai
(SDA) (SDA) Pantai pada | (SDA) Tanggul untuk
Wilayah Persentase dan antisipasi
Sungai (WS) | irigasi Kota | Tebing daerah 3.374.768.111
dalam 1 | dalam Sungai yang
(Satu) Daerah | kondisi baik terdampak
Kabupaten / | Rasio alur alam
Kota jaringan
irigasi
Pengembanga | Persentase Penyusun Memasuka
n dan | Irigasi an n analisis
Pengelolaan dalam Rencana risiko
Sistem Irigasi | Kondisi Teknis bencana
Primer dan | Baik dan dalam
Sekunder Dokumen proses
pada Daerah Lingkunga | penyusuna 5
Irigasi  yang n Hidup | n rencana dokum 643.319.890 1 1 1 1 1
yang luasnya untuk tekis dan en
dibawah Konstruks | dokumen
1000 Ha i Irigasi | LH untuk
dalam dan Rawa | kontruksi
Daerah irigasi dan
Kabupaten / rawa
Kota
Rehabilita Menginteg
si rasikan
Jaringan analisis
Irigasi risiko
Permukaa | bencana di
n wilayah 43507 20.283.208.16 712 783 862 948 1043
sasaran m 6 9 3 5 4
6
dalam
proses
rehabiliasi
irigasi
permukaan
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Operasi Sosialisasi
dan kepada
Pemelihar | masyaraka
aan t
Jaringan sepanjang
Irigasi jaringan
Permukaa | tentang 158 174 191 210
n korelasi 9660m | 5 337.581.739 | 2 1 5 6 | 2317
irigasi
dalam
upaya
pencegaha
n dan
mitigasi
bencana
Program Persentase Pengelolaan Persentase Penyusun Mengguna
Pengelolaan penduduk dan Ketersediaa an kan KRB
dan berakses air | Pengembanga | n Air Bersih | Rencana, dalam
Pengembanga | minum n Sistem | dalam Kebijakan, | perencana
n Sistem Penyediaan memenuhi Strategi an
Penyediaan Air Minum | kebutuhan dan pembangu 5
Air Minum (SPAM) di | sehari-hari Teknis nan; dokum 1 1 1 1 1
Daerah SPAM Pembangu 623.483.338
Kabupaten/K nan SPAM en
ota untuk
daerah
yang
terdampak
bencana
Proporsi Supervisi
rumah Pembangu
tangga nan/Penin
dengan gkatan/Pe | Mengintegr
akses rluasan / | asikan 5
berkelanjuta Perbaikan | KRB dan dokum 1 1 1 1 1
n terhadap SPAM RPB dalam en 1.859.155.578
air minum proses
layak, supervisi
perkotaan
dan
pedesaan
Pembangu Mengguna
nan SPAM | kan KRB
Jaringan dan RPB | 184286 301 332 365 401 | 4419
Perpipaan | dalam m ;5'809'132'34 86 04 24 77 5
di porses
kawasan pembangu
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Perkotaan | nan
Operasi
dan
Pemelinar 14345 235 | 258 | 284 | 312 | .0
di m 4.830.782.477 0 5 3 7
Kawasan
Perkotaan
Program Persentase Pengelolaan Cakupan Penyusun Pembangu
Pengelolaan drainase dan Pengelolaan | an nan
dan dalam Pengembanga | dan Rencana, drainase
Pengembanga | kondisi baik n Sistim | Pengembang | Kebijakan, | dalam
n Sistem Drainase an  Sistim | Strategi kondisi
Drainase yang Drainase dan baik
terhubung yang Teknis /pembuan 5
Langsung terhubung S1st§m gan alllran dokum 626.535.888 1 1 1 1 1
dengan Langsung Drainase air  tidak en
sungai dalam | dengan Perkotaan | tersumbat
Daerah sungai
Kabupaten / | dalam
Kota Daerah
Kabupaten
/ Kota
Persentase Supervisi Menginteg
jalan  yang Pembangu | rasikan
memiliki nan / | KRB dan
drainase Peningkat RPB dalam 5
an/ proses dokum 1 1 1 1 1
Rehabilita | supervisi en 1.849.131.210
si Sistem
Drainase
Perkotaan
Peningkat
an
Saluran 14166 | 51 833.832.48 | 210 | 241 | 277 | 319 | 5675
- m 1 6 9 5
Drainase 8
Perkotaan
Operasi Sosialisasi
dan korelasi
Pemelihar | pemelihara | 188787 280 322 370 425 | 4897
aan an m 5.794.615.702 00 00 30 85 2
Sistem drainase
Drainase sebagai
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bagian

upaya
mitigasi
dan
kesiapsiag
aan
bencana
Program Tingkat Penyelenggar Persentase Penyusun Pembangu
Penyelenggar Kemantapan | aan Jalan | jalan dalam | an nan jalan
aan Jalan Jalan Kabupaten / | Kondisi Rencana, sebagai
kabupaten/ Kota Baik dan | kebijakan, | sarana
kota Sedang Strategi evakuasi
Pengemba | bencana
ngan
Jgringan d o 3 3 3 3 3
Jalan OXUM 1 5.212.198.600
serta en
Perencana
an Teknis
Penyeleng
garaan
Jalan dan
Jembatan
Mengguna
kan KRB
dan RPB
dalam
porses
perencana
an
Sosialisasi
}EE;"‘S?g 9.032.652.074
Pembebas | jalan
an untuk
Rasio Lahan/Ta | evakuasi
panjang Persentase nah untuk | pada
jalan dengan jembatan Penyeleng | wilayah
jumlah dalam garaan rawan
penduduk kondisi baik | Jalan bencana
Mengguna
kan KRB 10
Surve dan RPB
Kondisi | dalam dokum | 3 348 689.800 | 2 2 2 2 2
Jalan/ porses en
Jembatan survey
Pembangu | Mengguna 90508 148 163 179 197 | 2170
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nan Jalan

kan KRB
dan RPB
dalam
porses
pembangu
nan;
Menintegra
sikan funsi
jalan
sebagai
jalur
evakuasi
sesuai
jenis
ancaman
bencana
yang ada

km

80.824.167.33
0

25

08

38

32

Rehabiltas
i Jalan

Mengguna
kan KRB
dan RPB
dalam
porses
rehabilitasi
Mengintegr
asikan
sebagai
jalur
evaluasi
pada
wilayah
rawan
bencana

353406
km

224.810.699.0
99

578
87

636
76

700
43

770
48

8475

Pemelihar
aan
Berkala
Jalan

Sosialisasi
fungsi
jalan
sebagai
jalur
evakuasi
dan
operasi
tangap
daruraat

52565
km

35.141.352.11
5

861

947

104
18

114
60

1260

Pemelihar
aan Rutin
Jalan

2442
km

34.867.931.23
4

400

440

484

532

586

84



Pemelihar

aan Rutin Hkm 4 204412000 | 2 2 2 2 3
Jembatan
Penyelenggar Jumlah Pelaksana | Pelatihan
aan Pelatihan | Tenaga an untuk
Tenaga Terampil Pelatihan Tenaga
Cakupan Terampil yang di | Tenaga Terampil
pengembgng Konstruksi hasilkan Terampil Konstruksi 200 974.428.543,0 40 40 40 40 40
an jasa Konstruks | yang orang |
Program konstruksi i sesuai
Pengembanga standar
n Jasa kompetensi
Konstruksi
Rasio tenaga
operator/
teknisi/
analisis yang
memiliki
sertifikat
kompetensi

Rasio proyek
yang

menjadi
kewenangan
pengawasan
nya tanpa
kecelakaan
konstruks

518.302.077.
729
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DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTAHANAN - PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)

PROGRAM SIPD

Usulan

Kegiatan Target Eit.lmaSI Tahun Pelaksanaan LA
SASAR PB laya an
AN o Indikator Kepaan Indikator Sub- 202 202 202 202 202
Program Kegiatan Kegiatan 2 3 4 S 6
Penataan Rasio Penyelenggara | Jumlah Penyelen Mengguna
Bangunan bangunan an Bangunan | Bangunan ggaraan kan KRB
Gedung ber- IMB | di Wilayah | Gedung yang | Penerbita | dan RPB
per satuan | Daerah  Kota | memenuhi n ljin | dalam
bangunan Palu, standar Mendirik | porses
Pemberian Izin | teknis an penerbitan
Mendirikan bangunan Banguna | IMB, SLF
Bangunan Gedung n (IMB), | Audit
(IMB) dan Sertifikat | bangunan
Sertipikat Laik Laik berisiko
Fungsi Fungsi
Bangunan (SLF),
Gedung Peran
onaga g’g’ii 3.706.921.6 | 550 | 605 | 666 | 732 | 805
g g | 68
Banguna
n
Gedung
(TABG).
Pendataa
n
Banguna
n
Gedung,
serta
Impleme
ntasi
SIMBG
Persentase Jumlah Penyusu Mengguna
Bangunan Dokumen nan kan KRB
yang Pendataan Regulasi dan RPB
ditargetkan Bangunan terkait serta
memenuhi Gedung yang | banguna | analisis 11
standar disusun n gedung | risiko
teknis kabupate | bencana peratur 69.253.320 3 2 2 2 2
bangunan n/kota yang lebih an
Gedung spesifik
dalam
porses
penyusuna
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n regulasi

terkait
bangunan
dan
gedung
Persentase Jumlah
Regulasi Regulasi
penyelengga terkait
raan penyelenggar
bangunan aan
gedung di bangunan
Wilayah gedung di
Kota Palu Wilayah Kota
Palu yang
ditetapkan
Penataan Persentase Penyelenggara | Jumlah Penataan Audit
Bangunan laporan an Penataan | laporan Banguna | bangunan
dan penyelengga | Bangunan dan | penyelenggar | n dan | berisiko
Lingkungann | raan Lingkunganny | aan Lingkung | Mengintegr
ya pembinaan a di Daerah | pembinaan an asikan 5
penataan Kota Palu penataan KRB dalam
bangunan bangunan proses penata 206.449.543 1 1 1 1 1
dan dan penataan an
lingkungan lingkungan bangunan
yang dan
dilaksanaka lingkungan
n
Persentase Jumlah Monitori Mengguna
Bangunan Bangunan ng kan KRB
yang yang Penataan | dan
dimonitorin dimonitoring | banguna Mengintegr
g dan dan n dan | asikan
ditertibkan ditertibkan Lingkung | perspeksif 1604
an PRB dalam gedung | 352.618.786 200 303 333 366 403
proses
pemantaua
n penataan
bangunan
dan
lingkungan
Penyelenggar Persentase Penetapan Jumlah Penetapa | Mengguna
aan Penataan | luas RTH | Rencana Tata | Peraturan n kan KRB
Ruang dari luas | Ruang Wilayah | Pelaksanaan | Kebijaka dan RPB 5
wilayah (RTRW) dan | Tata Ruang | n dalam | dalam peratur | 5.000.004.0 1 1 1 1 1
kota Rencana Rinci | yang Rangka porses an 60
Tata Ruang | ditetapkan Pelaksan | penetapan
(RRTR) aan kebijakan
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Kab/Kota Penataan | pelaksanaa
Ruang n penataan
ruang
Persentase Sosialisa | Menyertak
kesesuaian si an regulasi
pemanfaata Kebijaka PB, KRB
n ruang n dan | dan RPB
dengan Peratura sebagai
RTRW n bagian
: 5
Perunda materi
ng- sosialisasi | PPN | 167 700.136
undanga | peraturan an
n Bidang | perundang
Penataan | -undangan
Ruang tentang
penataan
ruang
Ketaatan Koordinasi Jumlah Koordina | Pelibatan
terhadap dan Laporan si dan | forum PRB
RTRW Sinkronisasi pemanfaatan | Sinkronis | Kota Palu
Pemanfaatan ruang yang | asi dan
Ruang Daerah | disusun Pemanfa institusi
Kabupaten /Ko atan PB sebagai 5
ta Suang z:gzﬁg‘gl laporan | 67.485.058
Investasi | kepentinga
dan n
Pembang
unan
Daerah
Koordinasi Jumlah Koordina | Pelibatan
dan dokumen si dan | forum PRB
Sinkronisasi pengendalia Sinkronis | Kota Palu
Pengendalian n asi dan
Pemanfaatan pemanfaatan | Pemberia | institusi
Ruang Daerah | ruang yang | n Insentif | PB sebagai 1 5 213.814.527
Kabupaten/Ko | disusun dan bagian dari aporan ’ ’
ta Disinsent | pemangku
if Bidang | kepentinga
Penataan | n
Ruang
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Koordina | Pelibatan
si dan | forum PRB
Sinkronis | Kota Palu
asi dan
Penertiba | institusi 5
n dan | PB .sebaga} dokum 550.795.449
Penegaka | bagian dari en
n Hukum | pemangku
Bidang kepentinga
Penataan | n
Ruang
Operasio
nalisasi
Tugas
dan
fungsi
Penyidik )
Pegawai dokum | 55 39 606
Neger en
Sipil
(PPNS)
bidang
Penataan
Ruang
Koordina Pelibatan
si forum PRB
Pelaksan | Kota Palu
aan dan
Penataan | institusi )
Ruang PB sebagai | laporan | 188.962.657
bagian dari
pemangku
kepentinga
n
10.648.487.
810
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DINAS KESEHATAN - PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)

SASAR
AN

PROGRAM SIPD

Usulan
Kegiatan PB

Target

Estimasi
biaya

Tahun Pelaksanaan

Keterang
an

Program

Indikator
Program

Kegiatan

Indikator
Kegiatan

Sub-
Kegiatan

20

2023

202
4

202
5

2026

Program
Pemenuhan
Upaya
Kesehatan
Perorangan
& Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Persentase
pemenuhan
SPM
Kesehatan

Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan untuk
UKM & UKP
Kewenangan
Daerah
Kab/Kota

Terlaksanan
ya pelayanan
kesehatan
UKM UKP

Pembang
unan
Puskesm
as

Mengguna
kan KRB
Kota Palu
dalam
proses
perencana
an
pembangu
nan;
Mengintegr
asikan
PRB dalam
proses
pembangu
nan

2 PKM

1.002.412.50
0

Pembang
unan
Fasilitas
Kesehata
n
Lainnya

Mengguna
kan KRB
Kota Palu
dalam
proses
perencana
an
pembangu
nan;
Mengintegr
asikan
PRB dalam
proses
pembangu
nan

1 paket

400.000.000

Pengemb
angan
Puskesm
as

Mengguna
kan KRB
dan RPB
dalam
proses
perencana
an dan
pengemba
ngan

14 PKM

6.000.000.00
0
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Mengguna

kan KRB
dan RPB
dalam
Rehabilit proses
asi dan | perencana
Pemeliha | an; 14 PKM | 6.339.837.67
raan Mengintegr 7
Puskesm | asikan
as prinsip
PRB dalam
proses
rehabilitasi
Puskesmas
Mengguna
kan KRB
dan RPB
Rehabilit | dalam
asi dan | proses
Pemeliha | perencana
raan an;
Fasilitas | Mengintegr | > T2S™ | 770.000.000
Kesehata | asikan
n prinsip
Lainnya PRB dalam
proses
rehabilitasi
Faskes
Mengguna
kan KRB
dan RPB
dalam
Rehabilit | proses
asi dan | perencana
Pemeliha | an;
raan Mengintegr 3
Rumah asikan . 1.050.000.00
. L Rumdis
Dinas prinsip 0
Tenaga PRB dalam
Kesehata | proses
n rehabilitasi
rumah
dinas
tenaga
kesehatan
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Pengadaa Mengguna
n Sarana | kan KRB
Fasilitas dan RPB
Pelayana | dalam 42 Unit 381.719.000 28 14
n proses
Kesehata | identifikasi
n kebutuhan
Pengadaa Mengguna
n kan KRB
Prasaran | dan RPB
a dan | dalam
Penduku | proses
ng identifikasi 5 PKM | 4.980.000.00 1
Fasilitas kebutuhan 0
Pelayana
n
Kesehata
n
Pengadaa | Mengguna
n Alat | kan KRB
Kesehata | dan RPB
n/Alat dalam
Penunjan | proses
g Medik | identifikasi | 5 paket 1 1
Fasilitas kebutuhan 803.794.480
Pelayana
n
Kesehata
n
Mengguna

Pengadaa | kan KRB
n dan | dan RPB
Pemeliha | dalam 5 paket 880.000.000 1 1
raan Alat | proses
Kalibrasi identifikasi

kebutuhan

Mengguna

kan KRB
Pengadaa | dan RPB
n Obat, | dalam 5 paket | 45.388.512.9 1 1
Vaksin proses 29

identifikasi

kebutuhan
Pengadaa
n Bahan 5 paket | 27.936.145.0 1 1
Habis 00
Pakai
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Penyediaan Peningkatan Mengguna
Layanan pelayanan zrelngelola kan KRB
Kesehatan untuk | kesehatan Pelayana dan RPB
UKM & UKP | UKM UKP dalam 41.985 7.7 8.5 8.5
Rujukan Tingkat n proses bumil 2.438.307.00 70 8.547 47 47 8.547
Kesehata 0
Daerah n Ibu pengelolaa
Kab/Kota Hamil n
kesehatan
Mengguna
Zﬁngelola kan KRB
Pelayana dan RPB
n dalam 40.048 1 5 563.125.00 | * | 8158 | &1 | &1 | g1s8
proses bulin 16 58 58
Kesehata 0
pengelolaa
n Ibu
. n dan
Bersalin
pelayanan
Pengelola
an
Pelayana KRB dan
n RPB dalam | 36.921 6.8 7.5 7.5
Kesehata | proses bayi 5'254'800'00 37 7.521 21 21 7.521
n Bayi | pengelolaa
Baru n dan
Lahir pelayanan
Pengelola KRB dan
an RPB dalam 45
Pelayana | proses 243.85 15’ 49.67 49. 49. 49.67
n pengelolaa 4 balita | 168.585.628 4 674 | 674 4
8
Kesehata | n dan
n Balita pelayanan
Pengelola
an
Pelayana
n KRB dan | 225.41 41.
45.91 45. 45. 45.91
Kesehata | RPB dalam 6. 054.303.364 74 P 918 | 918 P
n pada | proses murid 4
Usia pengelolaa
Pendidik n dan
an Dasar | pelayanan
Pengelola
an
Pelayana KRB dan
n RPB dalam | 275.42 25 | 275 | 215 | 275 | 2754
Kesehata | proses 2 jiwa 18.787.146 y 22 ’ ’ 22
84 2 2
n pada | pengelolaa
Usia n dan
Produktif | pelayanan
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Pengelola
an
Pelayana

KRB dan

27.

n RPB dalam | 29.115 29.11 29. 29. 29.11
Kesehata | proses jiwa 2'530'103'66 486 5 115 115 5
n pada | pengelolaa
Usia n dan
Lanjut pelayanan
Pengelola
an
Pelayana
n KRB dan 28.

31.063 31.06 | 31. 31. 31.06
Kesehata | RPB dalam | "0 | 10011645 | 23| 3 | 063|063 | 3
n proses 9
Penderita | pengelolaa
Hipertens | n dan
i pelayanan
Pengelola
an
Pelayana
n KRB dan

10.051 9.1 10.05 10. 10. 10.05
Keschata Efolie‘sialam jiwa | 12.156.389 | 37 | 1 | o051 | 051 | 1
Penderita | pengelolaa
Diabetes n dan
Melitus pelayanan
Pengelola
an
Pelayana
n
Kesehata KRB dan 795 72
n Orang | RPB dalam kasus 14.919.204 3 795 795 | 795 795
dengan proses
Ganggua | pengelolaa
n Jiwa | n dan
Berat pelayanan
Pengelola
an
Pelayana
n KRB dan 14.

16.385 16.38 16. 16. 16.38
Kesehata | RPB dalam |~ ™ | 143997050 | 82 | 5 | 385|385 | 5
n Orang | proses 5
terduga pengelolaa
Tuberkul | n dan
osis pelayanan
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Pengelola

an

Pelayana

n

Kesehata KRB dan 7.192 6.5 7.1 7.1

n Orang | RPB dalam | kasus | 91.366.313 | 38 | /192 | o2 | o2 | 7192

dengan proses

ResikoTe pengelolaa

rinfeksi n dan

HIV pelayanan

Pengelola

an

Pelayana

n 46

Kesehata KRB dan

n  bagi | RPB dalam Kfllura 147.534.354 | 40 | 46 | 46 | 46 | 46
an

Pendudu | proses

k  pada | pengelolaa

kondisi n dan

KLB pelayanan

Pengelola

an

Pelayana

n

Kesehata

n bagi

Pendudu

k 46

terdan.lp.a Kelura 157.135.139 46 46 46 46 46

k Krisis han

Kesehata

n Akibat | KRB dan

Bencana RPB dalam

dan/atau | proses

Berpoten | pengelolaa

si n dan

Bencana | pelayanan

zflngelola '70

Pelayana KRB dan G;%%r’

o RPB dalam | Gooyr | 4.321.383.74 | 1 | 1470 | 147 | 147 | 1470

Kesehata | proses 650 0 70 0 0

n Gizi | pengelolaa bumil

Masyara n dan um
KEK

kat pelayanan
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Pengelola
an
Pelayana

KRB dan

120
n RPB dalam 12
Kesehata | proses Pegawa | 91.065.166 0 120 120 | 120 120
n Kerja | pengelolaa !
dan n dan
Olahraga | pelayanan
Pengelola
an
Pelayana KRB dan
n RPB dalam .
Kesehata | proses 10 kali 40.924.206 2 2 2 2 2
n pengelolaa
Lingkung | n dan
an pelayanan
Pengelola
an
Pelayana
n 46
Kesehata Kelura 38.789.931 46 46 46 46 46
n han
Promosi
Kesehata
n
Pengelola
an
Pelayana
n
Kesehata
n
Tradision
al, 95
Akupunt Batra | 138.784.517 | '° | 7% | 80 | 8 | 90
ur,
Asuhan KRB dan
Mandiri RPB dalam
dan proses
Tradision | pengelolaa
al n dan
Lainnya pelayanan
Pengelola KRB dan
an RPB dalam
Surveilan | proses K 16 46 46 46 46 46
s pengelolaa E:;a 11.189.403
Kesehata | n dan
n pelayanan
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Pengelola
an

Pelayana
n
Kesehata 14
n Orang | KRB dan | Puskes 14 14 14 14 14
dengan RPB dalam mas 28.180.719
Masalah proses
Kesehata | pengelolaa
n Jiwa | n dan
(ODMK) pelayanan
Pengelola
an
Pelayana KRB dan
n RPB dalam 1 ?{
Kesehata | proses Puskes 29.009.564 14 14 14 14 14
- mas
n Jiwa | pengelolaa
dan n dan
NAPZA pelayanan
12
bulan
Makmi
n
Rawat
Pengelola Inap
an Upaya Pasien | g g57 56250 | 12 | 12 | 12 | 12 12
Kesehata & 0
n Khusus | KRB dan | belanja
RPB dalam Jasa
proses Puskes
pengelolaa mas
n dan Sore
pelayanan Hari
Pelayana
n
Kesehata
n KRB dan
. 10 100 | 100
Penyakit RPB dalam 100% 330.543.261 0% 100% % % 100%
Menular proses
dan pengelolaa
Tidak n dan
Menular pelayanan
Pengelola | KRB dan | 70.000
an RPB dalam jiwa 70
Jaminan proses Jamkes | 161.920.502. OO. 70.00 70. 70. 70.00
Kesehata | pengelolaa da, 2 520 0 0 000 | 000 0
n n dan paket
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Masyara pelayanan kapitas
kat i/non
Deteksi
Dini
Penyelah
Fonyel 75
NAPZA di Sekola | 197065504 | 1° | 15 | 15 | 15| 15
h
Fasyanke
s dan
Sekolah
Pengamb
ilan dan
Pengirim
an
Spesimen
Penyakit 49
Potensial Kasus | 63.641.458 & | 1t | 1010} 10
KLB ke
Lab
Rujukan
/Nasiona
1
Menginteg

rasikan
Penyelen PRB . 46
ggarann sebggal Kelura
Kota bagian han, 8 950.000.000 46 46 46 46 46
Sehat dalam Kecama

penyelengg tan

araan Kota

Sehat
Penyedia
an
Telemedi 1 Paket
cine di Perang
Fasilitas kat 1
Pelayana PSC11 350.000.000
n 9
Kesehata
n
Operasio Menginteg
nal rasikan
Pelayana | PRB dalam 14

Puskes | 41.695.997.0 14 14 14 14 14
n proses
. mas 76

Puskesm | operasional
as pelayanan
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Puskesmas

Operasio
nal
Pelayana
n
Fasilitas
Kesehata
n
Lainnya

Menginteg
rasikan
PRB dalam
proses
operasional
pelayanan
Faskes

10 RS

304.531.352

10

10

10

10

10

Pelaksan
aan
Akreditas
i Fasilitas
Kesehata
n di
Kab/Kota

10
Puskes
mas

2.328.590.88
2

Investiga
si  Awal
Kejadian
tidak
diharapk
an
(Kejadian
Ikutan
Pasca
Imunisas
i dan
Pemberia
n  Obat
Massal)

38.250
siswa

59.262.395

7.5
00

8.250

7.5
00

7.5
00

7.500

Program
Pemberdaya
an
Masyarakat
Bidang
Kesehatan

Cakupan
pemberdaya
an
masyarakat
bidang
kesehatan

Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan
Peran serta
Masyarakat dan
Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kab/Kota

Terjalin
kerjasama
antar dunia
usaha/swast
a/LSM
dengan
pihak
kesehatan

Peningka
tan
Upaya
Promosi
Kesehata
n7
Advokasi,
Kemitraa
n dan
Pemberd
ayaan
Masyara
kat

Menyertak
an materi
PRB dalam
disain
peningkata
n upaya
promosi
kesehatan

10
kebijak
an

51.250.230
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Pelaksanaan Terwujudnya Menyertak
Sehat dalam | kesadaran an atau
Rangka Promotif | masyarakat mengintegr
Preventif Tingkat | untuk Penyelen | asikan
Daerah melakukan ggaraan PRB
Kab/Kota PHBS Promosi sebagai
Kesehata | bagian
n  dan | materi kelunah a6 | 46 | 46 | 46 | 46
Gerakan penyelengg € ;r{a 178.411.742
Hidup araan
Bersih promosi
dan kesehatan,
Sehat gerakan
hidup
bersih dan
sehat
Pengembangan Tingkat Bimbinga
dan Pelaksanaan | pengembang | n Teknis
UKBM Tingkat | an dan | dan
Daerah pemanfaatan | Supervisi
Kab/Kota UKBM Pengemb
angan
dan 226
Pelaksan Posyan 27
aan du, 50 | 8.507.936.50 276 276 | 276 276
6
Upaya Poskes | 1
Kesehata des
n Menginteg
Bersumb | rasikan
er Daya | paradigma
Masyara PRB dalam
kat bimtek dan
(UKBM) supervisi
336.857.038
.052
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DINAS PERHUBUNGAN - PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)

PROGRAM SIPD

Usulan

Kegiatan Target Eit.lmaSI Tahun Pelaksanaan WS
SASAR PB eyl L
AN .
Indikator . Indikator Sub- 202 202 | 202
Roce Program el Kegiatan Kegiatan 2 2023 4 5 2026
Program Persentas Penetapan Cakupan Pelaksan Membuat
Penyelenggar e layanan | Rencana Induk | Penetapan aan Rute Jalur
aan Lalu | angkutan Jaringan LLAJ | Rencana Penyusun | Evakuasi
Lintas dan | darat Kabupaten /Kot Induk an
. 3
Angkutan a Jaringan Rencana dokum 1 1 1
Jalan (LLAJ) LLAJ Induk 773.500.000
. en
Kabupaten/ Jaringan
Kota LLAJ
Kabupate
n/Kot
Penyediaan Terlaksanan Penyedia Pemasanga
Perlengkapan ya an n Rambu
Jalan di Jalan | Penyediaan Perlengka | Evakuasi
Kabupaten /Kot Perlengkapa pan Jalan | di
a n Jalan di | di Jalan | Beberapa 5 paket 406.539.000 1 1 1 1 1
Jalan Kabupate | titik Rawan
Kabupaten/ n/Kota Bencana
Kota
Rehabilit Mengguna
asi dan | kan KRB
Pemelihar | dan RPB
aan dalam
Perlengka | proses
pan Jalan | rehablitasi;
Memfungsi
kan
perlengkap 60
an  jalan |y | 519944788 | 12| 12| 12| 12 ] 12
sebagai
media
evakuasi
dan
kemudaha
n dalam
operasi
tanggap
darurat
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Pelaksanaan
Manajemen dan
Rekayasa Lalu
Lintas untuk
Jaringan Jalan
Kabupaten/Kot
a

Cakupan
Pelaksanaan
Manajemen
dan
Rekayasa
Lalu Lintas
untuk
Jaringan
Jalan

Pengadaa
n,
Pemasan
gan,
Perbaika
n dan
Pemelihar
aan
Perlengka
pan Jalan
dalam
rangka
Manajem
en dan
Rekayasa
Lalu
Lintas

Membuat
Rute Jalur
Evakuasi

S paket

441.157.500

Forum
Lalu
Lintas
dan
Angkutan
Jalan
Kabupate
n/Kota

48
bulan

112.500.000

12

12

12

12

2.253.641.2
88
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DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN - PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)

PROGRAM SIPD Sierslloea . . Tahun Pelaksanaan Keterang
SASAR Kegiatan Target Estimasi Ern
AN Program Igdlkator Kegiatan do izt Sub- PB oz 202 | 5023 | 2024 | 2025 | 2026
rogram Kegiatan Kegiatan 2
Program Cakupan Pencegahan Terlaksanan Pencegah Mengguna
Pencegahan, | layanan ,Pengendalian,p ya kegiatan | an kan KRB
Penanggulan | bencana emadaman,peny | Pencegahan Kebakara | dalam
gan, kebakaran elamatan dan | ,Pengendalia | n Dalam | upaya
Penyelamata | kabupaten penanganan n,pemadama | Daerah pencegaha
n kebakaran | /kota bahan n,penyelama | Kabupate | n jenis-
dan berbahaya dan | tan dan | n / Kota jenis
Penyelamata beracun penanganan ancaman
n Non kebakaran bahan bencana
Kebakaran dalam  daerah | berbahaya yang ada
kabupaten dan beracun di Kota .
/kota kebakaran Palu; S0kali | 460938416 | © 8 101 12 14
dalam Pelibatan
daerah forum PRB
kabupaten Kota Palu
/kota sebagai
mitra
dalam
upaya
pencegaha
n
kebakaran;
Pemada
man dan
Pengenda
lian 60
Kebakara 2.604.056.3 12 12 12 12 12
bulan
n Dalam 43
Daerah
Kabupate
n/Kota
Penyelam
atan dan
Evakuasi
Korban 60
Kebakara bulan 269.589.451 12 12 12 12 12
n dan
Non
Kebakara
n
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Penanga
nan
Bahan
Berbahay
a dan
Beracun
Kebakara
n Dalam
Daerah
Kabupate
n/kota

56 item

65.227.114

10

10

12

12

12

Standaris
asi
Sarana
dan
Prasaran
a
pencegah
an,Penan
ggulanga
n
Kebakara
n dan
Alat
Pelindun
g Diri.

Mengguna
kan KRB
dalam

proses

penyusuna
n standar
sarana dan
prasarana

dokum
en

31.932.000

Pengadaa
n Sarana
dan
Prasaran
a
Pencegah
an,
Penaggul
angan
kebakara
n dan
alat
Pelindun
g Diri

200
item

3.842.531.9
62

30

40

40

40

50

Pembina
an
Aparatur
Pemada
m
Kebakara
n

114
orang

53.184.180

15

15

20

24

40
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Inspeksi
Peralatan
Proteksi
Kebakaran

Terlaksanny
a Inspeksi
Peralatan
Proteksi
Kebakaran

Pendataa
n Sarana
Prasaran
a
Proteksi
Kebakara
n

1613
bangun
an

17.644.950,
00

304

313

322

332

342

Penilaian
Sarana
Prasaran
a
Proteksi
Kebakara
n

1613
bangun
an

107.271.128
,00

304

313

322

332

342

Investigasi
Kejadian
Kebakaran

Terlaksanny
a Investigasi
Kejadian
Kebakaran

Investiga
si
Kejadian
Kebakara
n,
meliputi
Penelitia
n dan
Pengujia
n
Penyebab
Kejadian
Kebakara
n

31 kali

20.825.000,
00

Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
Pencegahan
Kebakaran

Terlaksanny
a
Pemberdaya
an
Masyarakat
dalam
Pencegahan
Kebakaran

Pemberd
ayaan
Masyara
kat
dalam
Pencegah
an dan
Penangg
ulangan
Kebakara
n melalui
Sosialisa
si dan
Edukasi
Masyara
kat

Pelibatan
Forum
PRB dalam
proses
pemberday
aan
masyaraka
t

322
orang

129.977.575
,00

119

56

56

56

35
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Pembent Pelibatan
ukan dan | forum PRB
Pembina
an 46
Relawan kelurah | 188.000.000 8 8 8 8 5
Pemada an ,00
m
Kebakara
n
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)
SIS LTS Ofsie) ] Estimasi Keteranga
Kegiatan Target . Tahun Pelaksanaan
SASAR PB biaya n
AN i apsaisa Indikator et Indikator Sub- 202 | 202 202 202 2026
Program Kegiatan Kegiatan 2 3 4 5
Program Persentase | Penanganan Cakupan Pelaksana | Pelaksanaa
Penanganan capaian Kerawanan Penanganan an n
Kerawanan penangana | Pangan Kerawanan Pengadaa Pengadaan
Pangan n Kewenangan pangan n, s
kerawanan | Kabupaten/Kota | kewenangan Pengelolaa | Pengelolaa
pangan kabupaten/k n, dan | n dan
ota Penyalura | Penyaluran
n Cadangan
Cadangan | Pangan
Pangan pada 180 ton | 1.980.000.0 | 40 | 30 | 30 | 40 40
pada Kerawanan 00
Kerawana Pangan
n Pangan | yang
yang Mencakup
Mencakup | dalam 1
dalam 1 | (satu)
(satu) Daerah
Daerah Kabupaten
Kabupate /Kota
n/Kota
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Program Produksi Pengelolaan Cakupan Penjamina | Penjamina
Pengelolaan perikanan Penangkapan pengelolaan n n
Perikanan tangkap Ikan di Wilayah | penangkapan | Ketersedia | Ketersedia
Tangkap (ton) Sungai, Danau, | ikan an Sarana | an Sarana
Waduk, Rawa, Usaha Usaha
dan Genangan Perikanan | Perikanan 300
Air Lainnya yang Tangkap Tangkap . 1120000000 200 200 200 200 200
dapat unit 0
Diusahakan
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/
Kota
Program Cakupan Pelaksanaan Terlaksanany | Pengemba | Pengemba
Penyuluhan Bina Penyuluhan a ngan ngan
Pertanian Kelompok Pertanian Penyelenggar Kapasitas Kapasitas
Tani (%) aan Kelembag Kelembaga 5
Penyul_uhan aan Petani an Petani | kegiata 533.842.596 1 1 1 1 1
Pertanian di di n
dan Kecamata Kecamatan
Perikanan n dan | dan Desa
Desa
17.234.142.
204
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DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)

RO (D) ey Estimasi Keteranga
Kegiatan Target bi Tahun Pelaksanaan
SASAR PB LAV L
AN . .
Program I;‘S;:r"‘atg Kegiatan ?ggﬁg Kes;i‘;'an 282 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Program Pencapaian | Pengelolaan Terlaksananya | Pembang | Mengguna
Pengelolaan Standar Pendidikan Pengelolaan unan kan KRB
Pendidikan Pelayanan Sekolah Dasar Pendidikan Unit dalam
Minimal Sekolah Dasar | Sekolah perencana
Pendidikan Baru an
(USB) pembangu
nan; 2 unit | 2.660.953.1 1 1
Menyiapka 04
n sekolah
sebagai
bagian
sekolah
aman
bencana
Penamba Mengguna
han kan KRB
Ruang sebagai
Kelas pertimbang | 10 unit 3.533.558 2 2 2 2 2
Baru an dalam
pembangu
nan
Pembang | Mengguna
unan kan KRB
Ruang sebagai
Guru/Ke | pertimbang | 35 unit 87.267.292 7 7 7 7 7
pala an dalam
Sekolah/ | pembangu
TU nan
Pembang | Mengguna
unan kan KRB
Perpusta | sebagai
kaan pertimbang
Sekolah an dalam | 12 unit 3.644.126 2 3 3 2 2
pembangu
nan
perpustaka
an
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Pembang Mengguna
unan kan KRB
Sarana, sebagai
Prasaran | pertimbang | 25 unit 8.918.518 5 5 5 5 5
a dan | an dalam
Utilitas pembangu
Sekolah nan
Rehabilit Proses
asi rehabilitasi
Sedang/ sebagai
Berat bagian
Ruang dalarr.1 25 unit 6.142.522 5 5 5 5 5
Kelas menyiapka
n sekolah
aman
bencana
Rehabilit Proses
asi rehabilitasi
Sedang/ sebagai
Berat bagian
Ruang dalam 30 unit 4.754.504 6 6 6 6 6
Guru/Ke | menyiapka
pala n sekolah
Sekolah/ | aman
TU bencana
Rehabilit Proses
asi rehabilitasi
Sedang/ sebagai
Berat bagian
Perpusta dalam 40 unit 5.448.523 8 8 8 8 8
kaan menyiapka
Sekolah n sekolah
aman
bencana
Rehabilit Proses
asi rehabilitasi
Sedang/ sebagai
Berat bagian 50
Sarana, dalam paket 4.693.957 10 10 10 10 10
Prasaran | menyiapka
a dan | n sekolah
Utilitas aman
Sekolah bencana
Pengadaa
rslek(l)vllaeﬁel Spaket | ¢ o000 1 1 1 1 1
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Pengadaa | Perlengang
n kapan
Perlengk eduksasi
apan PRB 10.680.014
Sekolah
Pengadaa
n
Perlengk 1.686.821.4
apan 05
Siswa
Pengadaa | Alat
n Alat | praktik
Praktik edukasi
dan PRB 6set | 104.365.954
Peraga
Siswa
PAUD
Pengelolaan Terlaksananya | Pembang | Mengguna
Pendidikan Pengelolaan unan kan KRB
Sekolah Pendidikan Unit dalam
Menengah Sekolah Sekolah perencana
Pertama Menengah Baru an
Pertama (USB) pembangu
natl | 2 unit | 3.701.666.5
Menyiapka 63
n sekolah
sebagai
bagian
sekolah
aman
bencana
Penamba Mengguna
han kan KRB
Ruang sebagai
Kelas pertimbang | 30 unit 32.100.609
Baru an dalam
pembangu
nan
Pembang | Mengguna
unan kan KRB
Ruang sebagai
Guru/Ke | pertimbang | 35 unit 1.170.965
pala an dalam
Sekolah/ | pembangu
TU nan
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Pembang | Mengguna
unan kan KRB
Ruang sebagai
Unit pertimbang
Kesehata | an dalam | 50 unit 7 025.793 10 10 10 10 10
n pembangu
Sekolah nan
perpustaka
an
Pembang Mengguna
unan kan KRB
Perpusta | sebagai
kaan pertimbang
Sekolah an dalam
pembangu 45 unit 1.170.965 9 9 9 9 9
nan
Disain
sekolah
aman
bencana
Pembang Proses
unan rehabilitasi
Laborator | sebagai
ium bagian
dalam 10 unit 3.210.060 2 2 2 2 2
menyiapka
n sekolah
aman
bencana
Pembang Proses
unan rehabilitasi
Sarana, sebagai
Prasaran | bagian
a dan dalam 5 paket 4.683.862 1 1 1 1 1
Utilitas menyiapka
Sekolah n sekolah
aman
bencana
Rehabilit Proses
asi rehabilitasi
Sedang/ sebagai
Berat bagian
Ruang dalan.l 75 unit 4.683.862 15 15 15 15 15
Kelas menyiapka
Sekolah n sekolah
aman
bencana
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Rehabilit Proses
asi rehabilitasi
Sedang/ sebagai
Berat bagian
Ruang dalam 35 unit 1.170.965 7 7 7 7 7
Guru menyiapka
Sekolah n sekolah
aman
bencana
Rehabilit Proses
asi rehabilitasi
Sedang/ sebagai
Berat bagian
Perpusta dalam 45 unit 4.683.862 9 9 9 9 9
kaan menyiapka
Sekolah n sekolah
aman
bencana
Rehabilit Proses
asi rehabilitasi
Sedang/ sebagai
Berat bagian
Laborator dalam 25 unit 7 467.429 5 5 5 5 5
ium menyiapka
n sekolah
aman
bencana
Rehabilit Proses
asi rehabilitasi
Sedang/ sebagai
Berat bagian
Rumah dalam
Dinas menyiapka | 20 unit 1.170.965 4 4 4 4 4
Kepala n sekolah
Sekolah/ | aman
Guru/Pe bencana
njaga
Sekolah
Rehabilit Proses
asi rehabilitasi
Sedang/ sebagai
Berat bagian
Sarana, dalan.l 50 unit 3.772.831 10 10 10 10 10
Prasaran | menyiapka
a dan | n sekolah
Utilitas aman
Sekolah bencana
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Pengadaa

n Mebel
Sekolah 1.170.965
Pengadaa | Pengadaan
n Alat | alat
Praktik praktik
dan edukasi I paket | g6 535.564
Peraga PRB
Siswa
Pengelolaan Terlaksananya | Pembang Mengguna
Pendidikan Pengelolaan unan kan KRB
Anak Usia Dini | Pendidikan Gedung/ | dalam
(PAUD) Anak Usia | Ruang perencana
Dini (PAUD) Kelas/Ru | an
ang Guru | pembangu
PAUD Monyiapka | © Paket 1.004.333.9
n sekolah
sebagai
bagian
sekolah
aman
bencana
Pembang Mengguna
unan kan KRB
Sarana, dalam
Prasaran | perencana
a dan | an
Utilitas pembangu
PAUD nan;
Menyiapka | 2 P2t | 386 762.664
n sekolah
sebagai
bagian
sekolah
aman
bencana
Pengadaa | Pengadaa
n Alat | n alat
Praktik praktik
dan tekait PRB 15 set 114.081.486
Peraga
Siswa
PAUD
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Pengelolaan Terlaksananya | Pengadaa
Pendidikan Pengelolaan n Mebel
Nonformal/Kese | Pendidikan Pendidik
taraan Nonformal/Ke an 200
setaraan Nonform paket 134.695.291 50 50 50 50
al/Keseta
raan
Pengadaa | Pengadaa
n Alat | n alat
Praktik praktik
dan tekait PRB
Peraga 6set | 83.083.757 8 3
Siswa
Nonform
al/Keseta
raan
Program Persentase Penetapan Tersedianya Penyusu
Pengembang | pemenuha Kurikulum Kurikulum nan
an n Muatan  Lokal | Muatan Lokal | Silabus
Kurikulum kebutuhan | Pendidikan Pendidikan Muatan 3
pengemba Dasar Dasar Lokal. . dokum 106.270.085 1 1 1
ngan Pendidik en
kurikulum an Dasar
muatan
lokal
Penyedia Materi
an Buku | PRB
Teks sebagai
Pelajaran | bagian
Muatan dalam
Lokal penyediaan 3
Pendidik buku teks dokum 1 1 1
an Dasar | Menyusun 80.582.317
buku teks en
pelajaran
terkait
kebencana
an Kota
Palu
Pelatihan Menyertak
Penyusu an materi
nan PRB dalam 50
ﬁurlkulu pelatihan orang 85.599 539 20 30
Muatan
Lokal
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Pendidik
an Dasar

Penetapan
Kurikulum
Muatan Lokal
Pendidikan
Anak Usia Dini
dan Pendidikan
Nonformal

Tersedianya
Kurikulum
Muatan Lokal
Pendidikan
Anak Usia
Dini dan
Pendidikan
Nonformal

Penyusu
nan
Kompete
nsi Dasar
Muatan
Lokal
Pendidik
an Anak
Usia Dini
dan
Pendidik
an
Nonform
al

Materi PRB
untuk
PAUD
(mengenal
jenis
ancaman)

dokum
en

99.175.780

Penyusu
nan
Silabus
Muatan
Lokal
Pendidik
an Anak
Usia Dini
dan
Pendidik
an
Nonform
al

Materi
PRB untuk
PAUD
(mengenal
jenis
ancaman)

dokum
en

24.928.450

Program
Pendidik dan
Tenaga
Kependidika
n

Persentase
pemenuha
n
pemerataa
n
kuantitas
dan
kualitas
pendidik
dan tenaga
kependidik
an

Pemerataan
Kuantitas dan
Kualitas
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
bagi Satuan
Pendidikan
Dasar, PAUD,
dan Pendidikan
Nonformal/Kese
taraan

Terpenuhinya
Kuantitas dan
Kualitas
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
bagi  Satuan
Pendidikan

Perhitun
gan dan
Pemetaa
n
Pendidik
dan
Tenaga
Kependid
ikan
Satuan
Pendidik
an
Dasar,
PAUD,
dan

508.158.546
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Pendidik
an
Nonform
al/Keseta
raan

Penataan
Pendistri
busian
Pendidik
dan
Tenaga
Kependid
ikan

bagi
Satuan
Pendidik
an
Dasar,
PAUD,
dan
Pendidik
an
Nonform
al/Keseta
raan

608.158.546

11.675.219.
953
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DINAS SOSIAL - PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)

PROGRAM SIPD Usulan . .
Kegiatan Target Estimasi Tahun Pelaksanaan Keterang
SASAR PB biaya an
AN
Indikator . Indikator Sub- 202 202 202
e Program LU Kegiatan Kegiatan 2 2z 4 e 6
Program Presentase Rehabilitasi Persentase Penyedia
Rehabilitasi pelayanan Sosial Dasar | palaksanaan an
Sosial rehabiltasi | Penyandang kegiatan Permaka
sosial Disabilitas Rehabilitasi nan
dasar bagi | Terlantar, Anak | Sosial Dasar
anak Terlantar, Penyandang
terlantar, Lanjut Usia | Disabilitas
lansia Terlantar, serta | Terlantar,
terlantar, Gelandangan Anak
disabilitas, | Pengemis di | Terlantar,
OGDJ Luar Panti | Lanjut Usia 10
terlantar Sosial Terlantar . 1.461.637.3 2 2 2 2 2
dan Serta panti 73
gelandanga Gelandangan
n dan Pengemis
pengemis Diluar  Panti
Sosial
Penyedia 160
aBr;ntuAlat unit 840.174.000 30 28 82 34 36
Pemberia
n
Bimbinga
. Fisik, 442 1 76056252 | 71 | 71 | 90 | 100 | 110
ental, orang 50
Spiritual,
dan
Sosial
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Rehabilitasi Persentase Kerjasam
Sosial pelaksanaan a antar
Penyandang Program Lembaga
Masalah Rehabilitasi dan
Kesejahteraan Sosial Kemitraa
Sosial (PMKS) | Penyandang n dalam
Lainnya Bukan | Masalah Pelaksan
Korban Kesejahteraan aan
HIV/AIDS dan | Sosial (PMKS) | Rehabilit
NAPZA dj Luar | Lainnya asi Sosial 5 unit 1 1 1 1 1
Panti Sosial Bukan Korban | Kabupate 288.330.000
HIV/AIDS dan | n/Kota
NAPA di Luar
Panti Sosial
Program Persentase Pengelolaan Persentase Pengelola
Perlindunga fakir Data Fakir | Pelaksanaan an Data
n dan | miskin Miskin Cakupan | Kegiatan Fakir
Jaminan yang Daerah Pengelolaan Miskin
Sosial mendapatk | Kabupaten/Kota | Data Fakir | Cakupan
an Miskin Daerah
bantuan Cakupan Kabupate
modal Daerah/Kota n/Kota
usaha dan 1.802.445.1
Presentase 29
masyaraka
t yang
mendapatk
an jaminan
sosial
(BPJS
gratis)
Fasilitasi Pelibatan
Bantuan forum PRB
Pengemb | dan
angan relawan
Ekonomi bencana 322
Masyara dalam kelomp | 18.390.800. 64 64 64 65 65
kat proses ok 219
fasilitasi
bantuan
pengemba
ngan
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ekonomi

Program Persentase | Perlindungan Persentase Penyedia
Penanganan korban Sosial ~ Korban | Pelaksanaan an
Bencana bencana Bencana Alam | Kegiatan Makanan
alam dan | dan Sosial | Perlindungan
sosial yang | Kabupaten/Kota | Sosial Korban
terpenuhi Bencana Alam
kebutuhan dan Sosial
dasarnya Kabupaten
pada saat /Kota 5 paket | 3.030.739.1 1 1
dan 50
setelah
tanggap
darurat
bencana
daerah
kabupaten
/kota
Penyedia
an 5 paket | 3.227.336.5 1 1
Sandang 81
Penyedia Mengguna
an kan KRB
Tempat dan RPB
Penampu | dalam
ngan penyiapan
Pengungs | dan
i perencana
an tempat
penampun 46
gan
pengungsi; kelurah 171.000.000 46 46
Pelibatan an
forum PRB
dan
relawan
bencana
dalam
proses
perencana
an dan
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pelaksanaa
n

Pelayana Pelibatan
n forum PRB
Dukunga | dan
n relawan PB 46
Psikososi | dalam kelurah 167.110.000 46 46 46 46 46
al pelaksanaa an
n
pelayanan
psikosisial
Penyelenggaraan | Persentase Koordina Pelibatan
Pemberdayaan Pelaksanaan si, forum PRB
Masyarakat Kegiatan Sosialisa dan
terhadap Penyelenggara | si dan | relawan PB
Kesiapsiagaan aan Pelaksan dalam
Bencana Pemberdayaan | aan proses
Kabupaten/Kota | Masyarakat Kampung | sosialisasi,
Terhadap siaga koordinasi
Kesiapsiagaan | Bencana | dan 965.513.570
Bencana pelaksanaa
Kabupaten /Ko n KSB
ta
Koordina Pelibatan
si, forum PRB
Sosialisa Kota Palu,
si dan | Relawan
Pelaksan bencana
aan maupun
Taruna institusi 33
Elaga keber}cana orang 670.837.500 33 33 33 33 33
encana an di Kota

palu dalam
koordinasi,
sosialiasi
dan
pelaksanaa
n TAGANA

120



121



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)

PROGRAM SIPD Keterang
Usulan . ) Tahun Pelaksanaan
SASAR Kegiatan Target Estimasi Ern
AN Prosram Indikator Kesiatan Indikator Sub- PB biaya 202 2023 202 202 202
g Program gl Kegiatan Kegiatan 2 4 ) 6
Program Indeks Pelembagaan Cakupan Advokasi | Peningkata
Pengarusuta | Pembangu Pengarusutama Pelembagaan Kebijaka n Kualitas
maan nan an Gender (PUG) | Pengarusutam | n dan | Keluarga
Gender dan | Gender pada Lembaga | aan Gender | Pendamp | dalam
Pemberdaya (IPG) Pemerintah (PUG) pada | ingan Mewujudk
an Kewenangan Lembaga Pelaksan an 38
Perempuan Kabupaten/Kota | Pemerintah aan PUG | Kesetaraan Dokum 7 7 8 8 8
Kewenangan termasuk | Gender en 134.912.468
Kabupaten/Ko | PPRG (KG) dan
ta Hak Anak
Tingkat
Daerah
Kabupaten
/Kota
Sosialisa
si
kebijaka
n .
Pelaksan SKali | 133870479 | ! L 1 1 L
aan PUG
termasuk
PPRG
Penguatan dan | Tersedianya Pengemb
Pengembangan Penguatan dan | angan
Lembaga Pengembanga Komunik
Penyedia n Lembaga | asi,
Layanan Penyedia Informasi
Pemberdayaan Layanan dan
Perempuan Pemberdayaan | Edukasi
Kewenangan Perempuan (KIE) .
Kabupaten/Kota Pemberd 5 Kali 124.415.367 1 1 1 1 1
ayaan
Perempu
an
Kewenan
gan
Kabupate
n/Kota
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Program Rasio Pencegahan Tersedianya Advokasi
Perlindunga KDRT Kekerasan pencegahan Kebijaka
n terhadap kekerasan n dan
Perempuan Perempuan terhadap Pendamp
Lingkup Daerah | perempuan ingan
Kabupaten/Kota Layanan
Perlindu
ngan 86.488.598
Perempu
an
Kewenan
gan
Kabupate
n/Kota
Penyediaan Tersedianya Penyedia
Layanan Layanan an 684.447.671
Rujukan Rujukan Layanan
Lanjutan  bagi | Lanjutan bagi | Pengadu
Perempuan Perempuan an
Korban Korban Masyara
Kekerasan yang | Kekerasan kat bagi
Memerlukan Perempu
Koordinasi an
Kewenangan Korban
Kabupaten/Kota Kekerasa
n
Kewenan
gan
Kabupate
n/Kota
Program Indeks Peningkatan Tersedianya Advokasi | Peningkata
Peningkatan | Pemberday | Kualitas Peningkatan Kebijaka n Kualitas
Kualitas aan Keluarga dalam | Kualitas n dan | Keluarga
Keluarga Gender Mewujudkan Keluarga Pendamp | dalam
(IGD) Kesetaraan dalam ingan Mewujudk
Gender (KG) dan | Mewujudkan untuk an 230 46 46 46 46 46
Hak Anak | Kesetaraan Mewujud | Kesetaraan Orang 121.669.903
Tingkat Daerah | Gender (KG) | kan KG | Gender
Kabupaten/Kota | dan Hak Anak | dan (KG) dan
Perlindu Hak Anak
ngan Tingkat
Anak Daerah
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Kewenan
gan
Kabupate
n/Kota

Kabupaten
/Kota

Pengemb
angan
Masyara
kat
untuk
Peningka
tan
Kualitas
Keluarga
Kewenan
gan
Kabupate
n/Kota

500
Orang

287.361.321

100

100

100

100

100

Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga
Penyedia
Layanan
Peningkatan
Kualitas
Keluarga dalam
Mewujudkan KG
dan Hak Anak
yang Wilayah
Kerjanya dalam
Daerah
Kabupaten/Kota

Tersedianya
Penguatan dan
Pengembanga
n Lembaga
Penyedia
Layanan
Peningkatan
Kualitas
Keluarga
dalam
Mewujudkan
KG dan Hak
Anak

Penguata
n
Jejaring
antar
Lembaga
Penyedia
Layanan
Peningka
tan
Kualitas
Keluarga
Tingkat
Daerah
Kabupate
n/Kota

10
kegiata
n

428.289.563
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Program Indeks Pelembagaan Tersedianya Koordina | Peningkata
Pemenuhan Kota Layak | PHA pada | Pelembagaan si dan | n Kualitas
Hak Anak | Anak Lembaga PHA pada | Sinkronis | Keluarga
(PHA) Pemerintah, Lembaga asi dalam
Nonpemerintah, Pemerintah, Pelembag | Mewujudk
dan Dunia | Nonpemerinta aan an
Usaha h, dan Dunia | Pemenuh | Kesetaraan
Kewenangan Usaha an Hak | Gender 361.091.497
Kabupaten/Kota Anak (KG) dan
Kewenan | Hak Anak
gan Tingkat
Kabupate | Daerah
n/Kota Kabupaten
/Kota
Penguatan dan | Tersedianya Penyedia
Pengembangan Penguatan dan | an
Lembaga Pengembanga Layanan
Penyedia n Lembaga | Peningka
Layanan Penyedia tan
Peningkatan Layanan Kualitas
Kualitas Hidup | Peningkatan Hidup
Anak Kualitas Hidup | Anak 724.485.434
Kewenangan Anak Kewenan
Kabupaten/Kota gan
Kabupate
n/Kota
Penguata
n
Jejaring
antar
Lembaga
Penyedia
Layanan
Peningka 5Kali | 1.323.506.8
tan 16
Kualitas
Hidup
Anak
Tingkat
Daerah
Kabupate
n/Kota
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Program
Perlindunga
n Khusus
Anak

Cakupan
perlindung
an khusus
anak

Pencegahan
Kekerasan
Terhadap Anak
yang Melibatkan
para Pihak
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

Tersedianya
Pencegahan
Kekerasan
terhadap Anak

Advokasi
Kebijaka
n dan
Pendamp
ingan
Pelaksan
aan
Kebijaka
n,
Program
dan
Pencegah
an
Kekerasa
n
terhadap
Anak
Kewenan
gan
Kabupate
n/Kota

20 kali

79.646.916

4.490.186.0
32
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SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)

SASAR
AN

PROGRAM SIPD

Program

Indikator
Program

Kegiatan

Indikator
Kegiatan

Sub-
Kegiatan

Usulan
Kegiatan
PB

Target

Estimasi
biaya

Tahun Pelaksanaan

Keteranga
n

202

202
3

202
4

202
5

202

Program
Peningkatan
Kemanan
dan
Ketertiban
Umum

Persentase
Gangguan
Trantibum
yang dapat
diselesaika
n

Penanganan
Gangguan
Ketenteraman
dan Ketertiban
Umum dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Terlaksananya
Penanganan
Gangguan
Ketenteraman
dan Ketertiban
Umum dalam
1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Ko
ta

Pencegah
an
Ganggua
n
Ketentera
man dan
Ketertiba
n Umum
melalui
Deteksi
Dini dan
Cegah
Dini,
Pembina
an dan
Penyuluh
an,
Pelaksan
aan
Patroli,
Pengama
nan, dan
Pengawal
an

Peningkata
n
kesiapsiag
aan
masyaraka
t
menghada
pi
ancaman
bencana

9.645.469.7
69

Penindak
an atas
Ganggua
n
Ketentera
man dan
Ketertiba
n Umum
Berdasar
kan
Perda
dan
Perkada
melalui
Penertiba
n dan
Penanga

917.100.000
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nan
Unjuk
Rasa dan
Kerusuh
an Massa

Pemberd
ayaan
Perlindu
ngan
Masyara
kat
dalam
rangka
Ketentra
man dan
Ketertiba
n Umum

1.620.000.0
00

12.182.569.
769
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SATUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM SIPD (KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020 HASIL VALIDASI)

PROGRAM SIPD Usulan . .
. Estimasi Pelaksan Keteran
Kegiatan Target bi Tahun Pelaksanaan
SASAR PB 1aya a gan
AN — Indikator - Indikator Sub- 202 | 202 | 202 | 202 | 202
Program Kegiatan Kegiatan 2 3 4 S 6
Program Cakupan Rencana Tersusunn | Penyusu Mengguna
Perencanaan perencana | Perlindungan ya nan dan | kan KRB
Lingkungan an dan Pengelolaan | Rencana Penetapa | dan RPB
Hidup lingkunga | Lingkungan Perlindung | n RPPLH | dalam
n hidup Hidup (RPPLH) | an dan | Kabupate | penyusuna .
Kabupaten/Kota | Pengelolaa n/Kota n dan 5 .Dmas
dokum | 3.204.075.5 Lingkung 1 1 1 1 1
an penetapan en 27 an Hidup
Lingkunga RPPLH
n Hidup Kota Palu
(RPPLH)
Kabupaten
/Kota
Penyelenggaraan | Terlaksana | Pembuat Mengguna
Kajian nya an dan | kan KRB
Lingkungan Penyelengg | Pelaksan | dan RPB
Hidup Strategis | araan aan dalam
(KLHS) Kajian KLHS pembuatan 1 Dinas
Kabupaten/Kota | Lingkunga RPJPD/R | dan dokum 900.000.000 Lingkung 1
n Hidup | PJMD pelaksanaa en ’ ’ an Hidup
Strategis n KLHS
(KLHS) RPJPD/RP
Kabupaten JMD
/Kota
Program Cakupan Pencegahan Terlaksana | Koordina Pelibatan
Pengendalian | pengendal | Pencemaran nya si, forum PRB
Pencemaran ian dan/atau Pencegaha Sinkronis | Kota Palu
dan/atau pencemar | Kerusakan n asi, dan | dan
Kerusakan an Lingkungan Pencemara | Pelaksan | institusi
Lingkungan dan/atau Hidup n aan kebencana
Hidup kerusakan | Kabupaten/Kota | dan/atau Pencegah | an lainnya
lingkunga Kerusakan | an dalam Dinas
n hidup Llngkupga Pencema | pelaksanaa 150.731.474 ngl?ung
n Hidup | ran n an Hidup
Kabupaten | Lingkung | koordinasi
/Kota an Hidup | dan
Dilaksan singkronis
akan asi
terhadap
Media
Tanah,
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Air,

Udara,
dan Laut
Pengelola
an
Laborator .
fum .Dmas
Lingkung 225.349.517 | Lingkung
an Hidup an Hidup
Kabupate
n/Kota
Penanggulangan | Terlaksana | Penghent Mengguna
Pencemaran nya ian kan KRB
dan/atau Penanggul Pencema dan RPB
Kerusakan angan ran dalam
Lingkungan Pencemara | dan/atau | proses Dinas
Hidup n Kerusaka | kegiatan Linekun
Kabupaten/Kota | dan/atau n 403.420.465 I%I'd g
Kerusakan | Lingkung an thaup
Lingkunga an Hidup
n Hidup
Kabupaten
/Kota
Pemulihan Terlaksana | Koordina Pelibatan
Pencemaran nya si dan | forum PRB
dan/atau Pemulihan | Sinkronis | Kota Palu
Kerusakan Pencemara | asi dan
Lingkungan n Penghent | organiasi
Hidup dan/atau ian lingkungan Dinas
Kabupaten/Kota | Kerusakan | Sumber sebagai Linekun
Lingkunga Pencema mitra 195.533.821 Ig-I'd g
n Hidup | ran strategis an Hidup
Kabupaten upaya
/Kota penghentia
n sumber
pencemara
n
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Program Cakupan Pengelolaan Terlaksana | Pengelola Mengguna
Pengelolaan pengelolaa | Keanekaragama nya an kan KRB
Keanekaraga n n Hayati | Pengelolaa | Taman dan RBP
man Hayati | Keanekara | Kabupaten/Kota | n Keanekar | dalam
(Kehati) gaman Keanekara | agam an | mendisain Dinas
Hayati gaman Hayati di | dan 3.860.422.0 Lingkung
(Kehati) Hayati Luar mengelola 60 an Hidup
Kabupaten | Kawasan taman
/Kota Hutan keanekara
gaman
hayati
Pengelola Mengguna
an Ruang | kan KRB
Terbuka dan RBP
Hijau dalam Dinas
(RTH) glendlsam 13.301.909. | Lingkung
alam .
.. 149 an Hidup
mendisain
dan
pengelola
RTH
Program Persentas Pembinaan dan | Terlaksana | Fasilitasi Mengguna
Pembinaan e Pengawasan nya Pemenuh | kan KRB
dan pembinaa | Terhadap Usaha | Pembinaan | an dan RBP
Pengawasan n dan | dan/atau yang | dan Ketentua | sebagai
Terhadap Izin | pengawas | Izin Lingkungan | Pengawasa | n dan | dasar
Lingkungan an dan Izin PPLH | n Terhadap | Kewajiba | dalam
dan Izin | terhadap diterbitkan oleh | Usaha n Izin | proses
Perlindungan | izin Pemerintah dan/atau Lingkung | pemenuha .

. . Dinas
dan lingkunga | Daerah yang Izin | an n Lingkung
Pengelolaan n dan izin | Kabupaten/Kota | Lingkunga dan/atau | kebutuhan 205.160.500 Hid
Lingkungan Perlindun n dan Izin | Izin PPLH | dan an rhdup
Hidup (PPLH) gan dan PPLH kewajian

Pengelolaa diterbitkan izin

n oleh lingkungan

Lingkunga Pemerintah hidup

n Hidup Daerah

(PPLH) Kabupaten

/Kota
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Pengawa Mengguna
san kan KRB
Usaha dan RBP
dan/atau | dalam
yang Izin | proses
Lingkung | pengawasa
an n
Hidup, Dinas
Izin PPLH 104.690.240 ngkung
yang an Hidup
Diterbitk
an oleh
Pemerint
ah
Daerah
Kabupate
n/Kota
Program Cakupan Penyelenggaraan | Terlaksana | Peningka Menyertak
Peningkatan peningkat Pendidikan, nya tan an materi
Pendidikan, an Pelatihan, dan | Penyelengg | Kapasita PRB
Pelatihan dan | pendidika Penyuluhan araan s dan | sebagai
Penyuluhan n, Lingkungan Pendidikan | Kompete bagian
Lingkungan pelatihan Hidup untuk | , Pelatihan, | nsi dalam
Hidup Untuk | dan Lembaga dan Sumber proses
Masyarakat penyuluh Kemasyarakatan | Penyuluha Daya peningkata
an Tingkat Daerah | n Manusia n Dinas
lingkunga Kabupaten/Kota | Lingkunga Bidang kapasitas Lingkung
. . . 123.994.333 .
n  hidup n Hidup | Lingkung an Hidup
untuk untuk an Hidup
masyarak Lembaga untuk
at Kemasyara | Lembaga
katan Kemasya
Tingkat rakatan
Daerah
Kabupaten
/Kota
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Program
Pengelolaan
Persampahan

Persentas
e jumlah
sampah
yang
tertangani

Pengelolaan
Sampah

Terlaksana
nya
pengelolaa
n sampah

Penanga
nan
Sampah
dengan
melakuk
an
Pemilaha
n,
Pengump
ulan,
Pengangk
utan,
Pengolah
an, dan
Pemroses
an Akhir
Sampah
di
TPA/TPS
T/SPA
Kabupate
n/Kota

63.261.880.
576

Dinas
Lingkung
an Hidup

Penyedia
an
Sarana
dan
Prasaran
a
Pengelola
an
Persamp
ahan di
TPA/TPS
T/SPA
Kabupate
n/Kota

12.991.507.
262

Dinas
Lingkung
an Hidup

98.230.674.

924
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PEMERINTAH KECAMATAN PALU BARAT

R LR Estimasi Pelaksan Ketera
Kegiatan Target bi Tahun Pelaksanaan (Rp)
SASAR PB iaya a ngan
AN Program | Indikator . Indikator | Sub- 202 | 202 | 202 | 202 | 202
Kinerja Kegiatan Kegiatan 2 3 4 5 6
Pemberdayaa Cakupan Pemberdayaan Jumlah Meningk - Menggun
n masyarakat | pemerday kelurahan partisipasi atkan akan
desa dan | aan dalam partisipa dokume
kelurahan masyarak forum si n KRB
at musyawara | masyara sebagai
kelurahan h kat dasar
perencana dalam penyusu
an forum nan
pembangu musyara perencan
nan kah aan
perencan pembang
aan unan
pembang pemerint
unan di ah
Kaluraha E.eluraha 100 %
- Menginte
grasikan
isu
pengura
ngan
risiko
bencana
dalam
disain
perencan
aan
program
keluraha
n.
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100 %
Orang,
kelomp

ok

masyar

akat

atau
lembag

a

masyar

akat

Pemberdayaa
n lembaga
kemasarakat
an tingkat
kecamatan

Cakupan
pemberda
yaan
lembaga
kemasyar
akatan
tingkat
kecamata
n

Pembang
unan
sarana
dan
prasaran
a
keluraha
n

- Menggun
akan
dok.
KRB
sebagai
dasar
perencan
aan dan
pembang
unan
sarana
dan
prasana
keluraha
n

- Menginte
grasikan
PRB
dalam
pembang
unan;

- Memenu
hi
standar
perlindu
ngan
dan
kemanan
, sensitif
gender
dan
disablita
s

100 %
paket
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Pemerday | Peningkata
aan n
. Orang,
masyara kapasitas Kkelom
kat SDM T
terkait isu
masyar
pengurang akat
an  risiko
atau
bencana
lembag
yang a
terintegrasi
masyar
dalam akat
pembangu
nan
Pemberdayaan Cakupan Penyelen - Sosialisa
lembaga pemberday | ggaraan si isu
kemasyraakat aa lembaga | lembaga PRB ke
tingkat kemasyara | kemasyar lembaga-
kecamatan katan akatan lembaga
tingkat kemasya
kecamatan rakatan
tingkat
kecamat
an;
- Bersama
BPBD 100 %
Kota Oran,
Palu dan &
kelomp
Forum ok
PRB masyar
Kota akat
Palu
. atau
memfasil
. lembag
itasi a
terbentu masyar
knya akat
forum
PRB
Keluarah
an Kota
Palu
- Peningak
tan
kapasita
s forum
PRB
Keluraha
n  Kota

136




Palu

Penyelenggar
aan ususan
pemerintahan
umum

Presentas
e
penyengga
raan
urusan
pemerinta
h umum

Penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
umum sesuai
penugasan
kepala daerah

Cakupan
penugasan
urusan
pemerintah
umum
yang
dilaksanak
an

Pembina
an
kerukun
an antar
suku dan
intra
suku
umat
beragam
a, rasa,
golongan
lainnya
guna
mewujud
kan
stabilitas
keamana
n lokal,
regional
dan
nasional

- Disimina
si
informas
i KRB
dan dok.
RPB

- Menginte
grasikan
materi
PB/PRB
dalam
kegiatan

100 %
orang
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Tabel 9.2. PROGRAM FORUM PRB KOTA PALU

Tahun Pelaksanaan Ke
No Program Kegiatan Luaran Indikator L S S TER) | L 2 t
g g para pihak i biaya i 202 202 202 202 202
2 3 4 5 6
Penguatan Penlgkatan - Tersedianya SDM - Anggota
kelambagaan kapasitas ; . Forum PRB
dalam lingkup Jumlah personil
Forum RPB SDM anggota . Kota Palu
Forum PRB Kota dalam lingkup
1 Kota Palu Forum PRB 1 1 - Forum PRB
tentang PB — Palu yang FPRB Kota Palu Provinsi
PRB memiliki yang  memiliki Sulawesi
kemapuan dalam kemampuan Teneah Kota
pengelolaan risiko dan terlibat | _ BPBgD Palu
bencana (pra - dalam kegiatan- Provinsi
saat dan paska kegiatan Sulawesi
bencana) penyelenggaraan Tengah
) berpespektif PRB; PB; - Planas PRB
- BNPB
Menyusun - Adanya dokumen
Renstra dan rencana strategis Dokumen
Raker Forum dan rencana kerja rencana
PRB Kota Palu Forum PRB Kota stratesis
Palu yang disusun FPRB %<0 ta palu )
seara  partispatif Dokumen p
sebagai acuan .
dalam rencana kerja
pelaksanaan FPRB Kota Palu
program
Penguatan Ketersediaan
institusional . Sarana kerja
- Ketersediaan .
Forum PRB sarana dan dan operasional
prasarana organisasi;
operasional :t?&iiir SOP, | -
organisasi FPRB Kk
Kota Palu epengurusan,
pembagian
peran dll.
2 Meningkatan Fasilitasi Tersedianya BPBD Kota
peran para proses dokumen rencana Palu
pihak dalam penyusunan aksi daerah PRB BPBD Provinsi
penyelanggaraa RAD PRB Kota | Kota  Palu  yang Dokumen RAD | Kota Palu
n PB di Kota Palu melibatkan seluruh PRB Kota Palu Forum PRB
Palu pemangku Provinsi
kepentingan di Kota Sulawesi
Palu Tengah
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Evaluasi dan
pembaharuan
dokumen KRB
dan RPB Kota
Palu

Adanya data
yang valid
terkait indeks
risiko bencana
Kota Palu;

Ketersediaan
data dan
informasi

- Adanya data tentang indeks | BPBD Kota
dan informasi risiko bencana | Palu
dan Kota Palu; BPBD Provinsi
pembelajaran Dokumen Sulawesi
dari pembaharuan Tengah
penyelenggaraa dokumen dan | Forum PRB
n PB di Kota peta KRB Kota | Provinsi
Palu Palu; Sulawesi
- Adanya Dokumen Tengah
pembaharuan pembelajaran
peta dan penyelenggaraan
dokumen KRB PB Kota Palu;
dan RPB Kota
Palu
3. Pengembanga OPD
n jejaring Pemerintah
Kota Palu
Terselenggarany | OPD
a kegiatan | Pemerintah
Meningkatnya bersama Provinsi
kemitraan para (kolaborasi); Sulawesi
pihak dalam Keterlibatan Tengah
penyelenggaraan PB forum PRB | LSM, Ormas,
di Kota Palu dalam kegiatan- | organiasi
kegiatan PB di | provesi yang
Kota Palu bekerja  pada
isu
penanggulanga
n bencana
Penguatan 1. Pelatihan PB | - Tersedianya SDM Minimal
komunitas dan tingkat yang memiliki terdapat 5 orang | BPBD Kota
forum PRB keluarahan kemampuan pada setiap | Palu
Kelurahan Kota | 2. Pembentukan dalam pengelolaan kelurahan yang | LSM yang
Palu forum PRB risiko bencana memiliki bekerja  pada
Kelurahan pada tingkat pengetahuan isu PB di Kota
3. Fasilitasi kelurahan; dan Palu
kelurahan - Terbentuknya katerampilan Forum PRB
tangguh forum PRB pada dalam PRB; Provinsi  Kota
bencana Kota tingkat keluarahan Seluruh Palu
Palu di Kota Palu; kelurahan di | BNPB
- Keluarahan di Kota Palu | Planas PRB
Kota Palu sebagai membentuk
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Kelurahan
Tangguh Bencana

45

forum PRB;
- 30 %
di Kota
mencapai
tingkat

keluraha

tingkat
serta 25 % pada
tingkat pratama

Palu

utama,
pada
madya

Tabel 9.3. PROGRAM PMI KOTA PALU, 2019 - 2024

Keterlibat Tahun Pelaksanaan Ket
. . . . 1s Loka
No Program Kegiatan Luaran Indikator an para Estimasi biaya si 202 | 202 202 | 202 202
pihak 2 3 4 5 6
. relnan | - PMI Kota Palu |~ 1;2;2;1;}11 PMI 100.000.000
Pelayanan tangga memiliki Kota an, . .
PMIy dan darlglgralg' kapasitas dalam dilibatkai ¢
Pengemban, Pember{tuk memifasilitasi dalam R
an SgDM & an Sekolah upaya  kegiatan progra/kegiat 300.000 OOpd
Siaga PRB dan an berbasis ' '
Ber%cana pencegahan masyarakat
(SSB) krisis kesehatan |y, non pwr Rp. 150.000000
Kesiapsiaga berbasis Kota
an B(fncaia masysarakat memiliki
. - Terlaksananya .
(KSBBM) program  PRB lembaga Rp. 30.000.000
Pemataan dan pencegahan endidikan o ’
daerah krisis kesehatan Eisaan
rawan berbasis dengan
bencana masyarakat k g't R
- Terbetuknya cgartan b-
Penguranga - PRB dengan 150.000.000
L kelompok
n risiko pencegahan
bencana masyarakat krisis
berbasis terlatih  sebagai kesehatan
masyarakat mitra - strategis | Keluarahan
Y untuk upaya PMI Kota
irisis g telah berhasil
mendapatka
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n pendanaan
dari
pemerintah
Jumlah
kelompok
masyarakat
terlatih yang
dibina  oleh

PMI Kota
Palu
Sosialisasi Dokumen
HIV/AIR panduan,/SOP Rp. 50.000.000
Sosialisasi dan
Narkotika perangkat Jumlah
kekerjasa penunjang perangkat
ma dngan pelayanan penunjang Rp. 10.000.000
BNN Kota sosial (seperti pelayanan
Palu media KIE, sosial yang
Sosialisasi alat peraga, diterbitkan
bahaya perangkat PMI Pusat Rp. 30.000.000
rokok M&E) . .
Sosialisasi tersedia, abﬁemiﬁgras};l};
Kesehatan termutakhirk 1
Lingkunga an dan Rp. 15.000.000 dalam
. . pelaksanaan
n digunakan di kegiatan:
Foggin. PMI - ’
D‘}’ng g Kegiatan- Rp. 25.000.000 {{n;ilaan .
Survey kegiatan mateF;i e
jentik pelayanan Rp. 25.000.000 sosialisasi dll
Sunatan sosial
masal dilaksanakan
dalam oleh Rp.
rangka pegawai/rela S eroonl PMI 150.000.000
HUT  PMI yang telatih dalam
Kota Palu kompeten di bid
Kunjunga PMI semua 1dag
: tingkat perawatan
n ke panti keluarga Rp. 25.000.000
jompo
Kunjunga
n ke panti
asuhan

Rp. 25.000.000

Rp.1.085.000.0
00
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Tabel 9.4. PROGRAM SIKOLA MOMBINE

Keterlibata . Tahun Pelaksanaan e
No Program Kegiatan Luaran Indikator n para E.st}mas LOI.‘as t
pihak i biaya i 202 202 202 202 202
2 3 4 5 6
WOMEN4GR . Rapat koordinasi
(B} (Women for dengag pe.mangku - Memperkuat proses
ender kepentingan;
Responsive . Peningkatan good governance &’
Budgeting) kapasitas public demokrasi di
speaking untuk tingkat lokal
perempuan dengan
. Pelatihan PPRG memberdayakan
. Saresehan: kepemimpinan
memperkuat perempuan lokal.
kepemimpinan
perempuan di | - Advokasi program- Forum PRB
tingkat desa dalam program  strategis Kota Palu
mendorong tata berbasis prinsip
kelola pemerintahan kesetaraan gender
yang baik; dengan
. Webinar tingkat menggunakan
ASEAN tentang pendekatan Gender
anggaran responsif Responsive
gender dan Budeetin di
kepemimpinan Suceeting
A lingkup desa.
perempuan;
1 . Dokumentasi dan
kampanye
2 Woman in . Podcast Digital - Meningkatkan
Politics . NGOPI (Ngomong kesadaran
Program Politik Mahasiswa) komunitas terkait
. Program isu gender - politik
keterlibatan di Sulawesi Tengah;
masyarakat - Memperkuat
. Jambore olitik kandidat pemimpin
perempuan P perempuarli P Forum PRB
. . - Kota Palu
. Lomba sosial media menunjukan
. Kampanye sosial kinerja
media kepemimpinannya
di masyarakat;
- Mengkonsolidasika

n para pemimpin
politik  perempuan
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di Sulteng yang

memiliki fokus
terhadap isu gender
dalam pemilu
mendatang

Community
Engagement
and
Sponsorship
Plan (CE -
CESP), Child
Protection
(CP) dan
Tanggap
Darurat
Kebencanaan

. Satgas Lokal
Kabupaten/Kota
Ramah Anak
Ditetapkan dan
Difungsikan

. Pemantauan dan

tindak lanjut Wakil
Anak/RC berbasis
masyarakat
dilaksanakan secara
teratur

. Masyarakat
diperkuat untuk
menyiapkan
lingkungan yang
aman dan
terlindungi bagi
anak-anak
(perempuan dan
laki-laki)

. Mekanisme
pelaporan dan
rujukan masyarakat
diperkuat oleh
kelompok mitra

perlindungan anak
setempat

. Anak perempuan

dan laki-laki
memiliki kapasitas
kecakapan  hidup
sesuai dengan
usianya

. Masyarakat

diperlengkapi untuk
melakukan
tindakan
pencegahan
kekerasan fisik dan
seksual

. Anak perempuan

dan anak laki-laki,

Anak-anak di Palu,
Sigi dan Donggala
mendapatkan
perlindungan dari
segala bentuk
kekerasan dan
haknya terpenuhi
Memperkuat
kapasitas mitra
untuk
melaksanakan
program
pengembangan
masyarakat di
wilayah sasaran
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terutama anak-anak
yang paling rentan,
berpartisipasi
secara bermakna
dalam aksi-aksi
untuk mengurangi
kekerasan
dukungan fisik dan
seksual

. Perlindungan anak

dan layanan sosial
bekerja sama secara
efektif untuk
melindungi anak
dari kekerasan fisik
dan seksual,
termasuk dalam
situasi darurat

Indonesian
Covid-19
Surge
Response
(ICSR)

. mengembangkan

pesan utama yang
inklusif gender dan
disabilitas tentang

COVID-19 dan
menyebarkan pesan
tersebut ke
komunitas

. Melatih para

pemuka agama dan
pemberi  pengaruh
masyarakat tentang
pencegahan COVID-
19 dan promosi
vaksin

.emberikan pelatihan

untuk gugus tugas
COVID-19 lokal dan
OMS/FBO,

termasuk mitra
pelaksana lokal,
tentang mekanisme
pengujian,

pelacakan, dan
pengobatan (37),
serta  mendukung
peluncuran vaksin
inklusif gender dan
disabilitas

Mendukung upaya
pemerintah Indonesia
dalam  menurunkan

angka penularan
COVID-19 dan
mitigasi dampak sosial
ekonomi akibat
pandemi pada
masyarakat yang
paling rentan di 5
provinsi dan 12

kota/kab di Indonesia.

Dinas
Kesehatan
Kota Palu

Satgas Covid

19 Kota Palu
Pemerintah
Kelurahan
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4. Menyampaikan
pelatihan dan pesan
tentang literasi
keuangan  inklusif
gender dan CP

5. Mengaktifkan
kembali/membentu
k kelompok simpan
pinjam di tingkat

desa sebagai
penghubung dengan
mekanisme
perlindungan sosial
masyarakat

6. Melakukan

konsultasi  berkala
dengan kelompok
tabungan untuk
memberikan
bimbingan
berkelanjutan  dan
mengumpulkan
umpan
balik/masukan
untuk perencanaan
masa depan;

7.Menyusun Rencana
Kontinjensi Nasional
Pendidikan  dalam
Keadaan Darurat,
termasuk partisipasi
masyarakat dalam
penyusunan dan
finalisasi

8. Melakukan
sosialisasi Rencana
Kontinjensi Nasional
Pendidikan Darurat
kepada pemerintah

daerah

9. Memberikan PSS
kepada orang
tua/pengasuh/guru
, informasi tentang
COVID-19 dan
bagaimana

mengidentifikasi dan
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mendukung anak-
anak/siswa mereka
yang menunjukkan
tanda-tanda

kesusahan, dan di

mana dan
bagaimana
mengakses
dukungan dan
layanan

10. Jumlah
bisnis lokal yang
dijalankan oleh
perempuan dan
penyandang
disabilitas telah
meningkatkan
pengetahuan
tentang manajemen
bisnis, keuangan
dan/atau

pemasaran digital

CLUATI

1. Mempromosikan

transfer fiskal
berbasis ekologis
melalui skema TAPE
di Provinsi Sulawesi
Tengah

2. Menguatkan

Kebijakan transfer
fiskal berbasis
ekologis di Kota Palu
dan Kab. Tolitoli
melalui skema
ALAKE dan TAKE

Menguatkan
Kebijakan transfer
fiskal berbasis

ekologis di Kota Palu
dan Kab. Tolitoli
melalui skema ALAKE
dan TAKE

- Mempromosikan
transfer fiskal
berbasis ekologis

melalui skema TAPE
di Provinsi Sulawesi

Tengah

- Menguatkan
Kebijakan transfer
fiskal berbasis

ekologis di Kota
Palu dan Kab.
Tolitoli melalui
skema ALAKE dan
TAKE
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BAB VI
KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi merupakan bagian dalam perencanaan
pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan 4 (empat) tahapan
perencanaan pembangunan, yaitu penyusunan rencana, penetapan
rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan
rencana. Ini menegaskan evaluasi pelaksanaan rencana menjadi satu faktor
penting untuk menjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana

Kota Palu.
Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

3. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara
PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep-102/Mk.2/2002 dan Nomor
Kep.292/M.Ppn/09/2002 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan

Pelaksanaan Proyek Pembangunan

Aturan lain yang menjadi dasar penyelenggaraan monitoring dan evakuasi
serta kordinasi adalah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Aturan ini
menjabarkan pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap,

yaitu saat penyusunan rencana dan saat pelaksanaan.

Evaluasi yang dilakukan menghasilkan data tercapai atau tidaknya
rencana yang dilakukan. Selain itu, penilaian diberikan terkait efisiensi,
efektivitas, relevansi, dampak dan keberlanjutan kebijakan/program/
kegiatan terhadap masyarakat. Dengan adanya penilaian atau evaluasi,
dapat disimpulkan tindakan atau langkah yang dapat diambil untuk ke

depan perencanaan yang disusun.

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dilaksanakan dengan asas:
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1. Efisiensi, yakni derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan
melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan
untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya
per unit keluaran (output);

2. Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai
hasil dan manfaat yang diharapkan; dan Kemanfaatan, yaitu kondisi
yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat diselesaikan
tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan
optimal.

3. Dampak, yaitu perubahan jangka panjang yang dicapai sebagai akibat
dari  berfungsinya suatu  keluaran  (output) dari Rencana
Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Palu

4. Keberlanjutan, yaitu proses pelaksanaan suatu kegiatan untuk

menghasilkan keluaran secara terus menerus.

VI.1. Koordinasi Dan Pemantuan

Koordinasi merupakan kegiatan yang diperlukan untuk
mengkomunikasikan semua pemangku kepentingan. Pemantauan
dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran
(output) kegiatan yang sudah dituangkan dalam rencana penyelenggaraan
PB. Sub-bab ini menjelaskan apa saja metode pemantauan yang akan
dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian kegiatan
penyelenggaraan PB yang tertuang dalam dokumen RPB, seperti melalui
mekanisme rapat koordinasi, kewajiban pelaporan dari pelaksana,

kunjungan lapangan dan lain-lain.

IV.1.1. Mekanisme pemantauan dan pelaporan

1. RPB Kota Palu tahun 2022-2027 merupakan rencana penyelenggaraan
PB yang melibatkan berbagai pihak, baik dari institusi pemerintah
(lembaga) maupun institusi non pemerintah (organisasi non pemerintah,
pelaku usaha, media massa, masyarakat dan lain- lain). Oleh karena itu,

pelaksanaan pemantauan dan pelaporan melibatkan seluruh pihak yang
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terkait dengan pelaksanaan RPB (Monitoring and Evaluation Plans -
MAPs).

. Pelaksanaan pemantauan dan palaporan RPB bertujuan untuk:
a. memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RPB;

b. mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RPB

sedini mungkin,;

c. mendapatkam informasi perkembangan pencapaian pemenuhan

standar minimum dan peningkatan kinerja PB;

d. menyusun informasi dan melaporkan pencapaian aksi PB yang cepat,

tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang, serta

e. menyusun rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan RPB secara

menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

. Pendekatan dalam pelaksanaan pemantauan dan pelaporan RPB

dilakukan melalui;

a. penilaian mandiri (self assessment); merupakan pemantauan yang
dilakukan masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam
RPB, baik BPBD Kota Palu dan institusi pemerintah (OPD) maupun

non-pemerintah yang bekerja di Kota Palu .

b. pemeriksaan terhadap dokumen pelaporan (report assessment);
meneliti berbagai dokumen pelaporan terkait penyelenggaraan PB
oleh berbagai pihak, baik OPD maupun non pemerintah. Proses ini
sebagai bagian untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan para pihak telah memasukan atau mengintegrasikan
pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya dan terlaporkan

dalam dokumen pelaporan.

c. Pemantauan implementasi lapangan (field assessment); merupakan
pemantauan yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan
berbagai kegiatan PB oleh pemangku kepentingan. Proses ini untuk
melihat perkembangan, hasil maupun kesenjangan yang masih
membutuhkan intervensi atau penguatan maupun sinergi atau
program/kegiatan dalam mencapai target pengurangan risiko

bencana.
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4. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tertuang
dalam dokumen RPB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai
dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi yang
bersangkutan. Pemantauan juga dilakukan oleh tim yang telah di
tunjuk/tetapkan untuk memantau pelaksanaan RPB secara berkala,
minimal enam bulan sekali atau dua kali dalam satu tahun.
Pementauan juga dilakukan pada setiap pelaksanaan kegiatan terkait PB

sebagaimana termuat dalam RPB Kota Palu.

Capaian kegiatan dan aksi dapat dilihat berdasarkan besarnya sumberdaya
input yang telah dipergunakan (anggaran, SDM, jangka waktu, dan lain-
lain), serta keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dapat berupa
dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah daerah Kota
Palu akibat pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB. Capaian kegiatan dan aksi

bisa dijabarkan dalam indikator dan sasaran kinerja pelaksanaan RPB.

Pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan RPB disusun oleh BPBD Kota
Palu. Laporan disusun secara berkala minimal enam bulan atau dua kali
dalam satu tahun. Laporan ini akan menjadi dasar evaluasi yang dilakukan

mininal satu tahun sekali terhadap pelaksanaan RPB.

Mekanisme operasional dan teknis pelaksaanaan pemantauan disusun
oleh tim yang telah ditunjuk/ditetapkan sebagai pedoman  dalam
melakukan pemantauan dan pelaporan yang disesuaikan dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

VI.2. Evaluasi

Penanggulangan bencana adalah urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini
jelas tertera dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun
2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan
Bencana. Sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, Standar Pelayanan
Minimal (SPM), adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan
Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh

setiap warga negara secara minimal. Penerima Pelayanan dasar SPM sub-
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urusan bencana adalah warga negara yang berada di kawasan rawan
bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar.
Pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan

evakuasi korban bencana.

Proses evaluasi penyelenggaraan PB sebagaimana dokumen RPB Kota Palu,
dilakukan  mengacu kepada mekanisme evaluasi perencanaan
pembangunan nasional dan daerah. Pelaksanaan evaluasi pembangunan
nasional dan daerah dimulai dengan melakukan rekonstruksi terhadap
kerangka logis perencanaan untuk menghasilkan indikator-indikator
evaluasi yang tepat. Sehingga proses tahapan evaluasi mampu memberikan
data dan informasi mengenai berhasil tidaknya = pelaksanaan
kebijakan/program/kegiatan. Dari informasi ini, pengambilan kebijakan
dapat memetik pelajaran dan menyusun kebijakan baru yang dapat
memperkuat atau tidak mengulang kesalahan yang dilakukan pada masa

sebelumnya.

Dalam setiap tahapan proses evaluasi, dapat dilaksanakan jenis dan bentuk

evaluasi yang berbeda-beda, sesuai dengan tujuan masing-masing evaluasi.

VI.2.1. Evaluasi Ex-Ante

Evaluasi Ex-ante merupakan evaluasi yang dilakukan sebelum

dokumen perencanaan ditetapkan. Evaluasi ini digunakan untuk:

1. Memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada; Evaluasi Ex-
ante dilakukan dengan menggunakan metode cost benefit analysis, yaitu
menghitung biaya dan manfaatnya. Evaluasi ini sebaiknya digunakan
untuk  program/kegiatan  strategis terutama untuk kegiatan

infrastruktur.

2. Memastikan dokumen perencanaan disusun secara terstruktur, koheren
dan sistematis. Hal ini untuk melihat relevansi antara kondisi saat ini,
kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan sasaran yang ingin
dicapai. Juga melihat konsistensi arah kebijakan dan strategi

pembangunan mencapai sasaran, memastikan perencanaan telah
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berpedoman dan sejalan dengan dokumen perencanaan yang levelnya
lebih tinggi serta melihat target capaian dan indikator yang digunakan

berkeseuaian dengan kriteria dan realistis.
Dalam proses penyusunan RPB, evaluasi Ex-Ante dilaksanakan melalui:

a) Analisis korelasi program-program terkait penanggulangan bencana
pada dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat Nasional,
Provinsi dan Kota Palu terkait (RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi
Tengah dan Kota Palu).

b) Analisis korelasi antara program-program terkait PB pada dokumen
perencanaan pembangunan dengan Sub Prioritas Indikator

Ketahanan Daerah, sebagai acuan keberhasilan penyelenggaraan PB .

c) Sedangkan evaluasi ex-ante dengan menggunakan metode
Cost Benefit Analysis, baru akan digunakan pada saat penyusunan
RKPD khususnya untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur (sesuai
dengan tupoksi OPD di Kota Palu ).

VI.2.1.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja suatu kebijakan/program/kegiatan

dapat dilakukan melalui beberapa jenis evaluasi meliputi :

VI.2.1.2. Evaluasi Pengukuran Kinerja

a. Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk
mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan
membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu
informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengukuran
kinerja adalah menggunakan hasil pemantauan. Berbagai informasi
dari pemantauan menjadi dasar dalam menilai capaian; berhasil atau
tidak berhasil sesuai target dan indikator yang telah ditetapkan. Hasil
pemantauan juga akan memberikan informasi upaya apa saja yang
dilakukan pelaksana berdasarkan rekomendasi pemantauan serta
pembelajaran yang bisa diambil dalam pelaksanaan

kebijakan/program/kegiatan.
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b. Evaluasi wajib yang melekat pada semua kebijakan/program/kegiatan
yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan (PRJM, RPJMD,
Renstra, RKP dan Renja).

c. Dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target
yang telah ditetapkan (gap analysis). Kesenjangan dapat terjadi
apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang
dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan
dalam perencanaan. Metode Gap analysis atau “analisis kesenjangan”
berguna untuk: menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja
dengan target yang ditetapkan; mengetahui tingkat peningkatan
kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut;
menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas

waktu dan biaya yang dibutuhkan.

VI.2.1.3. Evaluasi Proses Pelaksanaan

a. Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mendeskripsikan

proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan secara mendalam.

b. Deskripsi proses pelaksanaan meliputi deskripsi pelaksanaan
(siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang,
deskripsi organisasi, deskripsi input, output dan aktivitas

pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan.

c. Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terhadap
kebijakan /program/kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami
fungsi-fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan
dengan baik dan mana yang tidak. Mengidentifikasi permasalahan
dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun

perbaikan pelaksanaan dimasa yang akan datang.

VI.2.1.4. Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar

a. Evaluasi kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian
secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi,
efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan

kebijakan /program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat
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akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan

kebijakan/program.

b. Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan
terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu
karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana yang

besar.
c. Kriteria kebijakan strategis/program besar meliputi:

e memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;

e memiliki anggaran besar;

e mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan
nasional,

e mendukung pencapaian prioritas nasional,;

e merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain.

VI.3. Kerangka Kerja Logis

Pelaksanaan evaluasi didahului dengan melakukan rekonstruksi
terhadap kerangka kerja logis kebijakan/program/kegiatan dan disertai
dengan pemilihan indikator yang tepat untuk dievaluasi. Proses
rekonstruksi kerangka logis RPB Kota Palu, disusun berdasarkan sasaran
bidang penanggulangan bencana atau pengurangan risiko bencana pada
RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026. Diturunkan dalam bentuk sasaran,
program, kegiatan, dan indikator dalam RPB. Pemilihan dan
penyepakatan indikator evaluasi RPB akan dijadikan sebagai bahan
rekomendasi untuk indikator evaluasi RKPD, Renstra, dan RPJMD. Hal ini
dilakukan untuk memastikan hasil evaluasi terhadap RPB sebagai acuan
dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Kota Palu.

Kerangka Kerja Logis (KKL) digunakan untuk pemilihan indikator yang
akan dievaluasi dan penentuan metode evaluasi. KKL memiliki peran
yang penting dalam menstrukturkan kebijakan/program/kegiatan,

keterkaitan dan proses berjalan dalam mencapai sasaran pembangunan.
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KKL berbentuk diagram/bagan yang menggambarkan hubungan antara

masukan (input)-proses-keluaran (output) — manfaat (outcome) — dampak

(impact) dalam pelaksanaan suatu kebijakan/program /kegiatan.

Fungsi KKL pada masing-masing tahap pembangunan adalah sebagai
berikut:

a) Tahap Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan/Program/Kegiatan;

KKL membantu menyusun struktur dan organisasi suatu desain
program berdasarkan pemahaman yang sama. Pada tahap perencanaan,
membangun KKL memerlukan banyak riset, pengalaman dan studi
terkait strategi yang akan digunakan untuk mencapai hasil yang
diinginkan. Struktur KKL membantu untuk menyamakan
pemahaman akan parameter dan ekspektasi yang diharapkan, serta
melihat perubahan yang diharapkan dapat terwujud dari pencapaian

kebijakan /program/kegiatan.

b) Tahap Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan

)

KKL membantu pelaksana untuk fokus terhadap rencana yang telah
disusun dan mengidentifikasi serta mengumpulkan data yang
dibutuhkan untuk memantau perkembangan pelaksanaan untuk
menjamin tercapainya sasaran yang diinginkan. Menggunakan KKL
selama pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan mengharuskan
para pengambil kebijakan untuk fokus dalam mencapai hasil.
Lebih lanjut, KKL membantu pengambil kebijakan untuk
memprioritaskan aspek-aspek dalam program yang penting dalam
rangka melihat, melaporkan dan melakukan penyesuaian yang

diperlukan.

Tahap Evaluasi Kebijakan/Program/Kegiatan

Tujuan utama penggunaan KKL pada tahap evaluasi adalah untuk
meningkatkan pemahaman bagaimana proses suatu kebijakan/
program/kegiatan dirumuskan dan dilaksanakan. Pada tahap evaluasi
dilakukan rekonstruksi terhadap KKL yang telah disusun di tahap
perencanaan. Jika KKL sudah disusun dengan baik dan keterkaitan
antara masukan - proses — keluaran - manfaat dan dampak terlihat,
maka KKL tersebut dapat langsung digunakan untuk melakukan

evaluasi. Namun jika KKL belum ada atau belum disusun dengan baik,
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maka perlu dilakukan perbaikan atau rekonstruksi KKL untuk
menstrukturkan masukan — proses — keluaran - manfaat dan dampak
pada kebijakan/program/kegiatan untuk memperjelas keterkaitannya.
Perbaikan ini perlu dilakukan untuk memudahkan proses evaluasi
itu sendiri; pemilihan pertanyaan evaluasi dapat dilakukan dengan
tepat, target kinerja dan indikator yang komprehensif dan relevan

teridentifikasi dengan lebih baik dan jelas.

VI.3.1. Kriteria Evaluasi Terpilih

Kriteria evaluasi RPB Kota Palu dipilih berdasarkan status
pengarusutamaan pada setiap tahun periode perencanaan. Sebagaimana
dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017,
untuk dapat melakukan evaluasi kinerja dibutuhkan Kerangka Kerja Logis
(KKL). Oleh karena itu, kegiatan yang disebutkan dalam rencana
penyelenggaraan PB harus dibuat dalam format KKL. Secara lebih
sederhana, KKL RPB dapat disusun dengan menggunakan matrik sebagai
berikut:

Tabel 14. Format KKL

No Sasaran Indikator Hasil (Outcome) Kegiatan

Keterangan:

e Kolom “SASARAN”: diisi dengan sasaran PB yang sudah disebutkan di
sub-bab 3.4
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e Kolom “INDIKATOR HASIL”: diisi dengan penanda atau bukti yang
menunjukkan tercapainya sasaran RPB

e Kolom “KEGIATAN”: diisi dengan jenis kegiatan yang ada dalam rencana
aksi PB di sub-bab 4.2

Evaluasi yang dimaksudkan dalam dokumen RPB Kota Palu ini adalah
evaluasi pengukuran kinerja yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk
mengetahui capaian indikator sasaran (outcome) RPB. Sebagai dokumen
perencanaan 5 tahunan, maka evaluasi dilakukan setiap akhir tahun. Hasil
evaluasi selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan
kegiatan untuk tahun berikutnya. Evaluasi setidaknya mencakup 3 hal,

yaitu

a. analis a kesenjangan antara hasil yang diharapkan dan yang dicapai;
b. analisa kontribusi capaian keluaran terhadap indikator sasaran;

c. pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB.

Selanjutnya, laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh disusun setiap 2
(dua) tahun untuk menilai capaian menyeluruh serta berbagai perubahan
risiko yang memperlukan penyesuaian kebijakan/program/kegiatan. Pada
tahun ke 5 (lima), dilakukan evaluasi akhir yang disiapkan untuk
pembaharuan secara menyeluruh dokumen RPB berdasarkan kajian risiko

bencana terbaru.

BPBD Kota Palu dalam menyusun laporan pelaksanaan RPB secara
menyeluruh, melakukan koordinasi dengan BP3D Kota Palu dan berbagai

pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RPB.

Untuk menjamin objektivitas hasil pembaruan, BPBD Kota Palu sebagai
koordinator penyusunan dokumen RPB pada periode berikutnya
membentuk tim penyusun yang berasal dari lintas lembaga serta
keterwakilan pentahelix. Sebagai upaya dalam memastikan kesinambungan
pencapaian dan dampak dari penyelenggaraan PB yang telah dilakukan,

perlu memperhatikan beberapa kriteria pembaruan, diantaranya:

a. Arah Kebijakan pada RPB ini diharapkan tetap digunakan minimal

untuk 2 (dua) periode perencanaan.
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Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengacu kepada
Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu
Strategis Kebencanaan di Kota Palu

Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis,
top- down, bottom-up, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam
menyusun mekanisme pembaruan RPB Kota Palu .

Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan
dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal dokumen kajian
risiko bencana Kota Palu dan indeks risiko bencana yang diterbitkan
oleh BNPB sekurang-kurangnya satu tahun sebelum proses pembaruan
mulai dilaksanakan.

Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RPB
dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Kota Palu.

BPBD Kota Palu sebagai penanggungjawab penanggulangan bencana
hendaknya membangun kinerja dan performance kerja serta
menekankan pada kualitas, misi dan nilai-nilai yang hendak dicapai
berlandaskan aspek efisien, efektif dengan memanfaatkan kemajuan
ilmu dan teknologi serta memberi perhatian terhadap akses dan ruang
partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek, menekankan social
learning dalam pelayanan publik dan evaluasi kienerja secara kontinu
sehingga menghasilkan konsep dan rencana pembangunan
kebencanaan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan aspirasi dan
kebutuhan masyarakat.

Dokumen rencana penanggulangan bencana harus mendesign suatu
kerangka pikir untuk lebih memperjelas arah dari tujuan perencanaan
penanggulangan bencana melalui (berbasis) pendekatan manajemen
risiko dalam kerangka tujuan yang lebih makro yaitu terintegrasinya
PRB dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD dan RKPD) juga mampu mengarusutamaan PRB dalam setiap
kegiatan pembangunan dan kehidupan masyarakat. Di samping itu
harus mempertimbangkan konsep New Public Management (NPM),
Tantangan Manajemen pada abad ke 21, Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals SDGs) 2015-2030, serta Kerangka

Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for
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Disaster Risk Reduction/SFDRR), Manajemen Bencana dan Manajemen
Risiko serta kesesuaian dengan prioritas pembangunan yaitu

pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
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